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KABUPATEN LANGKAT
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 04 TAHUN 2009
TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2I

BUPATI LANGKAT,

bahwa sebagai dasar penetapan wurusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Darah Kabupaten/Kota;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah  Provinsi, Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang
menjadi kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Langkat;

Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 58); _

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang
Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari
Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 9);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten
Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli
Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 11, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3323);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah  Provinsi, Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN LANGKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Langkat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintahan
Daerah.

5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indoensia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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6. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD menurut asat ononom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban
setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi=fungsi
tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan
dan menyejahterakan masyarakat.

10. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur
dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan
pemerintahan.

BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENGANAN DAERAH
Pasal 2

Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menjadi kewenangan
pemerintahan daerah Kabupaten Langkat terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan yang

meliputi :

pendidikan;

kesehatan;

lingkungan hidup;

pekerjaan umum;

penataan ruang;

perencanaan pembangunan;

perumahan;

kepemudaan dan olah raga;

penanaman modal;

koperasi dan usaha kecil dan menengah;
kependudukan dan catatan siplil;
ketenagakerjaan;

pertanian dan ketahanan pangan;
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
perhubungan;

komunikasi dan informatika;

pertanahan;

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian dan persandian;
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21, pemberdayaan masyarakat dan desa;
22. sosial;

23. kebudayaan dan pariwisata;

24, statistik;
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

kearsipan;

perpustakaan;

Kehutanan;

energi dan sumber daya mineral;
perikanan;

perdagangan;

perindustrian.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 5

(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar,

(2) Urusan Waijib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :

CONOUBWN

pendidikan;

kesehatan;

lingkungan hidup;

pekérjaan umum;

penataan ruang;

perencanaan pembangunan;

perumahan;

kepemudaan dan olah raga;

penanaman modal;

koperasi dan usaha kecil dan menéngah;
kependudukan dan catatan sipil;
ketenagakerjaan;

ketahanan pangan;

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
perhubungan; .

komunikasi dan informatika;

pertanahan;

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian dan persandian;
pémberdayaan masyarakat dan desa;
sosial;

kebudayaan dan pariwisata;

statistik;

kearsipan;

perpustakaan;

Pasal 6

(1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang
secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat sesual
dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

(2) Berdasarkan analisis terhadap Produk Domistik Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian
penduduk, pemanfaatan lahan dan pengembangan ptensi yang ada di daerah, maka urusan
pilihan yang dilaksanakan meliputi bidang :

1. Keélautan dan perikanan
2. Pertanian
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Kehutanan

Energi dan Sumber Daya Mineral
Pariwisata

Industri

Perdagangan

Ketransmigrasian

PNOU AW

Pasal 7

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada
norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah,

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga berpedoman pada
standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dijadikan pedoman dalam :

a. penerapan landasan hukum bagi daerah daiam penyelenggaraan otonomi daerah;

b. penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;

¢. penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan
pemerintahan;

penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

penetapan alokasi biaya dalam APBD;

penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan
ketérangan pertanggung jawaban kepala daerah kepada DPRD, dan informasi laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

emoQo

Pasal 11

(1) Egmg:n?;hgaebrg_h_.rfr;!aiss_anakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, diluar
m g - . = = in - - - - - TS T . L r .
pemsameﬁntahan ou ifat wajib dan pilihan atas dasar Pringip penyelendanrann Urusan

(2) Urusan pemerintahan sisa seb i
agaimana dimaksud pa
ﬁer:eﬁntahan yang berskala Provinsi atau IInt:s Kag:paamyzgxm(i) dmaerupakan A
ggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan. ' Penenuannya

(3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan u
i rusan pemerintahan sisa
pada ayat (1) terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melaluﬁezaeaiéwagaalaﬁm;gg:

untuk mendapat penetapannya.

(4) Pelaksanaan urusan pemerintahan sisa akan ditétapkan lébih lanjut sesual dénaan Peraturs
Perundang-undangan. sa akan ditetapkan lebih lanjut sesual dengan Pératuran



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai tekhnis

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 7 September 2009

BUPATI LANGKAT
pTO

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat

pada tanggal 7 September 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
DTO

H. SURYA DJAHISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2009 NOMOR : 1
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

Umum

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangannya, keduali urusan pemerintahan yang menjadi urusan
pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan
daerah tersebut, pemeérintah daérah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk
mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.

Penyelenggaraan  Desentralisasi mengisyaratkan  pembagian  urusan
pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Urusan pemerintahan
terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah
dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan
pemerintahan. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan
pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertanahan, keamanan
dan fiscal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan atau konkuren adalah
urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi
urusan pemerintah.

Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat
konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah,
pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren
tersebut secara proporsional antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan
pemerintahan daerah kabupaten/kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan
pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi penggunaan
ketiga kriteria tersebut diterapkan seécara kumulatif sebagai salah satu kesatuan
dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkat dan
susunan pemerintahan.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan
pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic
service) bagi masyarakat seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup,
perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat
pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah yang
terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang
menjadi kekhasan daerah.

Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan wurusan pilihan yang
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah
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yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang

bersangkutan.
Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki

oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada
urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan
kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi dan kekhasan daerah

yang bersangkutan.

Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana
tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, setiap tingkatan pemerintahan juga
melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian
urusan pemerintahan menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip

penyelenggaraan ususan sisa.

Untuk itu pemberdayaan dari pemerintah kepada pemerintah daerah menjadi
sangat penting untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi norma,
standar, prosedur dan kriteria sebagai persyaratan menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan.

Disusunnya peraturan daerah ini dimaksudkan untuk mempertegas

kewenangan yang menjadi urusan pemerintah Kabupaten Langkat dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan. Untuk mengkoordinasikan adanya
perkembangan penyeélénggaraan otonomi daerah yang bersifat dinamis, maka
pengaturan rincian masing-masing bidang urusan pemerintahan yang belum
ditetapkan berkaitan dengan pelaksanannya akan diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati.
Pasal demi pasal
Pasal 1 cukup jelas
Pasal 2 cukup jelas
Pasal 3 cukup jelas.
Pasal 4 cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) Mengingat kemampuan a
nggaran yang masih terbatas, maka
ﬁ?sapelaksanaan standar pelayanan minimal pada bidang yangemfaadr;
n wajib pemerintahan daerah dilaksanakan secara bertahap den
mendahulukan sub sub bidang urusan wajib yang bersifat prioritas o

Pasal 6

Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas

Pasal 7 cukup jelas

Pasal 8 Pengelolaan bersama dapat dil
embaga
daerah yang difasilitasi oleh pemeﬁntghf‘a" dalam bentuk kerjasama antar

Pasal 9 cukup jelas

43



Pasal 10 cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas
Ayat (4) cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR :



Lampiran i PERATURAN DAERAM KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 04 TAHUN 2009
TANGGGAL 7 SEPTEMBER 2009

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI
KEWENANGAN KABUPATEN LANGKAT

A. BIDANG PENDIDIKAN

1. Kebijakan dan Standar

al

b.

f.

g
h.
;.

k.

Penetapan kebijakan operasional pendidikan di Kabupaten Langkat sesuai
dengan kebijakan nasional dan provinsi.

Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan
strategis tingkat provinsi dan nasional.

Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat Kabupaten
Langkat.

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah dan pendidikan non formal.

Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar,
satuan pendidikan menengah dan satuan/lembaga penyelenggara pendidikan

non formal.
Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar

bertaraf internasional.

. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan

menengah berbasis keunggulan local.

Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pencidikan berbasis keunggulan local
pada pendidikan dasar dan menengah.

Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan
tinggi.

Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar Dbertaraf
internasional. -

Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional
untuk tingkat Kabupaten Langkat.

2. Pembiayaan

a.

b.

C

d.

Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pen -
didika
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. pe n dasar usia dini,

gosialisasl dan implementasi standar isi dan kopetensi lulusan pendidikand
asar.

PenyeQiaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai
kewenangannya.

Pembiayaan penjamin mutu satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

3. Kurikulum

a.

Koordinasi kerangka dasar dan struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan
pada pendidikan dasar.

b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini,

pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
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cl

Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan
pendidikan dasar.

d. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan

pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

e. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingka}t satuan pendidikan pada

pendidikan dasar.

4. Sarana dan Prasarana

a.

Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan
prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah dan pendidikan nonformal.

Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. ’
Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.

5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

al

Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan
anak usia ini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan
nonformal sesuai kewenangannya.

Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS
untuk pendidikan . anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.
Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di Kabupaten
Langkat.

Peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik
dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.

Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan anak usia ini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan
pendidikan nonformal.

Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan
nonformal selain karena alasan pelanggaran Peraturan Perundang-
Undangan.

6. Pengendalian Mutu Pendidikan

1)

r
a. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan
menengah dan pendidikan nonformal.
b. Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian
sekolah skala Kabupaten Langkat.

c. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala Kabupaten
Langkat.

2) Evaluasi

a. Pela}gsanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis
pendidikan pada pendidi'an anak usia dini, pendidikan dasar
pendidikan menengah dar. pendidikan nonformal skala Kabupater;
Langkat.

b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional p=ndidikan pada
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidkan menengah
dan pendidikan nonformal skala Kabupaten Langkat.



3) Akreditasi

Membantu Pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.

4) Penjaminan Mutu
a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan

dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam
penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.

b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional
dalam penjaminan mutu untuk memenuhl standar internasional.

c. Supervisi dan fasilitasi satiian pendidikan berbasis keunggulan lokal
dalam penjaminan mutu. '

d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan
pendidikan skala Kabupaten Langkat.

B. BIDANG KESEHATAN

1. Upaya Kesehatan
1) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
" a. Pengelolaan survailans epidemiologi, penvelidikan kejadian luar biasa
skala Kabupaten Langkat. '
b. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular skala Kabupaten Langkat.
c. Pengelolaan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak
menular tertentu skala Kabupaten Langkat. '
d. Penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah

skala Kabupaten Langkat.

2) Lingkungan Sehat

a. Pengelolalan pencegahan dan penanggulangan pencemaran
lingkungan skala Kabupaten Langkat.
b. Penyehatan lingkungan.

3) Perbaikan Gizi Masyarakat
a. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala Kabupaten Langkat.
b. Péngelolaan penanggulangan gizi buruk skala Kabupaten Langkat.

¢. Perbaikan gizl keluarga dan masyarakat.

a. Pengelolaan pelayanan kesehatan haji ska la Kabupaten Langkat.
b. faegggczlaan upaya kesehatan dan rujukan sekunder skala Kabupaten

C. Bimbingan dan pengendalian upaya kesehata
. da daerah
erbatasan, t W
Ea vy erpencil, rawan dan kepulauan skala Kabupaten
e. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan i
f Perundang-Undangan. esual Peraturan
. Pemberian rekomendasl izin sarana kesehatan
' tertentu
diberlka‘n olgh Pemerintah oleh provinsi. g
g. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit Pemerintah
Kelas C, Kelas 'D, rumah sakit swasta yang setara, praktik
berkelompok, klinik umum / spesialis, rumah bersalin, klinik dokter
keluarga / dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer dan
pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.
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2.

3.

6.

Pembiayaan Kesehatan
iayaan K
a. Pengelolaan / penyelenggaraan, jaminan pemelihataan kesehatan sesuai
kondisi lokal.
b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas
Pembantuan).

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan

a. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis.

b. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala Kabupaten Langkat.

c. Pelatihan teknis skala Kabupaten Langkat.

d. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala
Kabupaten Langkat sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

e. Pemberian izin tenaga praktik tenaga kesehatan tertentu.

. Obat dan Perbekalan Kesehatan

Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan_Keterjangkauan Harga Obat
| n

a. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat

kesehatan, reagensia dan vaksin skala Kabupaten Langkat.

Pengambilan sampling / contoh sediaan farmasi di lapangan.

Pemeriksaan setempat sarana iproduksi dan distribusi s:diaan farmasi.

Pengawasan dan registrasi ma anan minuman produks: rumah tangga.

Sertifikasi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

(PKRT) Kelas I.

f. Pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi :(PEF) Cabang,
Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) dan Industri Kecil Obat

Tradisional (IKOT).
g. Pemberian izin apotik dan toko obat.

Pooo

Pemberdayaan Masyarakat

PedyYd KRESE
promosi kes

didl]l DE

ehatan skala Kabupaten Langkat.

a. Penyelenggaraan

Manajemen Kesehatan
1) Kebijakan
Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang
kesehatan. .
2) Egnpgli;lan dan Pengembangan Kesehatan
a. gnyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehata
mendukung perumusan kebijakan Kabupaten Langkat. e
b. IPenIgelolaan suskeda skala Kabupaten Langkat.
c. Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan keseh
Kabupaten Langkat. ¥ ¥ atan skals
3) Kerjasama Luar Negeri
a. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala Kabupaten Langkat.
4) Penin n n dan Akuntabili
a. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala Kabupaten
Langkat.
5) m i hatan
a. Pengelolaan SIK skala Kabupaten Langkat.



C. BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. Sumber Daya Air

1) Pengaturan

a. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air Kabupaten
Langkat.

b. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di
Kabupaten Langkat.

c. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah
sungai di Kabupaten Langkat.

d. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada
wilayah sungai di Kabupaten Langkat.

e. Pembentukan wilayah koordinasi sumber daya air tingkat Kabupaten
Langkat dan/atau pada wilayah sungai dalam Kabupaten Langkat.

f. Pembentukan komisi irigasi Kabupaten Langkat.

2) Pembinaan ‘

a. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan,
penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai
di Kabupaten Langkat. '

b. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan
dan pengusahaan air tanah.

c. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di Kabupaten
Langkat.

d. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau
pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan
irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada di
Kabupaten Langkat.

e. Pembe_rdgyaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber
daya air tingkat Kabupaten Langkat.

f. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat Kabupaten
Langkat.

3) Pembangunan / Pengelolaan ,

a f::;ia"t’“’ sumber daya zir pada wilayah sungai Jalam Kabupaten

b. Pendayagunaan s -
Kabupategn Langkatt:lmber daya air pada wilayah sungai dalam

C. Pengendalian -
Langleat daya rusak air yang berdampak skala Kabupaten

d. Penyelenggaraan sist
Kaburate Langkat.SI em informasi sumber daya air tingkat

e. Pembangunan dan penin i :
pada daerah irigasi c?aiamg:alt):an gl i igas! primer dan sckunder

f. Operasl, pemeliharaan d ; u;;‘aten 2ot

E ’ an Ui
sekunder pada daerah irigasi drslaﬁjigt:;irj 5ltset& o, DT G
kurang dari 1.000 Ha. paten Langkzt yang luasnya

g. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi
i ! . tasi pada sungai
wilayah sungai dalam Kabupaten Langkat, - gai dan waduk pada

4) i

d.

Pengawasan pengelolaan sumb
er d i
dalam Kabupaten Langkat. aya air pada wilayah sungai
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2. Bina Marga

1) Pengaturan
a. Pengaturan jalan Kabupaten Langkat : ;

a.l. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan desa dan jalan
kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan
memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.

a.2. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalgn desa

dan jalan kota. |
a.3. Penetapan status jalan desa dan jalaim kota.
a.4. Penyusunan perencanaan umum :dan pembiayaan jaringan

jalan desa dan jalan kota.

a. Pembinaan jalan Kabupaten Langkat : ;
a.l. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan
© pelatihan pada aparatur penyelenggara jalan desa dan jalan

kota. .
a.2. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan
pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang

pengawasan jalan.

b. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan desa
dan jalan kota.

3) Pembangunan dan Pengusaha.

a. Pembangunan jalan Kabupaten Langkat :

a.l. Pembiayaan pembangunan jalan kota dan jalan desa.

a.2. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran,
pengadaan lahan serta pelaksanaan konstruksi jalan desa dan
jalan kota.

a.3. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan desa dan jalan kota.

a.4. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan desa dan
jalan kota.

4) Pengawasan
a. Pengawasan jalan Kabupaten Langkat :
a.1. Evaluasl kinerja penyelenggaraan jalan desa dan jalan kota

a.2. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil
desa dan jalan kota. pembangunan jalan

3. Perkotaan dan Perdesaan

1) Pengaturan
a. Penetapan kebijakan dan strateqi
€gi pembangunan perkotaan d
perdesaan wilayah Kabupaten Langkat i el
b iy gkat (mengacu kebijakan nasional
. Penetapan Peraturan Daerah Kab
upaten Langkat m i
pengembangan perkotaan dan perdesaan berdagsarkan el\llqog:'r?aa |
Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK). 3 '
2) Pembinaan ' |
a. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan

pengelolaan Prasarana dan Sarana (PS) perk
tingkat Kabupaten Langkat. () iperktasn :dan perdesaan



b.

Fasllitasi Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam
pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah Kabupaten

Langkat.

3) Pembangunan

a.

G

d.

Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan
dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah Kabupaten
Langkat dengan mengacu pada PRIP dan RPJM nasional dan
provinsi.

Penyelenggaraan kerjasama / kemitraan antara Pemerintah daerah /
dunia usaha / masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan
sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan
Kabupaten Langkat. | i _
Penyelenggaraan pembanijunan PS perkotaan dan perdesaan di
wilayah Kabupaten Langkat.

Pembentukan lembaga / badan pengelola pembangunan perkotaan
dan perdesaan di Kabupaten Langkat. ‘

4) Pengawasan

a. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan

b.

dan pengelolaan kawasan perkotaan daﬂn perdesaan di Kabupaten

Langkat. !
Pengawasan dan pengendalian atas pelak_gsanaan NSPK.

4. Air Minum

1) Pengaturan ' _ '
a. Penetapan Peraturan Daerah mengenai kebijakan dan strategi

pengembangan air minum di Kabupaten Langkat.

b. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air -
Minum (SPAM) di Kabupaten Langkat.

c. Penetapan Peraturan Daerah NSPK pelayanan DS air minum
berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun
pemerintah dan provinsi.

d. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah
Kabupaten Langkat.

2) Pembinaan |

a. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah
Kabupaten Langkat.

b. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum
di wilayah Kabupaten Langkat termasuk kepada Badan Pengusahaan
Pelayanan (operator) BUMD.

3) Pembangunan

a. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan
pengembangan SPAM di wilayah Kabupaten Langkat.

b. Pengembangan SPAM di wilayah Kabupaten Langkat untuk
pemenuhan SPM.

C. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada Kecamatan,
Pemerintah Desa serta kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten
Langkat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.

d. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM  wilayah
administrasi Kabupaten Langkat.

e. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan
air skala Kabupaten Langkat.

7

Penanganan bencana alam tingkat Kabupaten Langkat.
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4) Pengawasan
a. Pengawasan terhadap seluruh  tahapan  penyelenggaraan

pengembangan SPAM yang berada di wilayah Kabupaten Langkat.

b. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh
di wilayah Kabupaten Langkat.

c. Pengawasan dan pengendalian atar pelaksanaan NSPK.

5. Air Limbah
A
1) Pengaturan - o
a. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan pengembangan PS air limbah
di wilayah Kabupaten Langkat mengacu pada kebijakan nasional dan

provinsi.
b. Pembentukan lembaga tingkat Kabupaten sebagai penyelenggara PS

air limbah di wilayah Kabupaten Langkat.

c. Penetapan Peraturan Daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan
oleh Pemerintah dan Provinsi.

d. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah
Kabupaten Langkat.

2) Pembinaan

a. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan Kabupaten Langkat.

b. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pengembangan PS air limbah di Kabupaten
Langkat.

c. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan; pemerintah desa, serta
kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan PS air limbah di
wilayah Kabupaten Langkat.

3) Pembangunan

a. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah
Kabupaten Langkat dalam rangka memenuhi SPM. - .

b. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air mbah Kabupaten
Langkat.

¢. Penanganan bencana alam tingkat lokal (Kabupaten Langkat).

4) Pengawasan

a. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di Kabupati:n Langkat. -

b. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di
Kabupaten Langkat.

. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.

¢
|
q{

6. Persampahan

1) Pengaturan : ‘
a. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan pengembangan PS

persampahan di Kabupaten Langkat men
nasional dan provinsi. g gacu pada kebijakan

b. Penetapan lembaga penyelenggara pengel :
- olaan
wilayah Kabupaten Langkat. Peng persampahan di

C. Penetapan Peraturan Daerah berdasarkan NSPK
- a
oleh pemerintah dan provinsi. yang ditetapkan

d. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persa
Langkat. g p mpahan skala Kabupaten
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2) Pembinaan o '

a. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia

usaha dan masyarakat dalam penyelen?garaan pengembangan PS
persampahan di Kabupaten Langkat. :

b. Memberikan bantuan teknis kepada ke:amatan, pemerintah desa

serta kelompok masyarakat di Kabupaten Langkat.

" a. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di
Kabupaten Langkat.

b. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan
Kabupaten Langkat.

4) Pengawasan
a. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan

dizwilayah Kabupaten Langkat.
b. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayati Kabupaten Langkat.
c. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

. Drainase

1) Pengaturan
a. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan strategi Kabupaten
Langkat berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
b. Penetapan Peraturan Daerah NSPK drainase dan pematusan
genangan di wilayah Kabupaten Langkat berdasarkan SPM yang

disusun pemerintah pusat dan provinsi.

2) Pembinaan | |
a. Peningkatan Kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara
drainase dan pematusan genangan di wilayah Kabupaten Langkat.

3) Pembangunan

a. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem
drainase dan penanggulangan banjir di wilayah Kabupaten Langkat
serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.

b. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di
wilayah Kabupaten Langkat.

c. Penyusunan rencana induk PS drainase skala Kabupaten Langkat.

4) Pengawasan
a. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali
banjir di wilayah Kabupaten Langkat.
b. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan . drainase dan
pengendalian banjir di Kabiipaten Langkat.
c. Pengawasan dan pengend: lian atas pelaksanaan NSPK.

8. Permukiman

8.1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba)
yang berdiri sendiri :
1) Pengaturan
a. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan strategi Kasiba /
Lisiba di wilayah Kabupaten Langkat. :
b. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di
wilayah Kabupaten Langkat. '
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8.2.

8.3.

2) Pembangunan
a. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba / Lisiba di Kabupaten

l.angkat.

b. Pelaksanaan kerjasama swasta dan masyarakat tingkat
nasional dalam pembangunan Kasiba / Lisiba

c. Penetapan izin lokasi Kasiba / Lisiba di Kabupaten Langkat.

i

3) Pengawasan 5 : )
.a. Pengawasan dan p¢ngendalian penyelenggaraan Kasiba dan

Lisiba di Kabupaten Langkat.

b. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di
Kabupaten Langkat. :

c. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di

Kabupaten Langkat.

Permukiman Kumuh/Nelayan
1) Pengaturan _
a. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan strategi
penanggulangan permukiman kumuh/nelayah di wilayah
Kabupaten Langkat. -
b. Penetapan Peraturan Daerah tentang pencegahan timbuinya
- permukiman kumuh/nelayan di wilayah Kabupaten Langkat.
2). Pembangunan
Aa. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh/nelayan
perkotaan di Kabupaten Langkat.
b. Pengelolaan peremajaan / perbaikan  permukiman
kumuh/nelayan dengan rusunawa.
3) Pengawasan _
a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman
kumuh di wilayah Kabupaten Langkat.
b. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman
kumuh di Kabupaten Langkat.
c. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di
Kabupaten Langkat.

Pembangunan Kawasan
1) Pengaturan
a. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan strateqi
t
pembangunan kawasan di wilayah Kabupaten Langkat. =
- b, Pgnetapan Peraturan Daerah NSPK pembangunan kawasan di
% wilayah Kabupaten Langkat.
m:ﬁan pembangunan kawasan strategis nasional

a. Melaksanakan pengawasan dan pen
) 1 gendalian pembangun
: léa\n:asan di wilayah Kabupaten Langkat. i snen
. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan i
Kabupaten Langkat. ’ ranesan d
€. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksan
Kabupaten Langkat. ’ iy

4
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9. Bangunan Gedung dan Lingkungan
1) Pengaturan
a. Penetapan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung dan
lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria

nasional.

Penetapan kebljakan dan strategi Kabupaten Langkat mengenai
bangunan gedung dan lingkungan.

Penetapan kelembagaan bangunan gedung di Kabupaten Langkat.
Penyelenggaraan IMB gedung.

Pendataan bangunan gedung.
Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan

gedung adat, semi permanen, darurat dan bangunan gedung yang
dibangun di lokasi bencana.
g. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
(RTBL).
2) Pembinaan
a. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan
bangunan gedung dan lingkungannya.
b. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan
gedung dan lingkungan. r o
3) Pembangunan b i
a. Penyelenggaraan bangunaii gedung dan lingkungan dengan berbasis
pemberdayaan masyarakat.
b. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara
yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Langkat.
c. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi
dan dilestarikan yang berskala lokai.
4) Pengawasan
a. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan,
pedoman dan standar teknis dalam renyelenggaraan bangunan
gedung dan lingkungannya. ;
b. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan dan
pembongkaran bangunan gedung.
c. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan
lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.

2

mpap

10.Jasa Konstruksi
1) Pengaturan
Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah
ditetapkan.

2) Pemberdayaan

a. Pengembangan sistem informasi jasa kontruksi dalam wilayah
Kabupaten Langkat.

b. Penelitian dan pengembangan jasa kontruksi dalam wilayah
Kabupaten Langkat.

c. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa kontruksi di
ting}cat Kabupaten Langkat.

d. Peningkatan kemampuan teknologi jasa kontruksi dalam wilayah
Kabupaten Langkat. '

e. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam
wilayah Kabupaten Langkat.

f. Penertiban perizinan usaha jasa konstruksi.
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3) Pengawasan |
a. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah Kabupaten Langkat.

b.

Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

D. BIDANG PERUMAHAN

1. Pembiayaan

1) Pembangunan Baru

a.

Penetapan kebijakan, strategi dan program Kabupaten Langkat di
bidang pembiayaan perumahan.

b. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)
Kabupaten Langkat bidang pembiayaan perumahan.

c. Pelaksanaan, penerapan dan penyesualan pengaturan instrumen
pemblayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.

d. Fasllitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para
pelaku di tingkat Kabupaten Langkat.

e. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat
Kabupaten Langkat.

f. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah
serta penyelenggaraan rumah sewa

g. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di
tingkat Kabupaten Langkat.

h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan
di tingkat Kabupaten Langkat. :

2) Perbaikan

a. Penetapan kebijakan, strategi dan program Kabupaten Langkat di
bidang pembiayaan perumahan.

b. Penyusunan NSPM Kabupaten Langkat bidang pembiayaan
perumahan.

C. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengcturan instrumen
pembiayaan dalam rangka senerapan sistem pembi:iyaan.

d. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para
pelaku di tingkat Kabupaten Langkat.

e. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat
Kabupaten Langkat. ' |

f. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan / pembangunan rumah
swadaya milik.

g. Pengendalian penyelenggaraan bidan embia i
tingkat Kabupaten Langkagt. ’ p blayaan staOan o8

h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidzng pembiayaan perumahan

di tingkat Kabupaten Langkat.

2. Pembinaan Perumahan Formal

1)

a.

b.

n
Memberikan masukan pPenyusunan dan penyempurnaan Peraturan
Perundang-Undangan bidang perumahan. '“
Peninjauan kembali kesesuaian Peraturan Perundang-lUndangan
bidang perumahan di Kabupaten Langkat dengan Peraturan
Perundang-Undangan diatasnya,

Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan
pengembangan pada skala Kabupaten Langkat.
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e Bty o

Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan Industri perumahan skala
Kabupaten Langkat. |
Pelakzanaan Peraturan Perundang-Undangan, produk NSPM, serta

kebijakan dan strategi nasional perumahan.

Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan. *.
Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik' BUMN,

" BUMD, koperasi, perorangan maupun lswasta yang bergerak di

bidang usaha industri bahan t::angu:-;manl_,_J indus;d komponen
angunan, konsultan, kontraktor dan pengembang. :
lIgengusungm pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan
pengelolaan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) skala Kabupaten

Langkat.

Melaksanakan hasil sosialisasi.
pelaksanaan kegiatan melfalui pelaku pembangunan perumahan.

. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan.

i an keriasama dengan badan usaha pembangunan
Egm?:giaarr‘\, dbalk B?JMN, BUMD, Koperasi, perorangan maupun
swasta yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan,
industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan
pengembangan di Kabupaten Langkat.

m. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan

pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal.

. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan

Rencana Pembangunan Jangka _Menengah (RPJM) Kabupaten
Langkat.

. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala Kabupaten

Langkat.

. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap degnan penyediaan

tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan di
perkotaan, pusat kegiatan, perdagangan / produksi.

. Pembanguann prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan

di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan
pemeliharaan.

Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah
terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan
kepada kota, penyediaan tanah, PSU umum.

Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan

khusus lainnya serta pengelolaan depo : o
penyediaan lahan, penga g po dan pendistribusian logistik

2) Perbai turan, pemanfaatan seluruh bantuan.

a.

bl

c
d.
e.

. Pelaksanaan dan atau penerima bant

Perumusan kebijakan dan strategi pe
perumahan skala Kabupaten Langkat

Pelaksanaan Standar, Prosedur dan O -
P ’ perasi (SPO) bak
pengungsi akibat bencana skala Kabupaten Lgngk;t. U penanganan

uan perumahan.

mbangunan dan pengembangan

Penetapan harga sewa rumah.

Pelaksanaan pembangunan perumahan  untuk

pengungsi lintas kawasan s >- Kabupaten Lankat: penampungan

3) Pemanfaatan

a
b.

C.

Pelaksanaan pembangunan rumah
Berpenghasilan Rendah (MBR) dan ruma
Pengelolaan PSU bantuan pusat.

t

Pelaksanaan bantuan

pembangunan d
penyelenggaraan peruma 9 an kelembagaan serta

han dengan dana tugas pembantuan.

susun  untuk Masyarakat
h khusus.
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Q.

f.

g.

Pembentukan kelembagaan perumahan Kabupaten Langkat.
Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan
dan pengelolaan perumahan.

Penyusunan pedoman dan manual penghunian dan pengelolaan
perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional.
Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.

3. Pembinaan Perumahan Swadaya

1)
a.

g.
h.

Perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten !angkat tentang
lembaga pendukung pembangunan perumatian, pendataan
perumahan dan peningl'atan kapasitas pelaku pembanugnan
perumahan swadaya.

Penyusunan RPJP dan RPJM Kabupaten Langkat tentang perumahan
swadaya. _‘

Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten
Langkat. _
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat
tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, peridataan
perumahan dan peningkatan kapasit{as pelaku pembangunan
perumahan swadaya. .

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan sirategi Kabupaten Langkat
tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan
perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan
perumahan swadaya.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi
Kabupaten Langkat tentang lembaga pendukung pembangunan
perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas
pelaku pembangunan perumahan swadaya.

Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembanguann
perumahan swadaya di Kabupaten Langkat.

Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat yang
terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

2) Pemugaran

a

m an

Perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat tentang
lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan
perumahan dan peningkatan kapasitas. pelaku pembangunan
perumahan swadaya.

Penyusunan RPJP dan RPIM Kabupaten Langkat tentang perumahan
swadaya.

Peny;:junan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten
Langkat.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat
tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan
perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan
perumahan swadaya.

Fasllitasi pelaksanaan kebijakan dan strateg Kabupaten Langkat
tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan
perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan
perumahan swadaya.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi
Kabupaten Langkat tentang lembaga pendukung . pembangunan
perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas
pelaku pembangunan perumahan swadaya.
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g. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan
perumahan swadaya di tingkat Kabupaten Langkat.
h. Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat yang

terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

3) Perbaikan

a. Perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat tentang
lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan
perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan
perumahan swadaya.

b. Penyusunan RPIP dan RPJM Kabupaten Langkat tentang perumahan
swadaya. _

c. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten
Langkat.

d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat
tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan
perumahan dan - peningkatan kapasitas pelaku pembangunan
perumahan swadaya.

e. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat
tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan
perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan

perumahan swadaya.
f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi

Kabupaten Langkat tentzfng lembaga pendukunig pembanguann
perumahan, pendataan jerumahan dan peningkatan kapasitas
pelaku pembangunan peruinahan swadaya.

g. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan
perumahan swadaya di Kabupaten Langkat. =

h. Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah Kabupate Langkat yang
terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

a. Perumusan kebijakan dan strategi Ka!bupaten l.angkat fentang
lembaga pendukung pembangunan | perumahan, pendataan
perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku ‘pembangunan
perumahan swadaya.

b. Penyusunan RPIP dan RPIM Kabupaten Langkat ten
i e p g tang perumahan

C. Penyusunan NSPM pembangunan erumahan i ‘
Kabupaten Langkat, . P S o
d. Koordinasi pelaksanaan kebii
jakan dan strategi Kabu
tentang lembaga pendukung pembangunan i%rumahggfegeﬁgtga?;

perumahan dan peningkatan kapasita .
perumahan swadaya. pasitas pelaku pembangunan

e. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strafe
gi Kabupaten Langkat
;Zr;ltjanr:ghlaerbgga pendukul?g pembangunan perumahan, pendagaan
an peningkatan kapasitas pel
] perumahan swadaya. i PRI pebenguen
. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebij i
jakan dan strategi
Kabupaten Langkat tentang lembaga pendukung pembangunagn
perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas
ggla_:k{u peim't:angunan perumahan swadaya.
g. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pem
perumahan swadaya di Kabupaten Langkat. e bangun;
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h.

Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat yang
terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

5) Pemeliharaan

a‘

Perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat tentang
lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan
perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan
perumahan swadaya.

Penyusunan RPIP dan RPJM Kabupaten Langkat tentang perumahan

swadaya.
Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten

Langkat.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat
tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan
perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan
perumahan swadaya.

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat
tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan
perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan
perumahan swadaya. _

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi
Kabupaten Langkat tentang lembaga pendukung pembangunan
perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas
pelaku pembangunan perumahan swadaya.

Soslalisasl kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan
perumahan swadaya di Kabupaten Langkat.

Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat yang
terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

6) Pemanfaatan
a. Perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat tentang

lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan
perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan
perumahan swadaya.

. Penyusunan RPJP dan RPIM Kabupaten Langkat tentang perumahan

swadaya. v
Penyusunan NSPM pembarigunan perumahan swadaya di Kabupaten
Langkat.
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat
tentanghlembzga pendukung pembangunan perumahan, pendataan
perumahan dan peningkatan kapasitas I :
bl o T p pelaku < pembangunan
Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabu
paten Langkat
;eentamnghlembgga pendukung pembangunan perumahan, pendat?aan
rumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pemba:

perumahan swadaya. | ’ Pngunan
Pengawasan dan pengendalian pelaksaniaan kebij i

; jakan dan strategi
Kabupaten Langkat tentang lembaga “pendukung :_pembangunagn
perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas
pela_nkt_l pe_mbangunan perumahan swadaya.
qu:a!tsasu kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan
perumahan swadaya di Kabupaten Langkat. ' :

. Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat yang

terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.



4. Pengembangan Kawasan i

1) Sistem Pengembangan Kawas: n
d.

2)

Penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat dalam
pengembangan kawasan.
b. Penyusunan Rencana Kabupaten Langkat dalam Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan . dan Pemukiman Daérah (RP4D -
Kabupaten Langkat) '
Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayah Kabupaten Langkat.
Fasilitasi dan bantuan teknis penyusunan RP4D di wilayah Kabupaten
Langkat. !
e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan _dan strategi
pengembangan kawasan dan RP4D skala‘Kabupaten Langkat.
f. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan
kawasan dan RP4D di wilayah Kabupaten Langkat.

aon

a. Penetapan kebljakan dan strategi Kabupaten Langkat dalam

penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala
besar.

b. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan
pengelolaan kawasan skala besar di wilayah Kabupaten Langkat.

C. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan
kawasan skala besar di wilayah Kabupaten Langkat.

d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan
pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayah
Kabupaten Langkat.

e. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan
pengelolaan kawasan skala besar di wilayah Kabupaten Langkat.

3) Kawasan Khusus

a. Penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat dalam
penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.

b. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan
pengelolaan kawasan khusus di wilayah Kabupaten Langkat.

C. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan
kawasan khusus di wilayah Kabupaten Langkat.

d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan
pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayah
Kabupaten Langkat.

€. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan
pengelolaan kawasan khusus di wilayah Kabupaten Langkat.

. Penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat dalam
penyglenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.

b. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan
prasarana kawasan di wilayah Kabupaten Langkat.

C. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di

wilayah Kabupaten Langkat.

d. Monitoring dan evaluasi pilaksanaan penyelengga:;aén keterpaduan

Prasarana kawasan di wilay ah Kabupaten Langkat.

€. Pengendalian pelaksanaan-penyelenggaman keterpaduan prasarana

kawasan di wilayah Kabupaten Langkat.
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5) Keserasian Kawasan

a

eserasi Wi ‘

Penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten Langkat dalam
penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian
berimbang.

Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan
dan lingkungan hunian berimbang di wilayah Kabupaten Langkat.
Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan
hunian berimbang di wilayah Kabupaten Langkat.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian
kawasan dan lingkungan hunian berimbang di Kabupaten Langkat.
Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan
lingkungan hunian berimbang di wilayah Kabupaten Langkat.

5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-U%ndangan dan
Pertanahan untuk Perumahar

1) Pembangunan Bary

a

b.

d.

remoa nan

Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Perundang-
Undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten Langkat,
Pelaksanaan kesesualan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait di bidang
perumahan.

Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - bidang
perumahan dalam rangka mewujudkanl! jaminan kepastian hukum
dan perlindungan hukum dalam bermukin) di Kabupaten Langkat.
Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan
Perundang-Undangan bidang perumahan di Kabupaten Langkat.
Pelaksanaan kebijakan dan P€nanganan masalah dan sengketa
bidang perumahan di Kabupaten Langkat.

Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang
perumahan di Kabupaten Langkat.

Fasilitasi Penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang
perumahan di tingkat Kabupaten Langkat.

Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM  penyediaan Iahan untuk
pembangunan perumahan di Kabupaten Langkat.

Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pembangunan
perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan
di Kabupaten Langkat.

Pelaksanaan kebljakan Kabupaten Langkat tentang pembangunan
perumahan sesyaj dengan penataan ruang dan penataan
pertanahan, _

Fasilitasi  pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang
pembangunan pPerumahan sesuai dengan penataan ruang dan
Penataan pertanahan.

Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten
Langkat tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan,

- Fasilitasi  penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di

Kabupaten Langkat.

Pelaksanaan Penyusunan dan P€nyempurnaan Peraturan Perundang-
Undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten Langkat.
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3)

b. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait di bidang
perumahan.

C. Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bidang
perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum
dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten Langkat.

d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan
Perundang—Undangan bidang perumahan di Kabupaten Langkat.

e. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa
bidang perumahan di Kabupaten Langkat. g

f. Pelaksanaan fasilitasi Penanganan masalah dan sengketa bidang
perumahan di Kabupaten Langkat.

g. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan soslalisasi NSPM bidang
perumahan di tingkat Kabupaten Langkat.

h. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk
pembangunan perumahan di Kabupaten Langkat.

i. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pembangunan
perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan
di Kabupaten Langkat. :

J. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan
penataan pertanahan.

K. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan
penataan pertanahan.

l. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
Kabupaten Langkat tentang pembangunan perumahan sesuai
dengan penataan ruang da1 penataan pertanahan.

m. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembanguann perumahan di
Kabupaten Langkat.

Perbaikan

a. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Perundang-
Undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten Langkat.

b. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerahe Kabupaten Langkat
dengan  Peraturan Perundang-Undanjan terkait (i bidang
perumahan. :

C. Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Pemndang—Und.-'-:ngan bidang
perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum
dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten Langkat.

d. Koordinasi Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan
Perundang-Undangan bidang perumahan di Kabupaten Langkat

C. Pelaksanaan kebijakan dan Pe€nanganan masalah dan sengketa
bidang perumahan di Kabupaten Langkat,

f. Pelaksanaan fasilitasi Penanganan ' masalah dan sengketa bidang
perumahan di Kabupaten Langkat.

g. Fasilitasi Pe€nyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang
perumahan di tingkat Kabupaten Langkat.

h. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk

pembangunan perumahan di Kabupaten Langkat.

Pelaksa_naan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pembangunan
perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan
di Kabupaten Langkat. |
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j.

i

|

Koordinasi pelaksanaan kebijakan I(aff)upaten Langkat tentang
pembangunan perumahan sesual dengan penatagn ruang dan
penataan pertanahan

Fasllitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan
penataan pertanahan. '
Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
Kabupaten Langkat tentang pembanguann perumahan sesuai
dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di

Kabupaten Langkat.

4) Perluasan

al

b.

Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Perundang-
Undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten Langkat.
Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait di bidang
perumahan. '

Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bidang
perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum
dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten Langkat.
Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan
Perundang-Undangan bidang perumahan di Kabupaten Langkat.
Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa
bidang perumahan di Kabupaten Langkat.

Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang
perumahan di Kabupaten Langkat.

Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialiasi NSPM bidang
perumahan di tingkat Kabupaten Langkat. B
Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk
pembangunan perumahan di Kabupaten Langkat.

Pelaksanaan kebijakan Kabupaten' Langkat tentang. pembangunan
perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan
di Kabupaten Langkat.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten l.angkat tentang
pembangunan perumahan sesual dengan penataan ruang dan
penataan pertanahan.

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan
I;ge'r'nakii.;;:-ln pertanahan. .

€laksanaan pengawasan Jan pengendalian pelaksanaan kebi
Kabupaten Langkat tentang pembanguanr? perumahan bsj.:sk:a[:
dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan :perumahan di

Kabupaten Langkat.

5) Pemeliharaan

a.

b.

Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Perundang-
Undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten Langkat.

Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Dierah Kabupaten Langkat
dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait di bidang

perumahan.



c. Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bidang
perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum
dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten Langkat.

d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan
Perundang-Undangan bidai\g perumahan di Kabupaten Langkat.

e. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa

bidang perumahan di Kabupaten Langkat. _
f. Pelaks?anaan fasilitasi penanganan masalah dan se?ngketa bidang

rumahan di Kabupaten Langkat. R _
g. ggsilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang
perumahan di tingkat Kabupaten Langkat.

h. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan

i ! kat.
embangunan perumahan di Kabupaten Lang
i IIgelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pembangunan

perumahan sesuai dengan penataan ruarig dan penatzan pertanahan

di Kabupaten Langkat.

Pelaksaﬁgan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pembangunan

perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan

ertanahan.

K. l;asllitz.tsl pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan
enataan pertanahan.

l. gelak.sanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakaq
Kabupaten Langkat tentang pembanguann perumahan sesuai
dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. _

m. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di

Kabupaten Langkat.

6) Pemanfaatan

a. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Perundang-
Undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten Langkat.

b. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait di bidang perumahan

c. Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bidang
perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum
dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten Langkat.

d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan
Perundang-Undangan bidang perumahan di Kabupaten Langkat.

e. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa
bidang perumahan di Kabupaten Langkat.

f. Pelaksanaan fasilitasi penanganan mas ;
alah da

g. Fasilitasi penyusunan, koordinasi ialisasi i
perumahan di tingkat Kabupaten Langdkaal reonesl NSPY ihoeng

h. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan. lahan untuk
pembangunan perumahan di Kabupaten Langkat.

i g:laksg;aan kebii1adkan Kabupaten Langkat tentang pembangunan

rumanan sesuai dengan pena
@b Langkat.g penataan ruang dan penataan pertanahan
). Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pembangunan

perumahan sesuai dengan penataan ruan
pertanahan. g dan penataan

lahan! untuk

i

1
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k. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan
penataan pertanahan.

I. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
Kabupaten Langkat tentang pembangunan perumahan sesuai
denagn penataan ruang dan penataan pertanahan.

m. Fasilitasi penyelesalan eksternasitas pembangunan perumahan di

Kabupaten Langkat.

6. Pembinaan Teknologi dan Industri
1) Pengembangan Baru .
) a. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pendayagunaan
pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi
budaya serta PSU pendukung perumahan. .

b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang
pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan
bangunan, sosial ekonomi hudaya serta PSU penduliung perumahan.

C. Fasilitasi pelaksanaan kzbijakan Kabupaten Langkat tentang
pendayagunaan dan pernanfaatan hasil teknologi dan bahan
bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.

d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten
Langkat tentang pendayagunaan dan pemanfaatan:hasil teknologi
dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung
perumahan.

2) Pemugaran !
a. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pendayagunaan

pemanfaatan hasil teknologi bahan Obangunan, sasial ekonomi
budaya serta PSU pendukung perumahan.

b. Koordinasi peldksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang
pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan,
sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. '

C. Fasilitasl pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang
pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan,
sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.

d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten
Langkat tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi
bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung
perumahan.

3) Perbaik

a. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pendayagunaan
pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi
budaya serta PSU pendukung perumahan.

b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang
pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan,
sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.

C. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang
pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan,
sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.

d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten
Langkat tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi
bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung
perumahan.



4) Pemeliharaan
a. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pendayagunaan

dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi
budaya serta PSU pendukung perumahan.

b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang
pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan,
sosial ekonemi budaya serta PSU pendukung perumahan.

c. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupgten Langkat tentang
pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan,
sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.

d. Pengawasan dna pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten
Langkat tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi
bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung

perumahan.

5) Pemanfaatan :
a. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pendayagunaan

dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi
budaya serta PSU pendukung perumahan. .

b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentan
pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan,
sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.

c. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang
pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan,
sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.

d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten
Langkat tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi
bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung

perumahan.

7. Pengembangan Pelaku Pem jangunan Perumahan, Peran Serta
Masyarakat dan Sosial Buday:
1)

a. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang :pemberdayaan

- para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

b. Koordinasi pelaksanaan kebljakan Kabupaten Langkat tentang
pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan

c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupa.ten
Langkat tentang pemberdayaan fara pelaku  pendukun
pembangunan perumahan. ?

d. Pelaksanaan Péngawasan dan pengencalian kebljakan Kabupaten

Langkat tentang  pemberdayaan
pembangunan perumahan, e para  pelaku - pendukung

e. Melaksanakan kemitraan antara Pemerin
tah Daerah, bad
; gaq Feiqmpolg masyarakat dalam pembangunan perumahanfm usaha.
: asulutgsu peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan
pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Langkat.

2) Pemugaran
a. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Lan '
gkat tentang pem
para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 9 berdayaan
b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang
p.emberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
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Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten
Langkat tentang pemberdayaan Hara pelaku  pendukung
pembangunan perumahan. !

Pelaksanaan pengawasan dan pengencf;alian kebijakan Kabupaten
Langkat tentang pemberdayaan para pelakv pendukung
pembangunan perumahan.

Melaksanakan kemitraan antara Pemerintah Daerah, badan usaha
dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.

Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan'
pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Langkat.

3) Perbaikan
a. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang pemberdayaan

b.

C.

para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang
pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten
Langkat tentang pemberdayaan para pelaku  pendukung
pembangunan perumahan.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kabupaten
Langkat tentang pemberdayaan para pelaku pendukung
pembangunan perumahan.

Melaksanakan kemitraan antara Pemerintah Daerah, badan usaha
dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
Fasllitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan
pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Langkat.

4) Perluasan

al

b.

C.

Pelaksanaan kebijakan Kabupaten 'Langkat tentang pemberdayaan
para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang
pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten
Langkat tentang pemberdayaan para pelaku pendukung
pembangunan perumahan. ‘

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kabupaten
Langkat tentang pemberdayaan para pelaku pendukung
pembangunan perumahan.

Melaksanakan kemitraan antara Pemerintah Daerah, badan usaha
dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.,

Fasilita!si peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan
pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Langkat.

5) Pemeliharaan

a.
b.

C¢

Pelaksanaan kebijakan Kaupaten Langkat tentang pemberdayaan
para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentang
pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten
Langkat  tentang pemberdayaan para pelaku pendukung
pembangunan perumahan. :
Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kabupaten
langkat tentang pemberdayaan para  pelaku pendukung
pembangunan perumahan. :
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e. Melaksanakan kemitraan antara Pemerintah Daerah, badan usaha
dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.

f. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan
pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Langkat.

6) Pemanfaatan '
a. Pélaksanaan kebijakan Kabupaten Langkat tentarjg pemberdayaan

para pelaku pendukung pe nbangunan perumahan.
b. Koordinasi pelaksanaan «ebijakan Kabupaten Langkat tentang

pemberdayaan para pelaku pendukung pembangun.an perumahan.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten

Langkat tentang pemberdayaan para pelakay  pendukung

pembangunan perumahan. )

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kabupaten

Langkat tentang pemberdayaan para pelaku pendukung

pembangunan perumahan.

Melaksanakan kemitraan antara Pemeriiitah Daerah, badan usaha

dan kelompok masyarakat dalam pernbarf-gunan perumahan.

f. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan
pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Langkat.

c.

E. BIDANG PENATAAN RUANG

1. Pengaturan
a. Penetapan Peraturan Daerah bidang penataan ruang di tingkat

Kabupaten Langkat.

b. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari
garis pantai.

C. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan /
lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. -

d. Penetapan kawasan strategis Kabupaten Langkat.

2. Pembinaan

a. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang.
b. Penelitian dan pengembangan.

C. Pengembangan sistem informasi da ikasi
) Kabupaten Langkat n komlumkam penataan ruang
e

Penyebarluasan informasi penataan ru '
ang kepada masyarakat.
- Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyasr-akata t

3. Pembangunan
1) P

a. Penyusunan dan penetapan
ariaat (RTRWK)F,) pan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

b. Penyusunan dan
Nasional. penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

C. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWN.

2) Pemanf;

a. Penyusunan program dan angqa _
penataan ruang. ggaran Kabupaten Langkat di bidang

b. Pemanfaatan kawasan strategi
gis Kabupaten Lan
¢. Pemanfaatan NSPK bidang penataan fuang." gt
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i

Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK.

d.

e. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kota dan kawasan lintas
Kabupaten Langkat bekerjasama dengan pemerintah daerah,
masyarakat dan dunia usaha.

f. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang

g. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana
Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTRWN)

h. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan
pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis
Kabupaten Langkat.

i. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang
wilayah Kabupaten / Kota dan kawasan strategis Kabupaten Langkat.

3) Penénhdalian Pemanfaatan Ruang

a. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional termasuk lintas
provinsi.

b. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis Kabupaten
Langkat.

c. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian
pemanfaatan ruang nasional. i

d. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK

e. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
RTRWK

f. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian

pemanfaatan ruang tingkat Kabupaten Langkat.

4. Pengawasan
Pengawasan terhadap pelakanaan penataan ruang di nasional.

F. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

1) Perumusan Kebijakan

,
a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian

b.
C.

d.
€.

pembangunan daerah pada skala Kabupaten Langkat.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Langkat.
Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah
Kecamatan / Desa. -
Pelaksanaan SPM Kabupaten Langkat.

Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara
daerah Kabupaten Langkat dengan swasta, dalam dan luar negeri.
Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah
skala Kabupaten Langkat.

Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan
lingkungan perkotaan skala Kabupaten Langkat.

. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan

lingkungan perkotaan skala Kabupaten Langkat.

Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan
skala Kabupaten Langkat.

Pelaksanaan  petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan
perkotaan dan kawasan perdesaan skala Kabupaten Langkat.
Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan
pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten Langkat.
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2)

3)

Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala
Kabupaten Langkat.

. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala

Kabupaten Langkat.

Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan
perwilayahan skala Kabupaten Langkat.

Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan
perwilayah skala Kabupaten Langkat.

Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-
pulau kecil skala Kabupaten Langkat.

Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala
Kabupaten Langkat.

Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi

a.
b.
C

d.

€.

f.

o

—
-

%

k.

Koordinasl  perencanaan, pelaksanaan dan  pengendalian
pembangunan daerah skala Kabupaten Langkat.

Pelaksanaan  konsultasi  perencanaan  dan pengendalian
pembangunan daerah skala Kabupaten Langkat. '
Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan
swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten Langkat.

Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antara
Kecamatan / Desa / Kelurahan dan antara Kecamatan / Desa /
Kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten
Langkat.

Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala
Kabupaten Langkat.

Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan
lingkungan perkotaan di daerah Kecamatan / Desa / Kelurahan.
Konsultasi pelayanan perkotaan skala Kabupaten Langkat.

. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di

Kecamatan / Desa / Kelurahan.

Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala
Kabupaten Langkat. ' .

Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasiar, pengembangan
perkotaan dan perdesaan i Kecamatan / Desa / Kelurahan.
Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala
Kabupaten Langkat. ‘

Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepet tumbuh dan
andalan skala Kabupaten Langkat. -

m. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah

n.

0.

a.
b.

C.

dan kawasan di Kecamatan / Desa / Kelurahan.

Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan
wilayah dan kawasan skala Kabupaten Langkat.

Perencanaan kelembagaan dan manajenien pengembangan wilayah
dan kawasan di Kecamatan / Desa / Kelurahan.

ri i
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan'
daerah skala Kabupaten Langkat.
Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala Kecamatan / Desa /
Kelurahan.
Pélaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
daerah Kecamatan / Desa / Kelurahan.
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d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama
pembangunan antar Kecamatan / Desa / Kelurahan dan antara
Kecamatan / Desa / Kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri
skala Kabupaten Langkat.

e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan
lingkungan perkotaan skala Kabupaten Langkat.

f. Monitoring dan evaluasi pe!aksanaar’{ pengembangan wilayah
tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil siala Kabupaten Langkat.

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan
kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten
Langkat.

h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian'
pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala Kabupaten
Langkat.

i. Pelaksanaan monitoring dan evalasi pelaksanaan terhadap
kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan

skala Kabupaten Langkat.

G. BIDANG PERHUBUNGAN

1. Perhubungan Darat

A. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

d.

b.

0

"o Tonpa

o

w oo

Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan di
Kabupaten Langkat.

Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk
umum.

Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengguna jalan
selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten Langkat.
Pengawasan dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.
Penetapan lokasi tempat penumpang Tipe C

Pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C

Persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, Tipe C.
Pembangunan terminal angkutan barang.

Pengoperasian terminal angkutan barang.

Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk
kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam Kabupaten
Langkat.

Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Kabupaten
Langkat.

Pemberian izin trayek angkutan perdesaan / angkutan kota.

. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas -angkutan barang pada

Jaringan jalan Kabupaten Langkat.

Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kenderaan untuk angkutan
aktis yang wilayah pelayanannya dalam Kabupaten Lan;jkat.

Pemberian izin operasi angkut in taksi yang melayani wilayah Kabupaten
Langkat.

Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.

Pemberian izin usaha angkutan pariwisata. ‘

Pemberian izin usaha angkutan barang. ‘

Penekta;pan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam Kabupaten
Langkat.
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t. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan
penghapusan rambu lalu lintas, marka Jalan dan alat pemberi isyarat lalu
lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas
pendukung di Jalan Kabupaten Langkat. .

u. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan

Kabupaten Langkat. _ o

v. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (andalalin) di jalan
Kabupaten Langkat.

w. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan, kecelakaan lalu
lintas di jalan Kabupaten Langkat. (f

X. Penelitian dan pelaporan 'cecelakaan lalu lintas' di jalan vyang
mengakibatkan korban menirjgal dunia dan / atau yang menjadi isu
Kabupaten Langkat.

y. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. f

z. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya. :

aa. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan
Kabupaten Langkat.

bb. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran : 3
bb.1. Perda Kabupaten Langkat bidang LLAJ.
bb.2. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
bb.3.. Pelanggaran ketentuan pengujian berf:ala.
bb.4. Perizinan angkutan umum. )

cc. Pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di
wilayah Kabupaten Langkat.

dd. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor. ;

ee. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam
wilayah Kabupaten Langkat.

ff. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten
Langkat.

gg. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten Langkat.

hh.Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.

. La i enyebe DP

1, Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau

dalam Kabupaten. :

2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan
dalam Kabupaten Langkat yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten
Langkat.

Penetapan lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan
Kabupaten.

Pengadaan Kapal SDP.

Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.

Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau.

Pembanungan pelabuhan SDP.

Penyelenggaraan pelabuhan penyeberanga. r

Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.

. Pemberian rekomendasi rencana induk, DKLr/DLKp pelabuhan
penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasicnal dan
antar Negara.

11. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang

terletak pada jaringan jalan Kabupaten Langkat. '

12. Pengadaan, pPemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.

13. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon) jaringan terapung

o

= O 00
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14. Pemetaan alur sungai Kabupaten Langkat untuk kebutuhan

transportasi. |
15. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan

danau Kabupaten Langkat. '
16. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas
penyeberangan dalam Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan

Kabupaten Langkat. _
17. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelam ekonomi dalam

Kabupaten Langkat.

18. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam Kabupaten yang
terletak pada jaringan jalan Kabupaten Langkat.

19, Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP uang. tidak diusahakan yang
dikelola Kabupaten Langkat. _

20. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal lintas penyeberangan
dalam Kabupaten pada jaringan jalan Kabupaten Langkat.

21. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan
danau.

22. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan
penyeberangan dalam Kabupaten pada jaringan jalan Kabupaten

Langkat. ;

2. Perkereta Apian _ -

i i.
1. Penetapan rencana induk per«eretaapian Kabupaten Langkat.
2. Pembinaan yang dilakukan ol:h pemerintah provinsi meliputi :
- Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan system

perkeretaapian Kabupaten ang jaringannnya berada di wilayah
Kabupaten Langkat. -
- Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada
Kabupaten, pengguna dan penyedia jasa.
- Pengawasan terhadap pelaksanaan Perkeretaapian Kahupaten
Langkat. 4
3. Pengusahaan prasarana kereta apl umum yang tidak dilaksanakan oleh
badan usaha prasarana kereta api. : :
4. Penetapan izin penyelenggaraan perkereta apian khusus yang jaringan
. %’alannya dalam Kabupaten Langkat.
- Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dal i
Kabupaten Langkat, Siathaht o WIIayah.
6. Penutupan perlintasan keselamatan perj cai
: rjalanan kereta api dan pemakai
ﬁﬁgnpeﬁi:tasan s;ebndang yang tidak mempunyai izin dan tiggk ada
daeh?g g jawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau pemerintah
7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api
_ pi dalam Kabupaten Langkat.
8. Penetapan jaringan pelayanan kereta api .
Kabupsten Lancica. pi perkotaan berada dalam
9. Penetapan persetujuan angkutan oran
g dengan menggunakan gerbon
kereta api dalam kondisi tertentu yan ngo .
- wilayah Kabupaten Langkat. " RECIRpemsange 8 geips
- Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau ba
rang dengan k
apl umum untuk pelayanan angkutan antar kota dangperkogtaan 3:12
lintas pelayanannya dalam Kabupaten Langkat.
11. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan
yang merupakan .keputuhan pokok masyarakat dan pelayanan
angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk
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layanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya
dalam Kabupaten Langkat. -

3. Perhubungan Laut

a.

T M

Frf??ﬁ.p'pozar-x*-ﬁ

XE =<

Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT2 7) yang
berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau)

1. Pemberian surat izin berlayar
Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ( GT< 7 ) yang berlayar hanya

di perairan daratan (sungal dan danau)
Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal

Pelaksanaan pengukuran kapal

Penerbitan pas perairan daratan

Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan
Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal

Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal

Pelaksanaan pemeriksaan periengkapan kapal

Penerbitan sertifikat keselamatan kapal

9. Penerbitan dokumen pengawakan kapal

10. Pemberian surat izin berlayar

Kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GT 7 yang

berlayar di laut.

NN R W

. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 yang berlayar di laut :

Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal
Pelaksanaan pengukuran kapal

Penerbitan pas kecil
Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil

Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal
Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal
Penerbitan sertifikat keselamatan kapal
Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal
9. penerbitan dokumen pengawakan kapal

PN D W N

. Perlengkapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut

Pengelolaan pelabuhan lokal lama

- Pengelolaan pelabuhan bary dibangun oleh Kabupaten
- Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan [z ut internasional,

hubungan internasional dan nasic nal

Penetapan rencana induk pelabut.an lokal
Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum
Rekomendasi Penetapan lokasi pelabuhan khusus

- Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal

Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian
: . pelabuhan laut lokal
Penetapan izgn Pengoperasian pelabuhan khusus lokal :

Rekomendasi penetapan DKLr/DLLp pelabuhan laut rer ional’
| nal
Penetapan DKLr/DLLp pelabuhan laut local ?

Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/ata
fasilitas pokok pelabuhan laut /atau - pengemangan

1zin kegiatan Pengerukan di wilayah Perairan pelabuhan khusus

- Izin kegiatan reklamasi dj wilayah perairan pelabuhan khusus

Penetapan DUKS di pelabuhan lokal
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H.

.

y. Pelaksanaan rancang bangun failitas pelabuhan bagi pielabuhan dengan
pelayaran local (Kabupaten Langkat)

z. Izin kegiatan pengerukan di dalam DKLr/DLLp pelabuhan lokal

aa. Izin reklamasi di dalam DKLr/DLLp pelabuhan laut lokal :

bb. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam: pelabuhan laut
lokal

CC. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan

khusus lokal. ' !
dd.Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbg;ka bagi perdagangan luar

negeri. ; !
ee.Penetapan besaran tariff jasa kepelabulianan pada: lokal yang
diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Langkat. '

ff. 1zin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan
beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten Langkat.

gg.1zin usaha pelayaran -rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan:
beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Langkat.

hh.Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut
nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam
Kabupaten Langkat.

ii. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur
(tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi
pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Langkat

Jj- Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (linner) dan
pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi
perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas
pelabuhan antar kabupaten dalam wilayah Kabupaten Langkat.

kk. Izin usaha tally di pelabuhan

ll. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal

mm. Izin usaha ekspedisi/freight forwander

nn. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat
Peéngamanan (rambu-rambu) danau dan sungai lintas Kabupaten

00. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan keglatan salvage
serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan keglatannya
dalam Kabupqten Langkat

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Pengendalian Dampak Lingkungan

1) gelol B n Beracun (B
a. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala Kabupaten

Langkat.
b. Iz!n Pe€ngumpulan limbah B3 pada skala Kabupaten Langkat kecuali
minyak pelumas / oli bekas.
Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat Pencemaran limbah B3
skala Kabupaten Langkat.
d. LP:z:ng;was:—.m pelaksanaan sistem tanggap darurat skala Kabupaten
ngkat. , o
. Pengawasan penanggular.fgan kecelakaan pengeldlaan limbah B3
Kabupaten Langkat. '-
Iz;n lokasi pengolahan limbah B3,
g. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suaty
kegiatan. a

0o

[y

o
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2) Analisi Li an (AMDA

a. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang
mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di
Kabupaten Langkat, sesuai dengan standar, norma dan prosedur
yang ditetapkan oleh Pemerintah. ,

b. Pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL).

C. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib
dilengkapi AMDAL dalam wilayah Kabupaten Langkat.

d. Pengawasan terahdap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar
usaha dan/atau kegiatan yang wajib dllengak;l-l "AMDAL dalam
wilayah Kabupaten Langka".

v dan F 2ngendalian Pencemaran A

3)

a. Koordinasi pengelolaan kualitas air skala Kabupaten Langkat.

b. Penetapan kelas air pada sumber air skala Kabupaten, Langkat.

c. Koordinasi pemantauan kualitas air pada sumber air <kala Kabupaten
L::ingkat.

d. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala Kabupaten
Langkat. .

€. Pengawasan terhadap penaatan persyarijtan yang tercantum dalam
Izin pembuangan air limbah ke air atau symber air. _

f. Penerapan paksaan pemerintahan atiu uang paksa terhadap
pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala Kabupaten
Langkat pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga
lainnya.

g. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran:
air skala Kabupaten Langkat.

h. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

l. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada

! s udara ambien, emisi sumber bergerak
bergerak skala Kabupaten Langkat.

b. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama
secara berkala.

C. Koordinasi dan pelaksanaan Peémantauan kualitas udara skala
Kabupaten Langkat.

d. Pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara
dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala Kabupaten Langkat.

€. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.

5) Pengen r

a. Penetapan baku mutu air laut skala Kabupaten Langkat

b. Penetapan criterla baku kerusakan lingkungan pesisir dan laut
skala Kabupaten Langkat

C. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut

d. Pengawasan penataan instrument  péngendalian pencemaran

- dan/atau kerusakan skala Kabupaten Langkat

e. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala
Kabupaten Langkat

f. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan
pesisir dan laut skala Kabupaten Langkat

dan tidak
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g. Penegakan hokum terhadap peraturan pengendalian pencemaran
dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah
Kabupaten Langkat atau yang dilimpahkan keweriangannya oleh

pemerintah.
6) n K ka Aki akaran
Hutan dan/atau Lahan

a. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala

Kabupaten Langkat yang berkaitan dengan kebakaran hutan
dan/atau lahan.

- Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala Kabupaten

Langkat.

. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran

lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau
lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala
Kabupaten Langkat.

- Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup

yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala
Kabupaten Langkat.

7) &mmm@mwa@lwm
Produksi Biomassa

a. Penetapan kriteria baku tentang kerusakan lahan dan/atau tanah

Kabupaten Langkat untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan
tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.

. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah.
- Pengawasan dan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah

akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat
berdampak skala Kabupaten Langkat.

. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk

produksi biomassa skala Kabupaten Langkat.

8) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan _Akibat

9)

10)

Bencana

a. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat

bencana skala Kabupaten Langkat.

b. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala Kabupaten

Langkat.,
C. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan
skala Kabupaten Langkat.
n N Kompetensi il
Li i

a. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetehsi

personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala Kabupatén
Langkat.

a. Penetapan Peraturan Daerah di bidang penerapan instrumen

ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
Kabupaten Langkat. ‘

b. Pembinaan dan Peéngawasan penerapan instrumen ekonomi dalam

pengelolaan sumber daya'alam dan lingkungan uhtuk daerah yang
bersangkutan.

C. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam

dan lingkungan.



11) P n | P i Bersi

a. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen
lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan
lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang
berkelanjutan pada skala Kabupaten Langkat.

12) Pendidikan dan Pelatit
a. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di Kabupaten Langkat. .
b. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai

permasalahan lingkungan hidup skala Kabupaten Lz;ngkat.

13) Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup
skala Kabupaten Langkat. :

14) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Otonomi Daerah
bidang lingkungan hidup.

15) Penet Lingkun | .
Penegakan hukum lingkungan skala Kabupatzn Langkat.

16) Perjaniia nasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

a. Pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas perjanjian Intemasional

di bidang pengendalian dampak lingkungan skala Kabupaten

Langkat. ' ;

b. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala
Kabupaten Langkat.

=rubanan iKiim gan Perlindungan Atmo

a. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan
iklim skala Kabupaten Langkat.

b. Penetapan kebijakan perfindungan lapisan ozon dan pemantauan
skala Kabupaten Langkat.

c. Pemantauan dampak deposisi asam skala Kabupaten Langkat.

18)
a. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan
daerah.

2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)

1.

a. Koordinasl dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala
Kabupaten Langkat.

b. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan
berkelanjutan keanekaragaman hayati skala Kabupaten Langkat.

C. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan
keanekaragaman hayati skala Kabupaten Langkat.

d. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman
hayati skala Kabupaten Langkat.

e. Pengaturan dan  penyelesaian  konflik dalam  pemanfaatan
keanekaragaman hayati skala Kabupaten Langkat.

f. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database
keanekaragaman hayati skala Kabupaten Langkat.



I. BIDANG PERTANAHAN
1. Ijin Lokasi

2.

4.

oo oo

g.
h.

Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan
Kompilasi bahan koordinasi

Pelaksanaan rapat koordinasi

Pelaksanaan peninjauan lokasi

Penylapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis
pertanahan dari kantor pertanahan Kabupaten Langkat dan pertimbangan
teknis lainnya dari instansi terkait

Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang
diterbitkan

Penerbitan surat keputusan izin lokasi

Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat
keputusan izin lokasi dengan pertimbangan Kepala Kantor

Monitoring dan pembinaan perolehan tanah

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

a.
b.

moan

T

Penyelesaian Sengketa Tanah f

apow

o

Penetapan Lokasi

Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

Pelaksanaan penyuluhan

Pelaksanaan inventarisasi

Pembentukan Tim Penilaian Tanah .

Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembagii / Tim Penilaian
Tanah ' '

Pelaksanaan musyawarah

Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian

Pelaksanaan pemberian ganti rugian :

Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugia

Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala
kantor pertanahan Kabupaten Langkat

Penerimaan dan pengkajian laporan penduan sengketa tanah garapan
Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa :

Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan

Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-
langkah penanganannya

Fasilitasi musyawarah antar pihak yang beresengketa untuk'
mendapatkan kesepakatan para pihak.

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk
Pembangunan

a.
b.

Pembentukan tim pengawasan pengendalian
Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk

pembangunan

Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti
Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

a.
b.

Pembentukan panitia pertimbangan Landreform dan sekretariat panitia
Pelaksanaan sidang yang membahas hasil interventarisasi untuk
penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian
tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.

Pembuatan hasil sidang dalam berita acara



d. Penetepan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai
obyek /andreform berdasarkan hasil sidang panitia

€. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan:
tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia

f. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta
gantl kerugian.

6. Penetapan Tanah Ulayat
a. Pembentukan panitia peneliti
b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian
C. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah
ulayat
d. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapat tanah ulayat
e. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah
kepada kantor pertanahan Kabupaten Langkat.
Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat

T

7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong

a. Inventarisasli dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman
pangan semusim

b. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat
digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain
berdasarkan perjanjian

C. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan
semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.

d. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara Peémegang hak tanah dengan pihak
yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala
desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim
tanam.

e. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah konong jika
salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.

8. Izin Membuka Tanah

a. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan

b. Pemeriksaan lapangan dengan memperhatikan kemampuan tanah, status
tanah dan Rencana Umum dan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Kabupaten Langkat. ._ o

C. Penerbitan izin membuka tanih dengan memperhatitan pertimbangan
teknis dari kantor pertanahan k abupaten Langkat

d. Pengawasan dan pengadilan penggunaan izin membuka tanah

9. Perencanaan Penggunaan Tanah
a. Pembentukan tim koordinasi tingkat Kabupaten Langkat
b. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari :
b.1. Peta pola penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau
peta persediaan tanah dari kantor pertarahan Kabupaten Langkat
b.2. Rencana Tata Ruang Wilayah i
b.3. Rencana pembangunan yang akan mengjunakan tanah baik rencana
pemerintah, pemerintah Kabupaten Langkat, maupun investasi
swasta. v
¢. Analisis kelayakan letak lokasi sesual dengan ketentuan dan kriteria teknis
dari instansi swasta i
d. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah
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e. Pelaksanaan rapat koordinasi. terhadap draft rencani -letak kegiatan
penggunaan tanah dengan instinsi terkait !

f. Konsultasi publik untuk mem;eroleh masukan terhadap draft rencana
letak kegiatan penggunaan tanah

g. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah

h. . Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah daliim bentuk peta
dan penjelasan dengan Keputusan / Peraturan Walikota, '

I. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada
isntansi terkait -

J- Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah
berdasarkan RTRW dan perkembangan reali ¢si pembangunan.

J. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL :

1. Pendaftaran Penduduk

1) Kebijakan \
- Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala Kabupaten Langkat.

2) sialisasi
- Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan
konsultasl  pelaksanaan  pendaftaran penduduk skala Kota
Pasangsidempuan.

3) Penyelenggaan
a. Koordinasl penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Kota
Padangsidempuan.
b. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem
admistrasi kependudukan skala Kota Padangsidempuan, meliputi :
b.1. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan
Nomor Induk Kependudukan (NIK);
b.2. Pendaftaran perubahan alamat;
b.3. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik
Indonesia;
b.4. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara;
b.6. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan;
b.7. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk;
b.8. Penatausahaan pendaftaran penduduk.

4) Pemantauan dan Evaluasi

- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran
penduduk skala Kabupaten Langkat.

5
)- Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola

pendaftaran penduduk skala Kabupaten Langkat

6) Pengawasan
- Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala

Kabupaten Langkat
2. Pencatatan Sipil i

1. Kebijakan |
- Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala Kabupaten Langkat.

i
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2. Sosialisasi

3

d.

b.

4.

5. P

Fasllitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan
konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala Kabupaten Langkat.

Koordinasi  penyelenggaraan pencatatan sipil skala Kabupaten
Langkat.
Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem admistrasi
kependudukan skala Kabupaten Langkat meliputi :
b.1. Pencatatan kelahiran;
b.2. Pencatatan lahir mati;
b.3. Pencatatan perkawinan;
b.4. Pencatatan perceraian;
b.5. Pencatatan kematian; ; -- i
b.6. Pencatatan penganjkatan anak, pengakuan anak dan
.. pengesahan anak; _
b.7: Pencatatan perubahan nama;
b.8. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan; ;
b.9. Pencatatan peristiwa pengting lainnya;
b.10. Pencatatan perubahan dan pembatalan akata;
b.11. Pencatatan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil;
b.12. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil i
[
I
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan p"ényelenggaraan pencatatan
sipil skala Kabupaten Langkat, '

in n mban r da
Pembinan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola.
pencatatan sipil skala Kabupaten Langkat.

6. Pengawasan

-

Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipll skala Kabupaten
Langkat

3. Pengelolaan Informasi Admistrasi Kependudukan

1. Kebijakan

Penetapan kebijakan pengelolaan informasi admistrasi kependudukan
skala Kabupaten Langkat.

2. Sosialisasi

Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan
konsultasi pengelolaan informasi admistrasi kependudukan skala

Kabupaten Langkat.

3. Penyelenggaraan

a. Koordinasi pengelolaan informasi admistrasi kependudukan skala

b.

C.

Kabupaten Langkat. _
Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala

Kabupaten Langkat. _ o
Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan
komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan

sebagal tempat pelayanan dokumen penduduk.
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Ta

Penyelenggaraan komunikasi dan kependudukan skala Kabupaten
Langkat
Pembangunan replikasi data kependudukan di Kabupaten Langkat
Pembangunan data kependudukan Kabupaten Langkat
Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di Kecamatan
Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan
sistem informasi administrasi kependudukan.
Penyajian dan disemnisai informasi penduduk,
Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan
Kabupaten Langkat ‘
Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil
pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.

Vi

Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas
penduduk, pengembangan  kualitas penduduk, pengarahan
mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk
serta pembangunan berwawasan kependudukan skala Kabupaten
Langkat.
r

Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola
Informasi administrasi kependudukan skala Kabupaten Langkat

Pengawasan  kebijakan  pengendalian - kuantitas  penduduk,
pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan
persebaran penduduk, perlindungan penduduk, diin’ pembangunan
berwawasan kependudukan skala Kabupaten Langka®.

4. Perkembangan Kependudukan
1) Kebijakan

Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala Kabupaten
Langkat

Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan
pengendalian kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran
penduduk serta perlindungan penduduk skala Kabupaten Langkat.

2) Penyelenggaraan

al

Pengkajian efektifitas kebijakan pengerdalian kuantitas penduduk,
pengembangan kualitas penduduk, pengarahan, motilitas/penataan
persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta
pembangunan berwawasan skala Kabupaten Langkat

Pembuatan analisis pengendalian kuatitas penduduk, pengembangan:
kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran
penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan
kependudukan. .
Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebi]al_<an
pengendalian  kuantitas penduduk, pengembangan kualitas
penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk,
perlindungan  penduduk serta pembangunan  berwawasan

ukan.

‘Szfaepnodr:g pelaksanaan  pengendalian kuantitas_ penduduk,
pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan
persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks
pembangunan berwawasan kependudukan skala Kabupaten Langkat.

4 !J,
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3) Pemantauan dan evaluasi |
a. Pemantauan dan evaluasi kebijakar’ pengendalian kuantitas
penduduk, pengembangan kualitas penduduk,’ pengarahan
mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk
serta pembangunan berwawasan kependudukan skala Kabupaten
Langkat. ;
4) Pembinaan dan evaluasi
5) Pengawasan
a. Pengawasan kebijakan pengendalian  kuantitas penduduk,
pengembangan kualitas penduduk, perlindungan penduduk serta
pembangunan berwawasan kependudukan skala Kabupaten Langkat

5. Perencanaan Kependudukan
1) Kebijakan
- Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan
2) Penyeleng aran e

a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan
dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala
Kabupaten Langkat.

b. Penyelenggaran kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam
rangka tertib admistrasi kependudukan

C. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis
dampak kependudukan skala Kabupaten Langkat.

d. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan
analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada
khalayak sasaran

e. Per?ilgl.in dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara
periodi :

f.  Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis
dampak kepenudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis
penduduk skala Kabupaten Langkat.

- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan indikator kependudukan,
proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta
penyerasian kebijakan kependudukan skala Kabupaten Langkat.

4)Pembinaan
5)Pengawasan

- Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis
dampak kependudukan, serta penyerasian kebtjakqn_ kependudukan

skala Kabupaten Langkat.

K. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1. Pengarusutamaan Gender (PUG)

1) Kebijakan Pelaksanaan PUG _
) a. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di Kabupaten Langkat.

b. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala Kabupaten
Langkat. ;

2) Kelembagaan PUG i
 a. Fasllitas penguatan kelembagaan dan 9engembangan mekanisme

PUG pada lembaga pemerintah, Puasat Studi Wanita (PSW), lembaga
penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala

Kabupaten Langkat.
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b. Pengembangan dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang
responsif gender skala Kabupaten Langkat.

C. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Kabupaten
Langkat. i -

3) Pelaksanaan PUG

a. Pemberian bantuan teknik dan fasilitasi pelaksanaan PUG (Penetapan
Panduan Umum Analisis Gender, perencanaan anggaran yang
responsif gender, dan pengembangan materi Komun kasi, Informasi
dan Edukasi (KIE) PUG skala Kabupaten Langkat.

b. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama
di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan
politik skala Kabupaten Langkat. |

c. Fasilitasi penyediaan data terpilih merurut jenis kelamin skala
Kabupaten Langkat. ;

2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1)

- Penetapan kebijakan nasional peningkatan kualitas hidup perempuan’
yang terkait dengan bidang pembangunan terutama bidang
pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan
dan soslal budaya Kabupaten Langkat.

2) i I ijak i i remp

l"‘Fa"sTiTi'ta"s'l""B’e’rTginté"ghréﬁaiﬁ_'"i‘éi]‘"""@"ér'z&?e?_aaﬁﬁi kebijakan bidang
pendidikan, kesehatan, ekonomi, huku dan HAM, politik, lingkungan,
dan sosial budaya skala Kabupaten Langkat.

3) rdinasi n Kebijak li i erempuan
- Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam
bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik,

lingkungan, dan sosuial budaya skala Kabupaten Langkat.

4) ijak i
- Penetapan kebijakan nasional perlindungan perempuan terutama
perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan,
perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di
daerah konfllk dan daerah yang terkena bencana skala Kabupaten
Langkat. .

5) Penaqi
- Fasilitasi pengintegrasian kebijakan Nasional perlindungan perempuan
terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan,
perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di
daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Kabupaten

Langkat.

6) K i | -

- Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan nasional perlindungan perempuan
terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan,
perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di
daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Kabupaten

Langkat | i
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3. Perlindungan Anak

1)

3)

ij indun n
Penetapan kebijakan nasional dalam rangka kesejahteraan dan
perlindungan anak skala Kabupaten Langkat

. Penetapan kebijakan daerah tentang kesejahteraan dan perlindungan

anak skala Kabupaten Langkat

engintegrasian hak-hak anak dalam kebfjakan dan program
pembangunan skala Kabupaten Langkat

rdinasi Pel a d rlindun

- Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala

Kabupaten Langkat

4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha

1)

sasl_Masvarakat dan Dunia Usaha untuk
A

P ' n_Kesejaht h

- Fasllitasi penguatan lembag.i / organisasi masyarakat dan dunia usaha

untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan
perlindungan anak skala Kabupaten Langkat .

a S n rlindungan

a. Fasilitasi pengembangan dan penguatah jaringan kerja lembaga

masyarakat dan dunia usaha untuk pelaisanan PUG, kesejahteraan
dan perlindungan anak skala Kabupaten L:ingkat

. Penetapan strategi rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan

Keadilan Gender (KKG) dan perlindungan anak skala Kabupaten
Langkat "

5. Data dan Informasi dan Anak

1)

2)

ili indi ida
Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan
anak skala Kabupaten Langkat dengan merujuk pada kebijakan
nasional '

. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan

dan penyebarluasan sitem informasi gender dan anak skala
Kabupaten Langkat

. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan

dan penyearluasan sistem informasi gender dan anak.

3) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

a. Analisis, pemanfaatan, penyebarluassan dan pendokumentasian data

terpilih menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala
Kabupaten Langkat

. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan

sistem informasi gender dan anak skala Kabupaten Langkat

. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala

Kabupaten Langkat



L. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1. Pelayanan Keluarga Berncana (KB) dan Kesehatan Reproduksi
i n i Pel ingkatan

isipasi Pri nggulan salah K uksi, serta

Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi, dan Anak

a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi
pria, peanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan
hidup ibu, bayi, dan anak skala Kabupaten Langkat

b. Pemberian dukungan operasional jaminan dan pelayanan KB,
peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan
reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kabupaten
Langkat '

c. Penetapan dan pengembanan jaringan pelayanan KB dan kesehatan
reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala Kabupaten
Langkat

d. Penetapan pedoman norma, standar, prosedur, dan kriteria dan
pengembangan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria,
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan
hidup ibu, bayi dan anak skala Kabupaten Langkat

e. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelaakan tempat pelayanan KB
dan késehatan reprioduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan
masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan
anak skala Kabupaten Langkat

f. Pengelolaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria,
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan
hidup ibu, bayi dan anak skala Kabupaten Langkat

g. Pamantauan tingkat drop out peserta KB

h. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan
pembinaan penyuluhan KB | = 4

I. Perluasan jaringan dan pembiniian pelayanan KB

j. Penyelenggaraan dukngan palayanan rujukan KB dan kesehatan
reproduksi

k. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga
bezrkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari
HIV.AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS

l.  Pembinaan Penyuluhan KB

m. Peningkatan kesetaran dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria
dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi

n. Penyedian sarana dan prasarana pelayanzn kotrasepsi mantap dan
kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjankau, aman, berkualitas dan
merata skala Kabupaten Langkat

0. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara
kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan
kelompok rentan skala Kabupaten Langkat .

P. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan ara kontrasepsi bagi
peserta mandiri skala Kabupaten Langkat

q. Penetapan pedoman dan pengembangan model promosi pemenuhan
hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala Kabupaten
Langkat

r. Pelaksanaan /informed choice dan informed consent dalam program KB

i



o Kesehatan Reproduksn Remaja (I(RR)

a. Penetapan kebljakan KRR, pencegahan hlIV/AIDS IMS dan bahaya
NAPZA skala Kabupaten Langkat i

b. Penyelenggaraan dukungan operasional [RR, pencegahan HIV/AID,
IMS dan NAPZA skala Kabupaten Langkat

c. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS,
IMS dan NAPZA skala Kabupaten Langkat

d. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan:
KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala
Kabupaten Langkat

e. Pengelolaan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Napza

- skala Kabupaten Langkat

f. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencgahan
HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah
dengan sektro Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM)
skala Kabupaten Langkat

g. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS,
IMS dan bahaa NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor
LSOM skala Kabupaten Langkat

h. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA
balk antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Kabupaten
Langkat

i. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan
bahaya NAPZA skala Kabupaten Langkat .

3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

ijak an_Pel naan Penge emberdayaan

Keluarga -

a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahan dan pemberdayaan
keluarga skala Kabupaten Langkat

b. Penyelenggaraan dukungan pelyanan ketahan dan pemberdayaan
keluarga skala Kabupaten Langkat

C. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria
pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kabupaten
Langkat

d. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKN), Bina Keluarga Remaja
(BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala Kabupaten Langkat

e. Penyelenggaraan BKB, BKR, BKL termasuk pendidikan pramelahirkan
skala Kabupaten Langkat

f. Pelaksanaan ketahan dan permberdayaan keluarga skala Kabupaten
Langkat

g. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahan dan permDG rdayaan keluarga
skala Kabupaten Langkat

h. Pembinaan teknis peningkatan »engetahuan, keterampilan, kewirausahan
dan manajmen usaha bagi keluarga pra sejahtera I alasan sekonomi
dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluaga Sejahtera
(UPPKS) skala Kabupaten Langkat

i. Pelaksanaan pendamping / magang bagi para kader / anggota kelompok
UPPKS skala Kabupaten Langkat

j. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan
manajemen serta pemasaran guna peningkaqan UPPKS skala Kabupaten
Langkat
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4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas
n n__Pelem n Kecil

a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan
keluarga kecil berkualitas dan jejaringan program skala Kabupaten
Langkat .

b. Penyelenggaraan dukungan : operasional penguatajn pelembagaan
keluarga kecil berkualitas day jejaringan program skala Kabupaten
Langkat

c. Penetapan pedoman norma, standar, prosedur, dan kriteria dan
pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan
jejaring program skala Kabupaten Langkat. :

d. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan
fungsional penyuluh KB

e. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat
Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB|nasional

f. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fun¢sional penyuluh KB

g. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan :an penggerakan institusi
masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian

h. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB
nasional.

i. Pengelolaan penguatan pelembagaan keiuargi'a kecil berkualitas dan:

jejaring program skala Kabupaten Langkat.

Penyediaan permberdayaan tenaga fungsional penyuluhan KB.

Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB

Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.

. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional
Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB
nasional dalam rangka kemandirian.

Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB

nasional di Kabupaten Langkat

Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian

Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis

Kabupaten Langkat

r. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan
kompetensl SDM program yang dibutuhkan Kabupaten Langkat

s. Pendayagunaan bahan penelitian sesual dengan kebutuhan program
peningkatan kinerja SDM
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5. Advokasi dan Komunikasi, dan Edukasi (KIE)
Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE
a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala
Kabupaten Langkat
Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala Kabupaten Langkat
Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala Kabupaten Langkat
Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala Kabupaten
Langkat '
Pengelolaan advokasi dan KIE skala Kabupaten Langkat
Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan
kelembagaan dan jaringan institusi program KB.
g. Pemanfaatan prototipe program KB/kesehatan reproduksi (KR), KRR,
ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan
keluarga kecil berkualitas.
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h. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan

bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.

6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga

Penetapan kebijakan dan pengembangan Informasl serta data mikro

kependudukan dan keluarga skala Kabupaten Langkat

Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Kabupaten
Langkat

Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro
kependudukan dan keluarga skala Kabupaten Langkat

Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Kabupaten
Langkat

Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB
nasional

Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan
dan keluarga

Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan
sarana dan prasarana.

Pemanfaatan data dan mformasi program KB nasional nntuk mendukung
pembangunan daerah.

Pemanfaatan operasional jaring an komunikasi data dalam pelaksanaan e-
government dan melakukan diseminasi informasi.

7. Keserasian Kebijakan Kependudukan

a.

i kan

Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program
kependudukan terpadu antara perkernbangan kependudukan (aspek
kuantitas, kualitas dan mobilitas).

Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur
perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah Kabupaten
l.angkat

Kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah Kabupaten
Langkat

Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur
perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah Kabupaten

Langkat

8. Pembinaan

ijakan dan Pel naan naan _
Monitoring, evalusi, asistens, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan
program KB nasional di Kabupaten Langkat

M. BIDANG SOSIAL

1. Kebijakan Bidang Sosial

Penetapan kebijakan bidang sosial skala Kabupaten Langkat mengacu
pada kebijakan provinsi dan\atau nasional

2. Perencanaan Bidang Sosial

Penyusunan perencanaan bidang sosial skala Kabupaten Langkat

3. Kerjasama Bidang Sosial

Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala Kabupaten Langkat

/
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4. Pembinaan Bidang Sosial
a. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala Kabupaten Langkat
b. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi
c. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan
sertifikasi
d. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi
bidang sosial skala Kabupaten Langkat
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial
- Identifikasi sasaran penggunaan masalah sosial skala Kabupaten Langkat

6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS)
a. Penggalan dan pendayagunaan PSKS skala Kabupaten Langkat
b. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala Kabupaten Langkat

7. Pelaksanaan Program / Kegiatan Bidang Sosial
- Pelaksanaan program / kegiatan bidang sosial skala Kabupaten Langkat

8. Pengawasan Bidang Sosial
- Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala
Kabupaten Langkat

9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial
- Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala Kabupaten Langkat
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan
kepada Menteri Sosial

10. Sarana dan Prasarana Sosial
- Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Kabupaten Langkat

11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial
a. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungs:onal pekerja sosial
skala Kabupaten Langkat
b. Pengusulan calon peserta p:ndidikan profesi pekerjaan sosial skala
Kabupaten Langkat
¢. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala
Kabupaten Langkat “

12. Sistem informasi kesejahteraan sosial
- Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala
Kabupaten Langkat !

13. Penganugerahan tanda kehormatan
a. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana
kebaktian sosial kepada presiden melalui gubernur dan menteri sosial
b. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala Kabupaten Langkat
14. Nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan
kesetiakawanan sosial
1) Pelestarian Nilai-Nilai
- Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan
serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang
ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala Kabupaten Langkat
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2) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)
- Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di I(abupaten Langkat
3) Penganuagerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan
- Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganuagerahan glar
Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan

4) Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlgwarﬁ dan Hari Kesetiakawanan
Sosial Nasional

- Penanggulangan korban penyelenggara in Hari Pahlawan dan hari
Kesetiakawan Sosial Nasional tingkat Kabupaten Langkat

15. Penanggulangan korban bencana
- Penanggungan korban bencana skala Kabupaten Langkat

16. Pengumpulan uang atau barang (sumbangan sosial)
a. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala Kabupaten
Langkat
b. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala Kabupaten
Langkat

17. Undian
a. Pemberian rekomendasi izin undian skala Kabupaten Langkat bila
diperlukan
b. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat Kabupaten Langkat

18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mentai, dan
Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari
Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu

- Pelaksanaan dan pengemangan jaminan sosial bagi penyandang
cacat, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari
miasyarakat rentan dan tidak mampu skala Kabupaten Langkat

19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak
- Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala Kabupaten Langkat

N. BIDANG KETENAGAKERJAAN

1. Ketenagaketjaan
Kebi

- Jodl] |

a. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsl penetapan kebijakan
daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintah
bidang ketenagakerjaan skala Kabupaten Langkat

b. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan)  penyelenggaraan urusan pemerintahan  bidang
ketenagakerjaan skala Kabupaten Langkat

c. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemdrintahan bidang
ketenagakerjaan skala Kabusaten Langkat !

d. Pembentukan kelembagazn SKPD bidang ketenagakerjaan di
Kabupaten Langkat

e. Perencanaan tenaga kerja daerah, pembinaan perencanaan tenaga
kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, p3:mbinaan dan
penyelenggaran sistem informasi ketenagakerjaan skala Kabupaten

Langkat
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2) Pembinaan Sumber Dava Manusia (SDM) Aparatur

a.

Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan
kriteria monitor evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan
pemerintah bidang ketenagakerjaan Kabupaten Langkat

Perencanaan formasl, karir, dan diklat SDm aparatur pelaksana
urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Langkat
Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta
evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksanaan urusan
pemerintah bidang ketenagakerjaan skala Kabupaten Langkat
Pengangkatan dan pemberhentian pejabat peranglrcat daerah yang
menangani bidang ketenagakerjaan Kabupaten Langlat

Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional
bidang ketenagakerjaan di instansi Kabupaten Langkat

3) Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

4)

d.

b.
c.

d.

e

a.

b.

C.

o

< I.._J. —

Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala Kabupaten
Langkat

Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala Kabupaten
Langkat

Pelaksanaan program peningkatan proc uktwltas skala Kabupaten
Langkat

Penyelenggaraan perizinan / pendaﬁaran lembaga pelantikan serta
pengesahan kontrak / perjanjian magang dalam negeri

Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga
kerja skala Kabupaten Langkat

Kerja Dalam Negeri
Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja
(pencaker) dan lowongan kerja
Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data
lowongan kerja skala Kabupaten Langkat
Pemberian palayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan
kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala Kabupaten
Langkat

. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja

Penilalan angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah
kerja Kabupaten Langkat

Penerbitan dan pengendalian izin pendirian lembaga Bursa Kerja /
LLPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala
Kabupaten Langkat

Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan
lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan
kegiatan skala Kabupaten Langkat

. Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan

pameran bursa kerja/job fair Kabupaten Langkat

Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan
perempuan skala Kabupaten Langkat

Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja,
serta penempatan tenaa kerja AKAD/Antar kerja Lokal (AKL)
Penyuluhan SPP AKL skala Kabupaten Langkat

Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS
Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1
(satu) Kabupaten Langkat



m. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan

pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala Kabupaten Langkat
Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM

Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam
wilayah Kabupaten Langkat

Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yamg lokasi kerjanya dalam
wilayah Kabupaten Langkat

Pelaksanaan pelatihan / bimbingan teknis, penyebarluasan dan
penerapan teknologl tepat guna skala Kabupaten Langkat
Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha
madiri dan sektor informasi serta program padat karya skala
Kabupaten Langkat

k.

Pelaksanaan penyuluhan penclaftaran dan seleksu calon TKI di
wilayah Kabupaten Langkat

Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah Kabupaten
Langkat

Fasilitas pelaksanan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral
penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah Kabupaten Langkat
Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di
wilayah Kabupaten Langkat

Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah chupaten Langkat
berdasarkan asal / alamat cilon TKI

Penyebariuasan sistem infromasi penempatan TKI dan pengawasan
penyetoran dana perlindung TKI di wilayah Kabupaten Langkat
Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke
luar Negeri skala Kabupaten langkat

Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri
Pembinaan, pengawasan dan monitoring penempatan maupun
perlindungan TKI di Kabupaten Langkat

Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah
Kabupaten Langkat

Pelayanan kepulangan TKI yang berasal d ri Kabupaten. Langkat

6) Pembi ial

a.

b.

Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang
skala berlakunya dalam satu wilayah Kabupaten Langkat :
Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi
kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh yang skala
berlaku dalam wilayah Kabupaten Langkat -

Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam

wilayah Kabupaten Langkat

Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
yang berdomisili di kabupaten/kota dan pendaftaran perjanjian
pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan
penyedia jasa pekerja buruh skala berlaku dalam wilayah Kabupaten
Langkat

Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa
pekerja/burun yang berdomisili di Kabupaten Langkat atas
rekomendasi pusat dan atau propinsi

Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah Kabupaten
Langkat
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g. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar

h.

3.

K.

pengadilan skala Kabupaten Langkat ) \
Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan
mediator, konsiliator, arbiter di wilayah Kabupaten Langkat
Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan
industrial yang wilayahnya mellputi Kabupaten Langkat

Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala Kabupaten
Langkat

Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum Kabupaten
Langkat kepada Gubernur

Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah
Kabupaten Langkat

m. Pembinaan  penyelenggaraan  fasilitas dan kesejahteraan

n.

0]

p.

g.

7) Pe

a.

b.

0

d.

. ()

(@]

h

= — ——

l.

diperusahaan skala Kabupaten Langkat

Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku
hubungan industrial skala Kabupaten Langkat

Verifikasi keanggotaan SP /SB skala Kabupaten Langkat

Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh
skala Kabupaten Langkat dan melaporkannya kepada provinsi
Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi perkerja/buruh
untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan Kabupaten
Langkat berdasarkan hasil verisikasi

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan
skala Kabupaten Langkat

Pemeriksaan/pengujjian terhadap perusahaan dan obyek pegawasan
ketenagakerjaan skala Kabupaten Langkat

. Penerbitan/rekomendasi  (izin) terhadap obyek pengawasan

ketenagakerjaan skala Kabupaten Langkat

Penanganan kasus / melakukan penyidikan terhadap perusahaan
dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala
Kabupaten Langkat

Pelaksanaan penerapan SMK3 skala Kabupaten Langkat

Pelaksanan koordinasi dan audit SMK3 skala Kabupaten Langkat
Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ‘ketenagakerjaan,
hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan ke'ja yang bersifat
strategis skala Kabupaten .angkat

Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma
ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat
strategis skala Kabupaten Langkat t
Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dar kelembagaan
pengawasan ketenagakerjaan skala Kabupaten Langkat

Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala Kabupaten
Langkat l

Penyelenggaran ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan
kepada pemerintah dan / atau pemerintzh provinsi

Pengusulan calon peserta diklat pengawasan k(tenagakerjaan
kepada pemerintah dan /atau pemerintah provinsi

m. Pengusulan calon pengawai pengawas ketenagakerja skala

n.

Kabupaten Langkat kepada pemerintah i
Pengusulan  penerbitan  kartu legitimasi bagi pangawas
ketenagakerjaan skala Kabupaten Langkat kepada pemerintah
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1 .

0. Pengusulan kartu PPNS l?:idalr;g ketenagakerjaan _iska!a Kabupaten

Langkat kepada pemerinta 1.

. Ketransmigrasian
. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan
daerah dan pelaksanaan strategis penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang ketransmigrasian

Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan ' urusan
pemerintahan di bidang ketransmigrasian ckala Kabupaten Langkat.
Integrasi pelaksanaan urusan pemerlntahan bidang keu'ansngrasaan
skala Kabupaten Langkat

Pembentukan  kelembagaan - SKPD  bidang ketransmlgraSIan
berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur dan
kriteria yang ditetapkan pemeritah.

Perancangan pembangunan transmigrasi daerah Kabupaten Langkat,
serta pembinaan, dan penyelenggaraan sistem informasi
ketransmigrasian skala Kabupaten Langkat.

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala Kabupaten
Langkat.

. Pembinaan SDM Aparatur

d.

Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria
dan monitoring, evaluasli pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan
pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah
Kabupaten Langkat

Perencanaan formasi, karir dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan
pemerintahan bidang ketranmigrasian di pemerintah daerah
Kabupaten Langkat

Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian serta
evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan
pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah
Kabupaten Langkat

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang
menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah
Kabupaten Langkat

Pembinaan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional di
bidang ketransmigrasian instansi Kabupaten Langkat

. Penyiapan Permukiman dan Penempatan

Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT di wilayah
Kabupaten Langkat.

Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT dan LPT skala
Kabupaten Langkat

Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan
WPT atau LPT skala Kabupaten Langkat

Pengusulan rencana pengarahan dan perpindahan transmigrasi skala
Kabupaten Langkat y

Penyelesaian legalitas tanat untuk rencana pembarigunan WPT atau
LPT skala Kabupaten Langk: t

Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan
WPT atau LPT skala Kabupaten Langkat
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b.

C.

Peﬁyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan
WPT atau LPT skala Kabupaten Langkat

KIE ketransmigrasian skala Kabupaten Langkat

Penyediaan informasi pengembangan Iinvestasi dalam rangka
pembangunan WPT atau LPT skala Kabupaten Langkat

Pelayanan investasl dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala
Kabupaten Langkat

Penjagaan kerjasama dengan daerah Kabupaten/kota lain

Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan
penempatan transmigrasi.

Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar
skala Kabupaten Langkat

Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala Kabiipaten Langkat
Penetapan status calon transmigran skala Ka[!upaten Langkat
berdasarkan kriteria pemerir tah

Peningkatan keterampilan dan keahlian calon transmigran skala
Kabupaten Langkat

Pelayanan penampungan calon transmigran skala Kabupaten Langkat
Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan penyiapan
permukiman dan penempatan transmigran di wilayah Kabupaten
Langkat

. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Trarﬂsmigrasu
d.

Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan
transmigrasi skala Kabupaten Langkat

Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau
LPT dengan wilayah sekitar dalam skala Kabupaten Langkat
Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT.
dengan wilayah sekitar dalam skalan Kabupaten

. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau

LPT dengan wilayah sekitar dalam skala Kabupaten Langkat

. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan

WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skalan Kabupaten Langkat
Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT
skala Kabupaten Langkat

Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab
pembinaan khususnya dalam skala Kabupaten Langkat

. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengembangan

kawasan transmigrasi di wilayah Kabupaten Langkat

. Pengarahan dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi

d.

b.

C.

Pelaksanaan  komunikasi, informmasi dan  edukasi (KIE)
ketransmigrasian skalan Kabupaten Langkat

Penyediaan dan. pelayanan informasi ketransmigrasian skala
Kabupaten Langkat

Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala Kabupaten
Langkat :

Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai
pembangunan ketransmigrasian skala Kabupaten Langkat

Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung
alam dan daya tampung lingkungan skala Kabupaten Langkat
Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan
transmigrasi skala Kabupaten Langkat
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g. Penyusunan rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahan
transmigrasi skala Kabupaten Langkat

h. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan
persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala Kabupaten
Langkat

i. Pelayanan pendafataran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan
penataan persebaran transmigrasi

j. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi

perpindahan transmigrasi

k. Pelayanan penampungan, permakanan, kesehatan, perbekalan dan
informasi perpindahan transmigrasi

|. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi

m. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan
konsoliasi penempatan transmigrasi

n. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengarahan dan
fasilitasi perpindahan transmigrasl di wilayah Kabupaten Langkat.

O. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

1. Kelembagaan Koperasi

d.

b.

Pelaksanaan kebijikan pembentukan, pengqabungan, dan peleburan,
serta pembubaran koperasi

Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta
pembubaran koperasi dalam wilayah kabupaten Langkat (Tugas
Pembantuan)

Fasilitas pelaksanaan pengesahaan dan pengumuman -akta pendirian
koperasi dalam wilayah Kabupaten Langkat [

Fasilitas pelaksanaan penges:han perubahan AD yang menyangkut
penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam
wilayah Kabupaten Langkat

Fasilitas pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat Kab'ipaten Langkat
sesuai dengan pedoman pemerintah

PemEinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat Kabupaten
langkat .
Fasilitasl pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di
tingkat Kabupaten Langkat (Tugas Pembantu).

2. Pemberdayaan Koperasi

a.

b.

C

d.

Pelaksanaan kebljakan pemberdayaan koperasi meliputi :

a.l. Penciptaan usaha siman pinjam yang sehat di tingkat Kabupaten
Langkat sesual dengan kebijakan pemerintah - ;

a.2. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan
tahunan KSP dan USP dalam wilayah Kabupaten Langkat

a.3. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah Kabupaten Langkat

a.4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat
pembubaran KSP dan USP dalam wilayah Kabupaten Langkat

a.5. Pemberian sanksi administrasi kepada KSP dan USP dalam wilayah
Kabupaten Langkat yang tidak melaksanakan kewajibannya;

Pengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan

pemasyarakatan koperasi dalam wilayah Kabupaten Langkat

Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah Kabupaten

Langkat

Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah Kabupaten Langkat



f
{
3. Pemberdayaan UKM j ‘

a. Penetapan kebljakan pemberdayaan UKM dalam penumbutian iklim usaha
bagi kecil di tingkat Kabupaten Langkat meliputi :
a.l. Pendanaan / penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat

pemenuhan kebutuhan dana : -.

a.2. Persaingan;
a.3. Prasarana;
a.4. Informasi;
a.5. Kemitraan;
a.6. Perijinan;
a.7. Perlindungan

b. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat Kabupaten Langkat
meliputi :
b.1. Produksi;
b.2. Pemasaran;
b.3. Sumber daya manusia
b.4. Teknologi

C. Fasilitasl akses penjaminan dalam penyedian pembiayaan bagi UKM di
tingkat Kabupten Langkat meliputi;
c.1. Kredit perbankan;
¢.2. Penjaminan lembaga bukan bank
c.3. Modal ventura;
c.4. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;
c.5. Hibah;
¢.6. Jenis pembiayaan lain.

4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi
- Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi
dan UKM dalam wilayah Kabupaten Langkat
- Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi dan
ganag;emen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala Kabupaten
ngkat

P. BIDANG PENANAMAN MODAL
1. Kebijakan Penanaman Modal

a. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembarigan penanaman
modal daerah dalam bentuk rencana umum penanan'an modal daerah
dan rencana strategis daera) sesuali dengan program pembangunan
daerah kota padangsidimpuan, berkoordinasi dengan pemerintahan
provinsi. :

b. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, din pengawasan
dalam skala Kabupaten Langkat terhadap penyelenggaraan kebijakar]
dan *perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi
dengan pemerintah provinsi.

c. Mengkoordinasi, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan
kebijakan daerah .Kabupaten Langkat di tidang penanaman mmodal

meliputi : 3 ;
c.1. Penyilapan usulan bidang-bidang usaha ‘yang  periu

dipertimbangkan tertutup
c.2. Penyiapan usulan  bidang-bidang usaha yang  periu

dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan
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c.3. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha vyang periua
dipertimbangkan medapat prioritas tinggi di Kabupaten Langkat
c.4. Penyusunan peta investasi daerah dan indentifikasi potensi sumber
daya daerah Kabupaten' Langkat terdiri dari sulnber daya alam,
kelembagaan dan sum)er saya manusia termasuk pengusaha
mikro, kecil, menegah, koperasi, dan besar
¢.5. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas
fiskal dan non fiskal nasional yang menjad‘l kewenangan
Kabupaten Langkat
d. Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang penanaman
modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan undangan yang

berlaku. t

1
2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal | i
1) Kerjasama Penanaman Modal
a. Mengkaji, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan dan
melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman
modal di tingkat Kabupaten Lankgkat o i
b. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi
kerjasama Internasional di bidang penanaman modal di tingkat
Kaphupaten Langkat
2) Promosi Penanaman Modal
a. Mengkajl, merumuskan, dan menyusun kebljakan teknis pelaksanan
pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di
tingkat Kabupaten Langkat
b. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah Kabupaten Langkat
baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
¢. Mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi
promosi skala Kabupaten Langkat
3) Pelayanan Penanaman Modal
a. Mengkajl, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan
pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman
modal yang menjadi kewenangan Kabupaten Langkat berdasarkan
pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu
kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah
b. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan
yang menjadi kewenangan Kabupaten Langkat
C. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan
pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi
yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang rnenjadi
kewenangan Kabupaten Langkat
d. Pemberian wusulan persetujuan . fasilitas fiskal nasional, bagi
, penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten Langkat.
4) Pen i
a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian
pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Langkat
b. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan
penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah

Provinsi.
5) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

a. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara
pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman
modal skala Kabupaten Lanqkat |
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Membangun dan mengembangkan sistem Informas penanaman
modal yang trintegrasi dengan sistem Informasi penanaman modal
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi

Mengumpulkan dan mengelolah data kegiatan usaha penanaman
modal dan realisasi proyek penanaman modal skala Kabupaten
Langkat

penanaman modal

Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan
perencanaan pengembangan, perjanfian kerjsama Internasional
dibidang penanaman modal baik kerjasama bilateral, sub regional,
dan multilateral, promosi, pemberian; pelayanan perizinan,
pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal
skala Kabupaten Langkat kepada aparatur pemeiintah dan dunia
usaha. ; !
Mengkoordinasikan dan relaksanakan pendidikan dan pelatihan
penanaman modal skala Kabupaten Langkat.

Q. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1. Kebijakan Bidang Kebudayaan
1) Kebudayaan

a.
b.

C.

Rencana induk pengembangan kebudayaan skala Kabupaten Langkat
Pelaksanan kebljakan nasional/provinsi |dan penetapan kebijakan
Kabupaten Langkat mengenai perlindunga HKI bidang kebudayaan.

Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetzpan kebijakan
Kabupaten  Langkat mengenai  kriteria  sistem  pemberian
penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa dibidang
kebudayaan

. Pelaksanaan kebljakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan

Kabupaten Langkat mengenai kerja sama luar negeri dibidang
kebudayaan skala Kabupaten Langkat

2) Tradisi

d.

o]

s

Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan
Kabupaten Langkat di bidang penanaman nilai-nilai tradisi,
pembinaan karakter dan pekerti bangsa.

Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan
Kabupaten Langkat dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esas dan lembaga adat skala Kabupaten Langkat.

3) Perfilman <

d.

D.

C,

Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan
operasional perfilman skala Kabupaten Langkat _
Pemberian izin usaha trhadap pembuatan film oleh tim asing skala
Kabupaten Langkat

Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film,
pengendaraan film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD),
pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film
melalui media elektronik, dan tempat hiburan

Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan
Kabupaten Langkat di bidang kegiatan standarisasi profesi dan

teknologi perfilman
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Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan
Kabupaten Langkat mengenai kerjasama luar negeri di bidang
perfilman '
Pengawasan dan pendataan film dan rekaman vidio yang beredar,
perusahaan persewaan dan penjualan rekaman vidio serta kegiatan
evaluasl dan laporan pelaksanaan kebljakan perfilman skala
Kabupaten Langkat

Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan
Kabupaten Langkat mengenai kegiatan standarisasi di bidang
peningkatan produksi dan apresiasi film skala Kabupaten Langkat
Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala Kabupaten

Langkat

4) Kesenian

d.

E-!

Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan
Kabupaten Langkat mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman
dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian

Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka
kerjasama luar negerl skala Kabupaten Langkat

Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran,
dan lobam tingkat Kabupaten Lngkat

Penerapan dan monitoring Implementasi SPM bidang kesenian skala
Kabupaten Langkat

Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada
bangsa dan negara skala Kabupaten Langkat

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala
Kabupaten Langkat

Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan
aset atau benda kesenian (karya seni) skala Kabupaten Langkat
Pelaksanaan pembentukar; dan /atau pengelolaah pusat kegiatan
kesenian skala Kabupaten | angkat

Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan
Kabupaten Langkat peningkatan bidang apresiasi tradisonal dan non
tradisional ‘

Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penatapan kebijakan
Kabupaten Langkat dalam rangka perlindungan, pengembangan dan
pemanfaatan kesenian skala Kabupaten Langkat

|
!

5) Sejarah :

a.

Pelaksanaan pedoman naslonal/provinsi_-§ dan penetapan kebijakan
Kabupaten Langkat di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah
kebudayaan daerah skala Kabupaten Langkat

Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan Kkebijakan
Kabupaten Langkat di bidang pemahaman sejarah nasionak, sejarah
wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.

Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan
Kabupaten Langkat di bidang inventarisasi dan domunetasi sumber
sejarah dan publikasi sejarah.

Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan
Kabupaten Langkat pemberian penghargaan tokoh yang berjasa
terhadap pengembanan sejarah

Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai  sejarah  dan
kepahlawanan skala Kabupaten Lankat
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Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan
Kabupaten Langkat mengenai database d?n sistem informasi geografi
sejarah. i

Pelaksanaan pedoman nasional/provinslJ dan penetapan kebijakan
Kabupaten Langkat mengenai koordinasi dan kemitiaan pemetaan
sejarah skala Kabupaten Langkat

Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan
Kabupaten Langkat penyelengaraan diklat bidang sejarah skala,
Kabupaten Langkat

6)_ucbalsa1a

. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil retafikasi konvensi
internasional “Cultural Diversity, Protection,on Culture/ Landscape ’,
Protection on Cultural and Natural Heritage”skala Kabupaten Langkat.
Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan
BCB/situs skala Kabupaten Langkat

Penerapan BCB/situs skala Kabupaten Langkat

Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di
Kabupaten Langkat

Penerapan pedoman penelitian arkeologi

Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki Kabupaten
Langkat

. Penerapan pedoman hasil pengangkatan penlnggalan bawah air skala

Kabupaten Langkat

2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan
Penyelenggaraan
a. Penyelenggaran perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan
kebudayaan skala Kabupaten Langkat, meliputi :

a.l.

a5,

Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti
bangsa

Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Essa
dan lembaga adat

Pengembangan jaringan informasi kebusayaan

Peningkatan kemitraan dengar berbagal plhak terkait, lembagz
adat dan masyarakat.

Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa dan
Lembaga adat

b. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala Kabupaten Langkat meliputi :

b.1.

b.2.
b.3.

b.4.

b.5.

b.6.

Pelaksanaan dan hasil kegiatan

Pengendalian dan pengawasan kegiatan

Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar. serl:a pedoman
penanaman nllai-nilai budaya bangsa di bidéng tradisi pada
masyarakat,

Peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat
Kabupaten Langkat

Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisir‘mal dan non
tradisional tingkat Kabupaten Langkat

Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala Kabupaten Langkat

C. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk keglatan misi
kesenian Indonesia ke luar negeri dari Kabupaten Langkat

d. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajlan seni di Kabupaten
Langkat ;|
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e. Koordinasi kegiatan peningkatan apresiasi seni tradisional dan mosern di
Kabupaten Langkat
f. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilm skala Kabupaten
Langkat
g. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang
dan berskala di tingkat Kabupaten Langkat Lo
h. Pengawasan pembuatan film olzh tim asing di Kabupate' Langkat
i. Pemberian izin pelaksanaan ket jiatan-kegiatan festival film dan pekan film
di Kabupaten Langkat
Fasilitasi organisasi /lembaga perfilman di Kabupaten Langkat
Penapisan dan pengawasan peredaran film dan ren'jmakan vidio di
Kabupaten Langkat '
Fasilitasi advokasi pengembangan perfiiman di tingkat Kabupaten
Langkat
. Perizinan membawa BCB keluar Kabupaten LEEgkat
n
|

K

.

Penyebarluasan Informasi sejarah Kabupaten {_angkat

Pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di Kabupaten Langkat

Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di Kabupaten Langkat

Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di Kabupaten Langkat

Pelaksanaan seminar/lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di

Kabupaten Langkat : .

Pelakl.(s:naan musyawarah kerja daerah bidang sefarah skala Kabupaten

Langkat

L. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah
di Kabupaten Langkat

u. Pemetaan sejarah Kabupaten Langkat

v. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di Kabupaten Langkat

w. Penanganan perlindungan, peméliharaan dan pemanfaatan BCB/situs
warisan budaya dunia skala Kabupaten Langkat

X. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala Kabupaten Langkat

y. Pengusulan penetapan BCB/situs Kabupaten kepada Provinsi dan
penetapan BCB/situs skala Kabupaten Langkat

z. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan pemanfaatan BCB/situs
peringkat nasional dan warisan budaya dunia skala Kabupaten Langkat

a. Koordinasi, dan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam
perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala
Kaabupaten Langkat '

a. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs di atas 4 (empat) mil laut
dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah

6. Pengembangan dan pemanfaatan museum Kabupaten Langkat

aa. Registrasi koleksi museum di Kabupaten langkat -

bb. Penyelenggaraan akreditas museum di Kabupaten Langkat
cc. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di Kabupaten Langkat

noDOo33

w

3. Kebijakan Bidang Kepariwisataan
Kebijakan

a. Pelaksanaan Kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala

Kabupaten Langkat
a.1. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kabupaten

lkangkat _
a.2. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi-dan penetapan kebijakan

Kabupaten Langkat dalam pengembangan sistem informasi
pariwisata
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d.

e.

a.3. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan
kebijakan Kabupaten Langkat dalam penerapan standarisasi bidang
pariwisata.

a.4. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan
pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala Kabupaten
Langkat

a.5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta pentapan
kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha
pariwisata skala Kabupaten Langkat

a.6. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran
skala Kabupaten Langkat '

a.7. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi  dan
penyelenggaraan pameran /event budaya dan pariwisata skala
Kabupaten Langkat

a.8. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya
wisata skala Kabupaten Langkat

a.9. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala
Kabupaten Langkat

Pemberian izin usaha pariwisata skala Kabupaten Langkit

Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata

skala Kabupaten Langkat '

Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala

Kabupaten Langkat

Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Kabupatan

Langkat

4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisataan

Penyelenggaraan .
a. Penyelenggaraan promosi skala Kabupaten La,ngkat

a.l. Penyelenggaraan widya wisata skala: Kabupaten Langkat serta
mengirim dan menerima peserta grup widya wisata

a.2. Peserta/penyelenggara pameran/event, roadshow bekerja sama
dengan pemerintah /provinsi

a.3. Pengadaan sarana pemasaran skala Kabupaten Langkat

a.4, Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri;
skala Kabupaten Langkat

a.5. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi
pariwisata provinsl dan pembentukan pusat pelayanan informasi
pariwisata skala Kabupaten Langkat

a.6. Pelaksanaan event promosi di luar negeeri dengan koordinasi
pemerintah dan provinsi

Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala Kabupaten

Langkat
Penerapan branding pariwisata nasional dan penctapan tagline pariwisata

skala Kabupaten Langkat

‘5. Kebiajakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

d.

b.

Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata
nasinal skala Kabupaten Langkat

Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan
Kabupaten Langkat dalam pengembangkan sumber daya manusia
kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Langkat

Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan
Kabupaten Langkat penelitian kebudayaan dan pariwisata skala

Kabupaten Langkat



R. BIDAN H

1. Kepemudaan

1. Ke

n

bijakan di Bidang Kepemudaan
a. Penetapan kebljakan di bidang kepemudaan skala Kabupaten

Langkat :

a.l.

Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan

a.2. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat
dalam pembangunan

a.3. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral

a.4. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas

a.5. Kemitraan dan kewirausahaan

a.6. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan
keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ)

a.7. Peningkatan profesionalisme, kemepimpinan dan kepeloporan

a.8. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi

a.9. Peningkatan prasarana dan sarana

a.10. Pengembangan jaringan dan sistem informasi

a.11. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan

a.12. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan

a.13. Pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif

2. Pelaksanaan
a. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala Kabupaten

Langkat

a.l. Aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten / kota,
provinsi, nasional dan internasional

a.2. Fasilitas dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan
skala Kabupaten Langkat

a.3. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda

a.4. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tlngkat Kabupaten
Langkat

a.5. Kerjasama antar kecamatan skala Kabupate1 / kota, provinsi,

< pemerintah dan inte nasional.
3. Koordinasi

a. Koordinasi bidang kepemudaan skala Kabupaten Langkat

a.l.
a.2.
a.3.

4_e:mmﬂaan_dan_aeugmasan

Koordinasi antar dinas / instansi
Koordinasi dengan lembaga non pemerintah
Koordinasi antar kecamatan skala Kabupaten Langkat

Pembinaan dan pengawasan di bidang kvpemudaan skaia Kabupaten

Langkat

a.l. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan

a.2. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan

a.3. Pembinaan  koordinasi  pemerintah  antar  susunan
pemerintahan di bidang kepemudaan

a.4. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman standar
pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan

a.5. Pembinaan pemberian bimbingan supervise dan konsultasi
urusan pemerintahan dibidang kepemudan

a.6. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan

a.7. Pembinaan perencanaan, pelatihan,  pengembangan,

pamantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di
bidang kepemudaaan
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a.8. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan
standar di bidang kepemudaan

2. Olah Raga

1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan
a. Penetapan kebijakan di bidang keolahraga{an skala Kabupaten Langkat

Pengembangan dan keserasian kebuakan olahraga

Penyelenggaraan keolahragaan :

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan

JPenyelenggaraan pecan dan kejuaraan olahraga

- ‘'Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga

- Pendidikan dan pelatihan keolahragaa

- Pengembangan iptek keolahragaa

- Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam
pembangunan olahraga

- Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta
masyarakat

- Pengembangan manajemen olahraga

- Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga

- Pengemangan Iptek olahraga

- Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih dan manager Pembina
olahraga

- Pembangunan dan pengembangan industri olahraga

- Pengaturan system penganugerahan, pengharagaan dan
kesejahteraan olahraga

- Pengaturan standarisasi, akreditasi, dan sertifikat kelahragaan

- Peningkatan dan pembangunan prasaran dan sarana olahraga

- Pengembangan jaringan dan system informasi keolahragaa.

2. Pelaksanaan
a. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala Kabupaten
Langkat :
a.1. Aktivitas keolahragaan skala kabupaten / kota, provinsi, nasional
dan internasional
a.2. Fasilitas dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan
skala Kabupaten Langkat
a.3. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten / kota, provinsi
pemerintah dan internasional
a.4. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga

a.5. Pendanaan keolahragaan
a.6. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan
a.7. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga

3. Koordinasi
a. Koordinasi bidang keolahragaan skala Kabupaten Langkat

a.1. Koordinasi antar dinas;/ instansi terkait

a.2. Koordinasi dengan.lemrbaga non pemerintah daih masyarakat

a.3. Pembinaan pengelolaa 1 olahraga dan tenaga kolahragaan

a.4. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk
olahraga unggulan ‘

a.5. Pembinaan  koordinasi  pemerintahan  antar  susunan
pemerintahan di Kabupaten Langkat '

a.6. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaa,

a.7. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan,
pemantauan dan evaluasi peiaksanaan urusan pemerintahan di
bidang keolahragaan.
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a.8. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan
standar di bidang keolahragaan -

a.9. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga

a.10.Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga

a.11.Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran / dana

S. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

’ .

1. Bina Ideologi dan Wawasan Kt!!bangsa_an |

1. P

Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum
nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi
negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah
kebangsaan skala Kabupaten Langkat C 8

2. Pelaksanaan Kegiatan

3. B

Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan
kebangsaan, bela negara, nilai-nilai E;ejarah kebangsaan dan
penghargaan kebangsaan skala Kabupateri Langkat.

Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan,
kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi,
perencanaan, penelitian, pemantauan, pengernbangan dan evaluasi)
di bidang ketahanan ideologl negara, wawasan kebangsaan, bela
negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan
skala Kabupaten Langkat.

4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Pengawasan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan, kelurahan,
desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan
kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan
penghargaan kebangsaan skala Kabupaten Langkat.

5. Peningkatan Kapasitas Aparatur

Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang
ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-
nilal sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala
Kabupaten Langkat.

2. Kewaspadaan Nasional

1. Penetapan Kebijakan Penvelenggaraan Pemerintah

Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada
kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis propinsi) di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat dan tenaga
kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial,
pengawasan orang asing dan Iembaga asing skala Kabupaten
Langkat.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi
negara, wawasan kebangsaan, bela negara nilai-nilai sejarah
kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten Langkat.
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3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, kelurahan,
desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan
konsultasi, perencanaan, penelitian, perencanaan, penelitian,
pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan
dini kerjasama intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja,
penanganan konfilk pemerintahan, penanganan konflik sosial,
pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten
Langkat.

4. Pengawasan Penyelengqgaraan Pemerintah
- Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan,
kelurahan, desa dan masyarakat dibidang kewaspadaan dini,
kerjasama Intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja,penanganan
konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang
asing dan lembaga asing skala kabupaten Langkat.

>. Peningkatan Kapasitas Aparatur

Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat dan tenaga
kerja, pengananan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial,
pengawasan orang asing dan lembaga asing :skala Kabupaten

5

Langkat. : i

3. ;(et:har;"an Seni, Budaya, Agama Dan Kemasyarakatan

- Koordinasi penetapan kebijakan operasional (mierujuk kepada
kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang
ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran
dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan
masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten Langkat.

2 i ;

- Fasliitasi dan pelaksanaan keglatan di bidang seni dan budaya,
agama dan Kkepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya,
organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial
kemasyarakatan skala kabupaten Langkat.

3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
- Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan penyelenggaraan

pemerintahan di kecamatan, kelurahan desa dan masyarakat
(koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan,
penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang
ketahanan senl dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran
dan akulturasl budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan
masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten Langkat.

4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan,
kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan buday_a,
agama dan kepercayaan, penanganan  masalah soslal
kemasyarakatan skala Kabupaten Langkat.

1

5. Peningkatan Kapasitas Aparatur o
- Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang
ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran

dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatn dan penanganan

masalah sosial kemasyarakatan skala kabl/ﬂﬁff’ﬂ [iﬁﬂﬁz
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4. Politik Dalam Negeri

1.

Koordinas! penetapan kebijakan umum di bidang sistem dan
implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan
partal politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres
dan pilkada skala Kabupaten Langkat.

Pglamn_gn_ISm_a;a.

Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik,
kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partal politik,
budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada
skala kabupaten Langkat.

. Pembinaan Dan Penvelenggaraan Pemerintahan

Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan,
kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan
konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan
evaluasi) dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan
politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan
pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala
Kabupaten Langkat.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan,
desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik,
kelembagaan politik pemerintahan kelembagaan partai politik, budaya
dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala
Kabupaten Langkat.

Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan
implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan
partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasllltas pernllu, pilpres
dan pilkada skala Kabupaten Langkat.

5. Ketahanan Ekonomi

mnﬁnﬁﬁmiakan_ﬂenmnggﬂaaﬂ_mg_ln@n

Koordinasi penetapan kebijakan operasional (m2rujuk kepada
kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang
ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi,
fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, Kebijakan dan ketahanan
lembaga wusaha ekonomi, kebijakan, dan ketahanan ormas
perekonomian skala kabupaten Langkat. :

2. Pelaksapaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan di bidang kebljakan dan ketahanan sumber
daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter,
perilaku masyarakat kebijakan dan ketahanan lembaga usaha,
ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala
kabupaten Langkat.
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3. Wmﬂn@m

_ Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan penyelenggaraan
pemerintahan di Kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat
(koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan,
penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaiuasi) dibidang
kebljakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan,
investasl, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan
ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebqaigan dan ketahanan ormas
perekonomian skala kabupaten Langkat. |

4, P i

- Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di  kecamatan,
kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber
daya alam, ketahanan perdagangan, investas, fiskal dan moneter,
perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha
ekonomi, kebljakan dan ketahanan ormas perekonomian skala

kabupaten Langkat.

5. P )
- Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan
ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi,
fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan

lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan katahanan ormas
perekonomian skala kabupaten Langkat.

T. BIDANG OTONOMI DA.ERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN.

1. Otonomi Daerah
1) Urusan Pemerintahan
1.1) Kebijakan
- Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur dan criteria
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten
Langkat
1.2) Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi,
.Koordinasl, Monitoring Dan Evaluasi Serta Pengawasan
1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

a. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur -dan kriteria

pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi,
koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan
penyelenggaraan urusan pemerintahan

b. Penyampalan LPPD Kabupaten Langkat kepada Menteri Dalam
Negeri melalui Gubernur.
1.3) Database
- Pengolahan database LPPD skala Kabupaten |.angkat

2) Penataan Daerah dan QOtonomi Khusus
2.1) Kebijakan
a. Pengusulan penataan daerah skala kabupaten langkat
b. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan atau
pemindahan ibukota daerah dalam rangka penztaan daerah.
. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dn
penggabungan daerah.,
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2.2) 'Pembentukan Daerah

a. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan
daerah

b. Pembentukan kecamatan

c. Pengusulan perubahan Dbatas Kabupaten, nama dan
pemindahan ibu kota Kabupaten Langkat

d. Pelaksanaan perubahan batas, nama Kabupaten dan
pemindahan ibukota Kabupaten.

2.3) Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan

Daerah dan Otsus . _ i
a. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan

pengkajian penyelznggaraan penataan daev,g'ah. .
b. Penyelenggaraan ‘pembinaan, sosialiasasi, observasi dan
E- pengkajlan penyelenggaraan penataan daerah dan Otsus.
2.4) Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dap Pengendalian
Penataan Daerah dan Otsus ¢
a. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah
dan otsus dalam wilayah kabupaten Langkat
b. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan
daerah dan otsus dalam wilayah k{abupaten Langkat.

2.5) Pembangunan Sistem (Database) Penataan Daerah;dan Otda
a. Pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah
dan otsus skala kabupaten Langkat
b. Penyampaian data dan Informasl penataan daerah skala
kabupaten Langkat ke provinsi dan pemerintah. '

2.6) Pelaporan
a. Menindaklanjuti pedoman, norma,  standar, prosedur dan
kriteria laporan penataan daerah
b. Pengolahan database laporan penataan daerah skala
kabupaten Langkat

C. Penyampaian laporan penataan daerah kabupaten Langkat
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

3) Fasllitasi Dewan Pertimbangan QOtonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan
Antar Lembaga (HAL) :
3.1) DPOD

a. Penyiapan bahan masukan pembentukan pen
; ghapusan dan
penggabungan daerah kabupaten Langkat untuk sldaag DPOD

\

b. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU
d
DAK bagi sidang DPOD i i

3.2) ; Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) .
a. Penyusunan Perda kabupaten Langkat
b. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak

daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada
gubernur,

C. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi

3.3) Fasiltiasi Asosiasi Daerah / Badan Kerjasama Daerah
- Membentuk asosiasi daerah / badan kerjasama daerah
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4) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah
1. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :
1. Kebijakan
- Penetapan perencanaan, penganggaran dan penerapan
SMP skala kabupaten Langkat

2. Pembinaan
- Peneraran SPM Kabupaten Langkat

3. Pengembangan Kapasitas Daerah :

1. Kebijakan
a. Penetapan perencanaan dan penganggaran

pengembangan kapasitas daerah
b. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas
kabupaten Langkat

2. Pelaksanaan _ _
a. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas

kabupaten Langkat A4
b. Fasilitasi implementasi rencana tindak kabupaten

Langkat

3. Pembinaan
- Koordinasi pengembangan kapasitas kabupaten Langkat

5) Pej
1. Tata Tertib DPRD
a. Kebijakan : '
- Penetapan pedon an tata tertib DPRD kabupaten Langkat

b. Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD
Kabupaten. =

c. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian
Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH :
- Kebijakan
- Pelaksanaan |

- Fasilitasi pemilihan Bupati de:n Wakil Bupati

d. Kedudukan Keuangan Kepala Daerah il |
- Kebijakan gan.»ep dan Wakil Kepala Daerah

- Pelaksanaan pedoman kedud .
Wakil Bupati ukan keuangan Bupati dan

e. Laporan Keterangan Pertanggungia :
et ggungjawaban (LKPJ) KDH :

- Pelaksanaan pedoman LKPJ Bupati Langkat

2. Pemerintahan Umum

1) F i
1.1) Fasilitasi Tugas Pembantuan

a. Pelaksanaan dan  pelaporan '
. penyelenggaraan t
pembantuan oleh pemerintah dan / atau pemeﬁitah provinl;gas

b. Koordinasi dan fasilitasi urusan i
‘ emerintah ,
pembantuan kepada desa. 4 an yang ditugas
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1.2) Fasilitasl Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga | _
a. Penetapan kebijakan Kabupaten Langkat di bidang kerjasama
dengan pithak ketiga .
b. Pela?(sanaan kerjasama Kabupaten Langkat dengan pihak

ketiga _
C. Pela?ksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama Kabupaten

dengan pihak ketiga .
d. Pe!a%omn pelaksanaan kerjasama . pemerintah Kabupaten
Langkat dengan pihak ketiga kepada provinsi

1.3) Kerjasama Antar Daerah
) a. Penetapan kebijakan kerjasama antar kabupaten / kota
b. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten / kota

kepada Propinsi

1.4) Pembinaan Wilayah .
a. Penetapan . kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan

pemerintahan di Kabupaten Langkat dengan berpedoman

kepada kebijakan pemerintah dan provinsi

b. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar
kecamatan / desa / kelurahan di wilayah Kabupaten Langkat

¢c. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan /

desa / kelurahan di wilayah Kabupaten Langkat

d. Koordinasi penetapan kebijakan dan fasilitasi usaha kecil dan
menengah skala Kabupaten Langkat

e. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan
sisa skala Kabupaten Langkat

1.5) Koordinasl Pelayanan Umum
a. Pelaksanaan pelayanan umum skala Kabupaten Langkat

2) Trantibum dan Linmas
2.1) Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

a. Penetapan kebijakan Kabupaten Langkat dengan merujuk
kebijakan nasional dalam bidang
a.l. Penegakan Perda / Keputusan dan Peraturan Pemkab
a.2. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
a.3. Kepolisipamongrajaan dan PPNS

; S'T k::rllndungan masyarakat i

. Pelaksanaan ketertil an umum dan kete

skala Kabupaten Langkat nireman ‘masyarakat

C. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala Kabupaten
Langkat -

d. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala Kabupaten
Langkat

e. Koordinasi dengan instansi terkait skaia Kabupaten Langkat

2.2) Koordinasi Perlindungan dan Penegakafn Hak Asasi Manusta- (HAM)
- Koordinasi penegakan HAM skala [Kabupaten Langkat
3) Wilayah Perbatasan
1. Pengelolaan Perbatasan antar negara
- Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar
negara. | '

- Dukungan koordinasi antar kecamatan/desa/kelurahan yang
berbatasan dengan negara lain
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2. Perbatasan Daerah
- Penetapan kebijakan dan pelaksanaan kebifakan perbatasan

kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Liingkat

Toponimi dan Pemetaan Wilayah )

a. pPenetapan kebijakan Kabupaten mengacu ‘pada kebijakan
nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah Kabupaten
Langkat. ot

b. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala Kabupaten Langkat.

c. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaap skala

Kabupaten Langkat. |

(8]

4. Pengembangan Wilayah Perbatasan | |
a. genetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala
Kabupaten Langkat.
b. Pengelolaan pengembangan  wilayah  perbatasan skala
Kabupaten Langkat. . ;
c. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan

Kabupaten Langkat

5. Penetapan Luas Wilayah
a. Inventarisasi perubahan luas wilayah Kabupaten Langkat yang

diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.
b. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.

4) Kawasan Khusus _
1. Kawasan Sumber Daya Alam, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya
Mineral

- Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitas pengelolaan
kawasan sumber daya alam skala Kabupaten Langkat

2. Kawasan Sumber Daya Buatan, Pelabuhan, Bandar Udara,
Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, otorita
Bendungan dan Sejenisnya.

- Penetapan kebijakan koordinasi, dan fasilitas pengelolaan
kawasan sumber daya buatan skala Kabupaten Langkat.

3. Kawasan Kepentingan Umum, Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum
- Penetapan kebijakan koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan
kawasan kepentingan umum skala Kabupaten Langkat.

4. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan
- Penetapan kebijakan koordinasi, dan fasilitas pengelolaan
kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala Kabupaten Langkat.

5) Mana P n Penanggulan Ben
1. Mitigasi Pencegahan Bencana

- Penetapan kebijakan, koordinasi, dan faasilitas pengelolaan

mitigasi/pencegahan bencana skala Kabupaten Langkat
2. Penanganan Bencana

- Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan
bencana alam skala Kiibupaten Langkat ]
3. Penanganan Pasca Benca 1a

- Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penangan pasca
bencana skala Kabupaten Langkat.
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4. Kelembagaan
- Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan

penangan bencana skala Kabupaten Langkat.

5. Penanganan Kebakaran N
Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan

kebakaran skala Kabupaten Langkat.

3. Administrasi Keuangan Daerah
1) i e Pengelolaa erah

_ Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan organisasi,
kelembagaan dan pembinaan sumber daya aparatur pengelolaan

keuangan daerah Kabupaten Langkat

2) Anggaran Daerah
) a. Penetapan pedoman Ranperda tentang pokok-pokok pengelolaan

keuangan daerah. , i N
b. Penetapan kebijakan stai'dar satuan harga dan analisis standar
belanja daerah kabupaten Langkat. .
c. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan Kabupaten

Langkat.
Penetapan pedoman penyusunan APBD dan perubahan APBD. _
e. Penetapan pedoman evaluasi APBD dan Belanja APBD Desa, sesuai

dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah.
Evaluasl Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) tentang APED Desa.

Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa.

Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi
tanggung jawab bersama (urusan concurrent) antara pemerintah
daerah Kabupaten Langkat dan desa.

i. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa.
j. Fasilitas perencanaan dan penganggaran daerah antar desa.

3) Pendapatan dan Inventasi Daerah
1) Pajak dan Inventasi Daerah
a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah
Kabupaten Langkat.
b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten
Langkat.

C. Fasilitasi, supervisi, monitorin i
— ' g dan evaluasi
retribusi desa. pelaksanaan

d. Pembinaan dan pengawasan pajak d o
an
Kabupaten Langkat. Paj retribusi daerah skala

e. Evaluasi Ranperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya

o

JTQao

2) Investasi dan Aset Daerah

a. Penetapan kebijakan pengelolaan i -
Kabupaten Langkat. ’ nvestasi dan aset daerah

b. Pelaksanaan pengelol
Lanckat pengelolaan investasi dan aset daerah Kabupaten

. Pengawasan pengel
Langkat. pengelolaan investasi dan aset daerah Kabupaten

d. Fasilitasi pengelolaan as
nci g et daerah pemekaran skala Kabupaten

3) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) da
| n Lembaga Keuangan Mik
a. Pgnetapan kebijakan pengelolaan BUMD dn lembaga keuarr?gan
mikro Kabupaten Langkat,
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4)

5)

6)

b. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro
Kabupaten Langkat, serta pembinaan dan pengawasan Badan
Usaha Milik Desa. _

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga
keuangan mikro Kabupaten Langkat, serta pembinaan dan

pengawasan Badan Usaha Milik Desa.

4) Pinjaman Daerah
a. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah,

serta BLU Kabupaten Langkat.
b. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta

BLU Kabupaten Langkat.
c. Pembinaan dan pengawasan p
BLU Kabupaten Langkat

injaman dan obligasi daerah, serta

Dana Perimbangan
1) Dana Alokasi Umum (DAU)
a. Pengelolaan data dasar perhitungan alokasi DAU Kabupaten

Langkat.
b. Pengelolaan DAU Kabupaten Langkat.
c. Pelaporan pengelolaan DAU Kabupaten Langkat.

2) Dana Alokasi Khusus (DAK)
a. Usulan program dan kegiatan Kabupaten Langkat untuk didanai

dari DAK.
b. Pengelolaan DAK.
¢. Pengendalian DAK

3) Dana Bagi Hasil (DBH) 5
a. Penyiapan data realisa ;i penerima DBH Kabupaten Langkat
b. Pengendalian dan pelaporan penerima DBH

Pelaksanaan, Pepatausahaan, Akunta dan rtanagungjawab
Pelaksanaan APBD = a 'n . +
a. Penerapan kebijakan tentang sistem dan
rosedur
b genge!olaan keuanga daerah Kabupaten Langkatpdan desa auntans
- Penyusunan  laporan  keuangan dan erta g
nggun

Eela;ksanaan APBD Kabupaten Langkat dan APB Fu;!esa. sgunganeban
;. P;z :ta;si laporan pertanggung jawaban relaksanaan APBD
) pan kebijakan laporan keuangan dan pertanggung jawaban

pelaksanaan pendanaan u
rusan em g
tanggung jawab bersama (urusan cr;mlc‘ln.nrrgili;l g menjadi

e, Easilltasl penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APBD

a. Kebijakan
1. Pelaksanaan pedoman u
2 Ea,b upaten Langkat mum - tentang  perangkat daerah
. Pelaksanaan kebijakan
Kabupaten Langkaft pembentukan perangkat daerah skala

3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah Kabupaten

. Langkat
. Pelaksanaan pedoma
Langkat P n tatalaksana perangkat daerah Kabupaten
5. Pelaksanaan pedoman anali .
Sis
Kabupaten Langkat Jabatan perangiat daerah
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b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat

daerah Kabupaten Langkat o
2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas daerah

c. Pembinaan dan Pengendalian
1. Penetapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah

4. Kepegawaian

1.

Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)'
a. Penyusunan formasli PNSD di

anggaran R
b. Penetapan formasi PNSD di Kabupaten setiap tahun anggaran

c. Usulan formasi PNSD di Kabupaten setiap tahun anggaran

Kabupaten Langkat setiap tahun

Pengadaan Pegawai
a. Pelaksanaan pengadaan PNSD Kabupaten Langkat

b. Usulan penetapan NIP

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
a. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan Kabupaten

Langkat '
b. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan Kabupaten Langkat

c.' Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jgbatan sepanjang telah memiliki
lembaga diklat yang telah terakreditasi

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri
Sipil (PNS)
a. Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan Kabupaten Langkat

. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

a. Penetapan kebutuhan diklat PNSD Kabupaten Langkat.
b. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat Kabupaten Langkat.
c. Pelaksanaan diklat skala Kabupaten Langkat.

. Kenaikan Pangkat

a. Penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten Langkat menjadi
golongan ruang I/b s/d I11/d.

b. Usulan penetapan kenaikan pangkat aumerta dan pengabdian

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan
a. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pernberhentian PNS
!(abupaten Lapgkat dalam ian dari jabatan struktural eselon II atau
jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengakatan
: l;jt'ajrr[slndahan dan ;i:emberhentian sekda Kabupaten Langkat. '
- USulan pengangkatan, pemindahan dan pember
el o pemberhentian sekda

C. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberh
eselon IT PNS Kabupaten Langkat. ' FataebEan

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar! Instansi
- Penetapan perpindahan PNSD Kabupaten ".angkat.

Peberhentian Sementara dari Jabatan Negeri b

- Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semt
: ua
PNSD di Kabupaten Langkat ’
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10) Pem entian -r Pe i Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana
_ Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.

11) &eﬂbgﬂ]gn!jan_ﬂegawai Neaeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil

- Penetapan pemberhentian PNSD Kabupaten Langkat col/ruang III/d ke

bawah pemberhentian sebagai ZPNSD Kabupaten Langkat.

12) Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) |
- Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di Kabupaten Langlat.

13) Pengawasan dan Pengendalian
- Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-

undangan di bidang kepegawaian skala Kabu;?aten Langkat.

14) WWMW j Pegawai Negefi
: :

- Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS
dilingkungan Kabupaten Langkat.

. Persandian

1) Kebijakan
a. Penyelenggaraan persandia skala Kabupaten Langkat.
b. Penyelenggaraan peralatan sandi (palsan) skala Kabupaten Langkat.
¢. Penyelenggaraan sistem sandi (sissan) skala Kabupaten Langkat.
d. Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala Kabupaten Langkat.

2) Pembinaan SDM
a. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala Kabupaten Langkat,
b. Rekrutmen calon SDM persandian skala Kabupaten Langkat.
c. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.

3) Pembinaan Palsan
g. ﬁerenrl:anaan kebutuhan palsan skala Kabupaten Langkat.
- Penyelenggaraan pengadaan palsan melalul karya mandirl dan mi
skala Kabupaten Langkat. i
C. Pemeliharaan palsan tingkat O.
d. Penghapusan palsan skala Kabupaten Langkat,

4) Pembinaan Sissan

gerencanaan kebutuhan sissan skala Kabupaten Langkat
pggga'daan sissan untuk jaring persandian skala Kabupaten Langkat
Y€leéngaraan protap penyimpanan sissan skala Kabupaten Langkz—:wt

Penentuan pemberlakuan iz
Kabupaten Langkat. - Po 9Nt sissan jaring persandian  skala

OnNoow

5) Pembinaan Kelembagaan

- Penyelenggaraan hubungan komunika
: si persandian a
provinsi dengan pemerintah dan/atau Kabupaten Lan gk:tt.ara pemerintah

U. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan
1) Kebijakan ! i
a. Penetapan kebijakan daeral’ skala Kabupaten Langkét
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b. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan:'- kelurahan skala Kabupaten
Langkat.

2) Administarsi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
) a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pernerintahan_

desa dan kelurahan skala Kabupaten Langkat. N

b. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan  administrasi
pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten Langkat. _

¢. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi
pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten Langkat.

d. Data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan

kelurahan skala Kabupaten Langkat.

3) Pengel
)a. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan

bupaten Langkat.

penghapusan, batas desa dan kelurahan skala Ka

b. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran,
penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala

Kabupaten Langkat.
c. Pembinaan, pengawasan dan  supervisi penyelenggaraan

pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa

dan kelurahan skala Kabupaten Langkat.
d. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan

pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa
dan kelurahan skala Kabupaten Langkat.

4) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
a. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa skala Kabupaten Langkat.
b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan
bagi anggota BPD.
c. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala Kabupaten

Langkat.
d. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala Kabupaten
Langkat.
5)
a. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset de
. Kabupaten Langkat. ’ = slala
. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dai -
Kebupaten Langicat gan dai) aset desa skala
€. Pembinaan, pengawasan can supervisi I
y aset skala Kabupaten Langkat. PRVE itgaiconn: heusrgen 4
. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelol
aset desa skala Kabupaten Langkat. p- pelan, keumogen gan
6) Pengembangan Kapasitas Peme ntahan Desa :
a. Penetapan pedoman pengemba gan kapasitas pemerintahen desa

. gan k?lurahan skala Kabupaten Langkat.
- Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi,’ pelatihan dan pendidika
bagi pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten Lar?gkat. i
G, iae;nabiint:an, penr?awzsan, supervisi dan fasilitasi pengembangan
Sitas pemerintahan desa dan kelu
sy rahan skala Kabupaten
d. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan
pengembangan kapasitas'
pemerintah desa dan kelurahan skala Kabupaten Langkat p
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2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi

Masyarakat.
1) Kebijakan -
) a. Penetapan kebijakan daerah skala Kabupaten Langkat. _
b. Penetapan pedoman, norm., standar, prosedur, dan kriteria di bidang
penguatan kelembagaan dan pengembangan pastisipasi masyarakat

skala Kabupaten Langkat

Y a. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil
kelurahan skala Kabupaten Langkat. )
b. Pelaksanaan pengolahan data profil dESE} dan profil kelurahan skala
Kabupaten Langkat. /
C. Monitzmng, evaluasi dan pelaporan peng::::lahan data ?mﬁl kelurahan
skala Kabupaten Langkat. ' :
- i kat skala
2. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyara |
Kabupaten Langkat.
b. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala
Kabupaten Langkat.
c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan
kelembagaan masyarakat skala Kabupaten Langkat.
4).

Pelatihan Masyarakat

a. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala
Kabupaten Langkat.

b. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kabupaten Langkat.

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat
skala Kabupaten Langkat.

5) Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif
a. Koordinasi dan fasllitasi pengembangan manajemen pembangunan
partisipatif masyarakat skala Kabupaten Langkat.
b. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif
masyarakat skala Kabupaten Langkat.
C. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan

manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten
Langkat.

6) mmwwmmﬁmmmmm
Ruang Kawasan Perdesaan ‘

a. Koordinasi dan fasilitasi
penataan dan pendayagu
Kabupaten Langkat

b. Pelaksanaan peningkatan peran ma
syarakat dalam penataan dan
penc_iayggunaan ruang kawasan perdesaan skala Kabupgten Langkat.
C. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran

masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ru

peningkatan peran masyarakat dalam
naa ruang kawasanu perdesaan skala

3. Pemberﬁayaan Adat dan Pengembangan K 2
Masyarakat g g ehidupa? Sosial Budaya

1) Kebijakan | ‘
a. Penetapan kebijakandaerah skala Kabupaten Langkat.
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b. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedug' di bidang
pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya
masyarakat skala Kabupaten Langkat.

2) P I ' B n
/ a. Koordinas! dan fasilitasi pemberdayaan skala Kabupaten Langkat.
b. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya
skala Kabupaten Langkat.
¢. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan
budaya skala Kabupaten Langkat.
- Pemberdayaan Perempuan
7 a. Koordinasl dan fasllitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala
Kabupaten Langkat
b. Pembri’naan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan
skala Kabupaten Langkat. ¥
c. Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaan {pemberdayaaaan
perempuan skala Kabupate:: Langkat.
4) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
) a. Koordinasl dan fasilitasi pelaksanaan p\grakan PKK skala Kabupaten
Langkat.
b. Perr?blnaan dan supervis pelaksanaan gerakan PKK skala Kabupaten
Langkat. _ '
c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerak PKX skala
Kabupaten Langkat. !
5) Peni

a. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial
skala Kabupaten Langkat.

b. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatakan kesejahteraan
soslal skala Kabupaten Langkat. '

C. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan
kesejahteraan soslal skala Kabupaten Langkat.

6) n i

a. Koordinasi dan fasllitas pelaksanaan perlindungan tenag akeria skal
Kabupaten Langkat. ? ’ : °

b. Pembina dan supervisi pelaksanaan perlindungan t
Kabupaten Langkat. P gan tenaga kerja skala

4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

1) Kebijakan -
a. Penetapan kebijakan daerah skala Kabupaten Langkat.

b. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ek
on
Kabupaten Langkat. omi masyarkat skala

2)

a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberd
penduduk miskin skala Kabupaten Langkat. pemberdayaan ekonomi

b. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi pendud i
Kabupaten Langkat. penduduk miskin skala

C. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pen
? yelenggaraan pem
ekonomi penduduk miskin skala Kabupaten Laggkat_ pReRberavah
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| lom
3) ngembangan usaha
_ Koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan peng
° :Eonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Kabupaten
ngkat. _

b lI;"-;l-_‘ri}l(\-:'/eIenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan
kelompok masyarakat skala Kabupaten Langkat. b
c. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pe gKab o

' usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat up

Langkat.

R a. Koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan pengembangan lembaga

kat.
naa mikro perdesaan skala Kabupaten Lang
b. sI;?;rjl?(eagznggaraa||::)1 pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan
skala Kabupaten Langkat.
c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengemangan
. lembaga keuangan mikro perdesaan skala Kabupaten Langkat.

o 1= 3 JSang Midoyaldid
a. Koordinasl dan fasilitasi penyelenggaraan

‘- pengembangan produksi
' i kat.
masaran hasil usaha masyarakat skala Kabupaten Lang
. gglqyi?enggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha
masyarakat skala Kabupaten Langkat.
c. Moi‘i’;oring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan
produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Kabupaten

Langkat.
6) P i n_Peningk hanan Pangan
Masyarakat !

a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengem®angan pertanian
pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala
Kabupaten Langkat.

b. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pengan dan penigkatan
ketahanan pangan masyarakat skala Kabupaten Langkt.

C. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengambangan
pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyaraklat
skala Kabupaten Langkat.

5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelcllaan Sumber Daya Alam
dan Teknologi Tepat Guna :

1) Kebijakan
a. Penetapan kebijakan daerah skala Kabupaten Langkat.
b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan

sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala Kabupaten
Langkat. '

2) Fasili ' I

a. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi
lingkungan skala Kabupaten Langkat.

b. Pelaksanaan fasilitas konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala
Kabupaten Langkat.

C. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi
dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala Kabupaten Langkat.
3) Easilitas Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan
a. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan la S
pedesaan skala Kabupaten Langkat, han g il
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b. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala
Kabupaten Langkat. -

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pela%%sanaan pemanfaatan lahan
dan pesisir pedesaan skala Kabupaten Lar:gkat.

4 i
! a. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan

serta pemeliharaan air bersih dan penyebatan lingkungan skala
Kabupaten Langkat. ‘ - _ )

b. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan
sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan
lingkungan skala Kabupaten Langkat. e

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi
pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air
bersih dan penyehatan lingkungan skala Kabupaten Langkat.

: at Guna
teknologi tepat guna skala

~si Pemetaan Keputungn ¢

a Koordinasi dan fasllitasi kbutu

Kabupaten Langkat _
b. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala

Kabupaten Langkat ‘ .
c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna

skala Kabupaten Langkat

* ha

6) .
a. Koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjsama teknologi

pedesaan skala Kabupaten Langkat.
b. Penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan

skala Kabupaten Langkat
c. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama

teknologl pedesaan skala Kabupaten Langkat.

BIDANG STATISTIK

1. Statistik Umum
Kebijakan

- Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk menge :
statistik skala Kabupaten Langkat g gembangkan

2. Statistik Dasar

a. Pemberian dukungan pcenyelenggaraan statlsta:k " dasar skala

Kabupaten Langkat

Pemberian dukungan penyelenggaraan survei
rvei
Arisestlfiado, antar sensus skala
C. Pemberian dukungan survei berskala nasion
al di tingkat
Langkat' di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat ﬂ A
d. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi.

b.

3. Statistik Sektoral

Koordinasi Statistik Antar Sektoral |
- Penyelenggaraan statistika sektoral skala Kabupaten Langkat

4. Statistik Khusus

Eﬂggmﬂmamﬂa:lﬂg_smsmus
ngembangan jejaring statistik khusus skala Kabupaten Langkat
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W. = BIDANG KEARSIPAN
1. Kebijakan 5
a. Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan
di lingkungan Kabupaten Langkat berdasarkan kebijakan kearsipan

nasional, meliputi :

4 .

al. Penetapan peraturan {dan kebijakan penyelenr_—‘)garaan kearsipan
. dinamis di lingkung in Kabupaten Langkat sesuai dengan

kebijakan nasional.

a2. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan
statis di lingkungan Kabupaten Langkat sesuai dingan kebijakan
nasional. '

a3. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem
kearsipan di lingkungan Kabupaten Langkat sesuai dengan
kebijakan nasional | )

a4. Penetapan peraturan dan kebljakar% penyelenggaraan jaringan

kearsipan di lingkungan Kabupateh Langkat sesual dengan

kebijakan nasional. ¢

a5. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sumber
daya manusia kearsipan di lingkungan Kabupaten Langkat sesuai
dengan kebijakan nasional. .

ab. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan pengguna
sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan Kabupaten
Langkat sesuai dengan kebijakan nasional.

2. Pembinaan
- Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah Kabupaten Langkat,

badan usaha milih daerah, kecamatan dan desa / kelurahan.

3. Penvelamatan, Pelestarian dan Pengamanan

- Pengelolaan arsip statis perangkat daerah, badan usaha milik daerah,
perusahaan swasta dan perorangan berskala Kabupaten Langkat.

4. _Pengawasan / Supervisi
- Pengawasan / supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan
Eelran%kat daerah Kabupaten Langkat, kecamatan dan desa /
elurahan.

X. BIDANG PERPUSTAKAAN
1. Kebijakan
a. Penetapan norma, standar dan pedoman j
Poelam yang berisi kebijakan
melip?.nti :n Langkat berpedoman kebijakan provinsi dan nasional,
al. Penetapan peraturan dan kebijakan :
penyelenggaraan
perpustakaan di skala Kabupaten Lan i E
, kebijakan nasional. i oA Betnl engnt
a2. Penetapan peraturan dan kebijakan pen
: yelenggaraan jaringan
. Perpustakaan skala Kabupaten Langkat
5 kebijakan nasional. 7 . e
a3. Penetapan peraturan dan kebii
| jakan  penyelenggaraan
pengembangan SDM perpustakaan skala Kabupaten ngngkat
. ;esuai dengan kebijakan nasional
a4. Penetapan peraturan dan kebijakan
. penyelenggaraan
pengembangan organisasi perpustakaan skala Kaggpaten
Langkat sesuai dengar. kebijakan nasional. |
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a.

5.

b.

a5. Penetapan peraturan dan kebijakan di bidang sarana dan

- Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan '
1

prasarana perpustakaan skala Kabupaten Langkat sesuai
dengan kebijakan nasional.

i n
Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah Kabupaten
Langkat

al. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar

a2. Pengembangan SDM .
a3. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar

a4. Kerjasama dan jaringan perpustakaan
a5. Pengembangan minat baca.

<ol
Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah Kabupaten Langkat

berdasarkan kebijakan nasional.
Koordinasl pelestarian tingkat daerah Kabupaten Langkat.

' { stakawan y -
Penetapan peraturan can kebijakan pengen;i)bangar_\ ja.patan
fungsional pustakawan di skala Kabupaten Langkat sesuai kebuak_?n

nasional .
Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai

dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai
dengan pustakawan muda.

Y. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1. Pos dan Telekomunikasi

1. Pos

a. Penyelenggaraan pos di pedesaan

b. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan
C. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen

d. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen

a

. Pemberian Izin penyelenggaraan telekomunika
| si kKhusus untuk
keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya

Kabupaten Langkat sepanjang tidak s
frekuensi radio. S nggunakan spektrum

Pemberian rekomendasi terhada [

p permohonan izin
penyelenggaraan jaringan tetap ' tertutup lokal wireline (end to
end) cakupan Kabupaten Langkat.

Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan
kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi

Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G)
Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan
telekomunikasi yang cakupan areanya Kabupaten Langkat
pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan’
pepyg:lenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atéL;
sejenisnya.

Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator
Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikagi
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zl

2.

Ho

3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)
a. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara

telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.
b. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel
telekomunikasi di Kabupaten Langkat. :
Pemberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan)
Pemberian izin instalansi penangkal petir
e. Pemberian izin instalansi genset.

e n

4. .
a. Pengendallan dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi

pos dan telekomunikasi.
b. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi

5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi
a. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan
telekomunikasi serta penggunaan frekwensi radio di daerah

perbatasan dengan negara tetangga

Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

1. Penyiaran
v Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan

data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.
v Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar

radio dan/atau televisi

2. Kelembagaan Komunikasi Sosial

- Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala
Kabupaten Langkat. '

3.
- . Pelaksanaan diseminasi informasi nasional
|

4.

- Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala
Kabupaten Langkat,

BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

1. Tanaman Pangan

1. Lahan Pertanian
v Penetapan kebljakan pedoman dan {Jlrnbin
i k gan pengembangan
rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pcngendalian | '
. gngkat Kabupaten Langkat, P ) ghan pertanian
enyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi. opti
y dan pengendalian lahan pertanian wilayah Kabupaten Lan'gkgt e
Pengembapgan, rehabilitasi, konservasi,  optimasi 'dan
. pengendalian lahan pertanian wilayah Kabupaten Langkat, |
Penetapan _dan Pe€ngawasan tata ruang dan tata guna lahan
/ l1;et‘tar';Iaar1 wilayah Kabupaten Langkat.
€metaan potensi dan pengelolaan lahan ni
Kabupaten Langkat. PSan “witah
Pengembangan lahan pertanian wilayah Kabupaten Langkat.

Pengaturan dan penerapan kawasan pertania
Kabupaten Langkat. e n terpadu wilayah

Y Penetapan sentra k / !
Skt omoditas - pertanian  wilayah Kabupaten
128
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. Air Irigasi

v Penetapan sasaran areal tanam wilayah Kabupaten: Langkat
v Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat disesualkan
sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala

Kabupaten Langkat.

1
a. Pembangunan dan rehabilitasi peme%llharaan jaripgan irigasi di

tingkat usaha tani dan desa. :
b. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan

jaringan irigasi .
Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air danl

air irigasil .

d. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani
Pemakal Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah
(P3AT). - _

e. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi _

f. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk

usaha tani.

. Pupuk

a. Bimbingan penggunaan pupuk.
b. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk

wilayah Kabupaten Langkat.

c. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk

d. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk

e. 'Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap
ketersediaan pupuk

f. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk

. Pestisid

a. Pelaksanaan kebljakan penggunaan pestisida wilayah Kabupaten
Langkat

b. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida
wilayah Kabupaten Langl;at.

C. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida

g. glr't'nl;;(t:gan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida

. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan
kgtersediaan pestisida Peng terhadap

f. Bimbngan penerapan standar mutu pestisida

a. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesi
esin
Kabupaten Langkat N pertanian  wilayah

b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuh
den an alat dan
gl w;layabh Kabupaten Langkat. mesin pertanian
C.  Pengembangan alat dan'mesin pertanian sesuai standar
d. Eenerapan standar mutd' alat dan mesin perl:anla‘ftx .
€. Pengawasan standar nwutu dan alat i
iy mesin pertanian wilayah
f. Pembinaan dan pengembangan jasa alat d '
. an mesin pertanian
g. Pembgnan izin pengadaan dan peredaran alat dan :nesin pertanian
. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin
_pertanian sesuai kebutuhan lokalita

l. Bimbingan penggunaan dan emelih
a an' i
el p | raan alat dan' mesin

J. .Pembinaan dan pen 17 ,
pertanian pengembengan beng MI/ pengrafin alat dan mesin
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6. Benih Tanaman

9.

a.

b.

oo

N wo3gT—F™

a.

b.
C.

d.

e,

f.

g.

a.

b.

. Pelaksanaan dan bimbingan dan distr
. Penetapan sentra produksi benih tanarhan

Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah

Kabupaten Langkat
Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah Kabupaten

Langkat :
Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah Kabupaten Langkat
Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah Kabupaten
Langkat ;

Pengaturan penggunaan benih wilayah Kabupaten Langkat
Pembinaan dan pengawasan penangkar benih _J

Pembinaan dan peniawasan perbanyakan peredaran dan

penggunaan benih
Bimbingan dan pemantauan produksi benih .
Bimbingan penerapan standar teknis perbenihar yang meliputi

sarana, tenaga dan metode ¢

' Pemberian izin produksi benih

Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi

Perbanyakan dan penyaluran mata tergpel dan benih tanaman
itiusi pohon induk

Pengembangan sistem informasi perbenihan

: Pembangunan dan pengelolaan balai benih wllaﬂ«ah Kabupaten

Langkat

. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta

Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber
pembiayaan/kredit agribisnis

Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis

Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan
Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit
wilayah Kabupaten Langkat. -

- Perlindungan Tanaman

Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis
dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Langkat.
Bimbingan  pemantauan,  pengamatan  dan peramaian
gPT/finomena iklim wilayah Kabupaten Langkat.
enyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena ikiim d
( an
rekomendasi pengendaliannya di wilayah Kabupaten Langkat.

Pemantauan dan pengamatan daerah yan d
iduga
OPT/fenomena Iklim wilayah Kabupateﬁau?ngkat? sebagai sumber

nyediaan  dukur 'gan pengendalian '
b . . eradikasi tanaman
agian tanaman wulayah Kabupaten Langkat. an dan

Pemantauan, peramalan, pengendalian dan
PT . pena
eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Langkats.}gu'mgEin

Pengaturan dan pelaksanaan penan
ggulangan wabah
penyakit tanaman wilayah Kabupaten Langkgt, hama dan

Pemberian izin usaha tanaman pangan dan horti ;
Kabupaten Langkat g n hortikultura wilayah

Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanama
. , n pa
hortikultura wilayah Kabupaten Langkat. pangan dan
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10.Teknis Budidaya

a. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan
terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten

Langkat. -
b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan

hortikultura wilayah Kabupaten Langkat.
11.Pembinaan Usaha _

a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan
pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Kabupaten Langkat.

b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan se!nltasu
lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah
Kabupaten Langkat.

c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan

hortikultura wilayah Kabupaten Langkat.

Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Kabupaten Langkat

e. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan
jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program
pemerintah wilayah Kabupaten Langkat.

f. Bimbingan penerapan, pedoman/kerjasama kemitraan usaha
tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Langkat.

12.Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dar! pengolahan hasil
tanaman pangan dan hcrtikultura wilayah Kabupiiten Langkat.

b. Bimbingan peningkatah mutu hasil tanaman pangan dan
hortikultura wilayah Kabupaten Langkat

c. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan
hortikultura wilayah Kabupaten Langkat :

d. Bir_nbingan penerapan standar unit pengolahan, a at transportasi,
unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan
hortikultura wilayah Kabupaten Langkat.

e. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi: panen,
pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kabupaten Langkat

f. Bimbingan penerapan teknologi p;’anen, pasca panen dan
pengolahan hasil wilayah Kabupaten L:ingkat. ;

13.Pemasaran
a. Bimbingan pemasaran hasil tanaman panaan
. wilayah Kabupaten Langkat. pang dan hortikultura
. Promosi komoditas tanaman pan :
Kabupaten Langkat Fongen fa“ hortikultura wilayah:
. Pe
nyebarluasan informasi pasar wilayah Kabupaten Langkat

C
d. Pengawasan harga komodita
s tana
1a < Vlayah Kabupaten Langkat. man pangan dan hortikultura

a. Bimbingan pen
Langka% pengembangan sarana usaha wilayah Kabupaten
b. Bimbingan teknis pemban
gunan dan sarana fisik (ban
penyimpanan, pengolahan dan pemasarana sarana pro(duksgi,uslarrt]a)
- pemasaran hasil tanaman pangan wilayah Kabupaten Langkat
.Penge i n Si fi Tana Pan . an

Hortikultura

a. Penyusunan statistik tanaman pangan
Kabupaten Langkat pangan dan hortikultura wilayah

b. Bimbingan penerapan sistem inform
asi ta
hortikultura wilayah Kabupaten Langkat naman pangan dan

o
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2. Perkebunan
1) Lahan Perkebunan
da.

Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah Kab.
Langkat.

b. Penyusunan peta perkembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan
pengendalian lahan perkebunan wilayah Kab. Langkat.

c. Pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan

perkebunan wilayah Kab. Langkat.
d. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan

wilayah Kab. Langkat.
e. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah Kab.

Langkat.

f. Pengembangan lahan perkebunan wilayah Kab. Langkat.

g. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah Kab.
Langkat. :

h. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah Kab. Langkat.

I. Penetapan sasaran areal tanam wilayah Kab. Langkat.

2) Pemanfaatan Air untuk Perkebunan

Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.

Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan.

Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.
Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan.

Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan
untuk perkebunan.

Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.

3) Pupuk
a. Bimbingan penggunaan pupuk.
b. E;eng:m;asan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Kab.
ngkat.
C. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pela
. ! yanan pupuk.
d. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pup?)k.

e. Pelaksanaan perin )
ik peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan

f.  Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.

4) Pestisida
a. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah Kab. Langkat,

b. Pengawasan pengadaan, pered
: r d
wilayah Kab. Langkat, o Con Penggunaan . " pestisida

Pengembangan dan
N pembinaan unit usaha pelaya
Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggu:ag:np:;tsﬁga‘

PaooToE

-h

®aon

1

;vilayah Kab. Langkat,
C. Pengembangan alat dan mesin sesuai
standar.
g. g:gge;ays:sr; stasr%gaa mutu alat dan mesin perk:ebunan
: n '
i ar mutu dan alat mesin perkebuinan wilayah Kab.
f. Pembinaan dan dan pen j
: gembangan jasa alat g '
. Pem, o
9 Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat danﬁ?sﬁ%iﬁe%unan' '
e unan. 132



Analisis teknis, ekonomis dan ~osial budaya alat dan rnesin perkebunan

sesuai kebutuhan lokalita.
Bimbingan pengadaaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan

Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin

¥
perkebunan.
6) Benih Perkebunan

a

b.

@ o

Tapos

ih P

Bimbingan dan penerapan pedoman perbenihajan perkebunan wilayah Kab.

Langkat. ! .
Penerpan kebljakan dan pedoman perbenihaih perkebunan wilayah Kab.

Langkat. -

c. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.
d.

Pemantauan benih impor wilayah Kab. Langkat.
Bimbingan dan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah Kab.

lLangkat.

Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah Kab. Langkat.
Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan.

Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan
penggunaan benih perkebunan.

Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan.

Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi
sarana, tenaga dan metode.

Pemberian izin produksi benih perkebunan.

Pengujlan dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik

lokasi.

. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan

tanaman. -

Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.
Penetapan sentra produksi benih perkebunan.

Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan,
Pembgngunan dan pengelolaan balai benih wilayah Kab. Langkat.
Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta. ‘

7) Pembiayaan
1.

L.
3.
4

Bimbingan  pengembangan  dan pemanfaatan s ’
pembiayaan/kredit perkebunan umber-sumber

Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan
Bimbingan Pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan

Pengawasan penyaluran, pemanfaatan d
Kabupaten Langkat an pengendalian kredit wilayah

8) Perlindungan perkebunan

1
&

3.

Pengamatan, identifikasi, pemetaan i
pengendalian da i
kerugian OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Langk';tanalism dampak

Bimbingan pemantauan pengamata
iklim wilayah Kabupaten Langlgat N, dan peramahan OPT/fenomena

Penyebaran informasi keadaan se

_ rangan OPT/fenomen
:;ekomendasl pengendaliannya di wilayah Kabupaten Langkata
emantauan dan_ Pengamatan daerah yang dldugafsebagai sumb
OPT/fenomena iklim wilayah K:ibupaten Langkat ! o

Penyediaan dukungan penge 1dalian
. 2 I eradka
tanaman wilayah Kabupaten Langkat ikasi tanaman dan bagian

Pemantauan, peramalan pengendalian d
’ an :
OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten LangkagJ enanggul?ngan Silos

Peraturan dan pelaksanaan penangquian '
menular tanaman wilayah Kagupa tegngLan ;K?arll“ wabag hama dan penyakit

Pengananganan gangguan usaha perkebunan skala Kabupaten Langkat
{ ‘
- 133



9) Perizinan Usaha
1. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah Kabupaten Langkat

2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah
Kabupaten Langkat

10) Teknis Budidaya
1. Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan di wilayah

Kabupaten Langkat

11) Pembinaan Usaha
1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan

pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Kabupaten Langkat
2. Bimbingan pemantauan dan 'hyglene dan sanitasi lingkungan usaha
perkebunan di wilayah Kabupat'en Langkat 5 '
Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah
Kabupaten Langkat
Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Kabupaten Langkat
Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usitha perkebunan

wilayah Kabupaten Langkat

12) Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

a. Pemantauan dan evaluasi penanganan g'anen, pasca panen dan
pengolahan hasil perkebunan wilayah Kabupatizn Langkat

b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunari wilayah Kab. Langkat.

c. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan ' wilayah Kab.
Langkat.

d. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit
penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah Kab. Langkat.

e. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca
panen dan pengolahan hasll wilayah Kab. Langkat.

f. Bimbingan penerapan teknologl panen, pasca panen dan pengolahan hasil
wilayah Kab. Langkat.

nmh W

13) : -
A Bimblngan pemasaran hasil perkebunan wilayah Kab. Langkat.
Promosi komoditas perkebunan wilayah Kab. Langkat.
Penyebarluasan informasi pasar wilayah Kab. Langkat.
Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah Kab., Langkat.

onocw

14)
a. Bimbingan pengembangan sarana u
imbl saha wilayah Kab. Lan
b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana ﬂsg(kat-(bangunan)

penyimpanan, pengolahan dan
’ pemasaran sara
pPemasaran hasil perkebunan wilayah Kab. Langkat. na produksi - serta

15) Peng i rmasi nan
d. Penyusunan statistik perkebunan wila

. : yah Kab. Langkat.

b. Bimbingan Penerapan sistem informasi perkebunan wilayah Kab. Langkat

a

3. Peternakan dan Kesehatan Hewan

a. Kawasan Peternakan

1) Penetapan dan pengawasan kawasan
peternakan wilayah o
§) Pgnet:apan peta potensi peternakan wilayah Kab. Langiaat. e Langlart
) Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat.
4)  Pengembangan lahan hijjauan pakan,

5) Penetapan padang pengembalaan.
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a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan

dan kesmavet wilayah Kab. Langkat.
b. Identifikasi dan inventerisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan

kesehatan hewan dan kesmavet. ,

c. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan
kesehatan hewan dan kesmavet.

d. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan
kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kab. Langkat.

e. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan
mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kab.
Langkat.

f. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan
dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kab. Langkat.

g. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan
dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kab. Langkat.

h. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan
kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kab. Langkat.

i. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin
peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kab. Langkat.

j. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan
kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kab. Langkat.

k. Pelaksanaan Kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna
bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kab.
Langkat. ; g

l. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga tekiiologi peternakan
dan kesehatan hewan dan kesmn.avet wilayah Kab. Langkat.

emanfaatan A KP 3 =2 Nal 2ILIAG -
a. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, dan kesehatan
hewan dan kesmavet wilayah Kab. Langkat.
b. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air
untuk usaha peternakan, dan kesehatan hewan dan kesmavet.
|
n f
a. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah Kat', Lan
« Langkat,
b. Identifikasi dan inventerisasi kebutuha i
it . 1an obat hewan wilayah Kab,
C. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah Kab. Langkat,

d. Pengawasan peredaran dan
penggunaan obat hewan
kios qan Pengecer obat hewan wilayah Kab. Langkat. Spanden, wokoy
?. g:g‘wg;zg:n pemeadkaian'obat hewan di tingkat peternak
: N peredaran obat hewan tin i
obat hewan wilayah Kab. Langkat. UNBE:depa; tobo Kos dn Prigeeer

s ST S 7 e e e
; E;T;ig'lagnaana Eegﬁggggg dan ggmgkaiga; ol:?at ma\?v);}? waa. Langie
Laroet  Perizinan bidang obat hewan wilayah Kab.
Ik. :gﬁgaxﬁgsaﬂegfigzgﬁzwmpanan mutu dan perubahan bentuk obat
' et hewan (Goging, v o oy e 222 hewan ga

m. Bimbingan pemakaian, penyimpanan
. . nagun, ' ‘
dan bahan diagnostik biologis untuk hgﬁsnﬁfa,i ‘iﬂ KSa%CflanggEftcsln, sera

135



f

1

Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sedf}aan premik: wilayah Kab.

n.
Langkat.
o. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hean tradisional/pabrikan
wilayah Kab. Langkat.
p. Bimbingan kelembagaan/ Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah
Kab. Langkat.
e. Pakan Ternak
a. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah Kab. Langkat.
b. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah Kab.
Langkat.
C. Birn%lngan penerapan teknologi pakan ternak wilayah Kab. Langkat.
d. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah Kab. Langkat.
e. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah Kab. Langkat.
f. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah
Kab. Langkat.
g. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.
h. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah
Kab. Langkat.
i. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat
wilayah Kab. Langkat.
J.  Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan
pelengkap penggantl (additive and suplement) wilayah Kab. Langkat.
k. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan(home industry) wilayah Kab.
Langkat.
l. - Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah Kab. Langkat.
m. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah Kab. Langkat.
n. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pelengkap pengganti
(additive and suplement) wilayah Kab. Langkat.
0. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah Kab. Langkat.
P. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah
Kab. Langkat.
f.
E. B:mglngan seleksi ternak bibit wilayah Kab, Langkat.
- Bimbingan penerapan standar pembibitan dan pla
Kab. Langkat p plasma nutfah wilayah
¢. Bimbingan registrasi / pencatatan ternak bibit wilayah Kab. Langkat.
g. Eémblangan pembu;tan dan pengesahan siisilah ternak. ' ©
- Feéngawasan peredaran bibit/benih ternak wilava o
f. Penetapan lokasi dan penyebai an bibit ternak rvigy?I?KahﬁnﬁZkat
g. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah Kab. Langkat. '
ih. gimblrégan Pléstarian plasma nutfah peternakan wilayah Kab. Langkat.
. L:gg}a(a 1:afan / produksi dan pengawasan semen beki! wilayah Kab.
_L.. g;ala;sanaanci’nseminasi buatan wilayah Kab. Langkat.
moingan dan ngawasan I
Sl peng peaksanaanf inseminasi  buatan oleh
.- Produksi mani beku ternak lokal (loal spesifik) wilayah Kab.
m. E;mb,it;%an produksi mani beku ternak lokaf-‘ (Ioaly spes?f?k)mum!;tﬁ?(t. Kab.
ngkat.
n. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifi
rrjeli;:!uti sarana, tenaga kerja, mutu dan metode \*\arllayarril ggi L;;irggt;itan
g. g;rinl:;gan peredaran mutu bibit wilayah Kab. Langkat. |
- FElaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit i '
swasta wilayah Kab. Langkat, Yoy Slidianan e
qg.

Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah Kab. Langkat.ﬂ6



r. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah Kab. Langkat.

Bimbingan peizinan produksi ternak bibit wilayah Kab. Langkat.
Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan /atau produgsi mudigah, alih
mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah
wilayah Kab. Langkat.

u. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah Kab. Langkat.

v. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta

wilayah Kab. Langkat. )
w. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagal pemacek wilayah Kab.

Langkat. ‘
X. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik)

wilayah Kab. Langkat. _
y. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri
wilayah Kab. Langkat. : '
z. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah Kab. Langkat.
aa. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah Kab. Langkat.
bb.Bimbingan pelaksanaan uji reformas recording dan seleksi wilayah Kab.

Langkat.
cc. Bimbingan pelaksanaan identifikasi pembibitan wilayah Kab. Langkat.

ctw

'

: a. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan
perbankan dan non perbankan wilayah Kab. Langkat.
b. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber
pembiayaan /kredit program wilayah Kab. Langkat.
c. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah Kab. Langkat.
d. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah
Kab. Langkat.
e. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit
program wilayah Kab. Langkat.
h. Veteri an

Kesejahteraan Hewan

a. Penerapan kebljakan dan pedoman keswan, kesmavet dan
kesejahteraan hewan wilayah Kab. Langkat.

b. Pembinaan dan pengawasan praktek /Aygieni-sanitasi pada produsen
dan tempat penjajaan PAH.

C.  Monitoring penerapan persyaratan hygieni-sanitasi pada unit usaha PAH
yang mendapat NKV.
d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah K
' ab. Langkat.
e. B.imbingan dan penerapan kesejahteraan hewan. ! ’
;. g_lmgfngan dan penerapan kesejahteraan hewan.
i Imbingan pemantauan dan pengawasan pembangqunan
dan
operasional pasar-hewan dan unit-unit pela >
iy Pelayanan keswan wilayah Kab.
h.  Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah Kab.

Langkat. _
i.  Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
j.  Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan
kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah Kab. Langkat. ’
K. P_eng_awasan urusan kesejahteraan hewan.
l.  Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratoiium keswan dan
Eboratorlum kesmavet wilayah Kab. Langkat. !
m. Penanggulangan wabah dar penyakit hewan menul
ok ya nular wilayah Kab.
n.  Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah
penyakit hewan menular wilayah Kab. Langkat. e _.g 1‘3gan




L3¢

av

aa.
bb.

dd.

ee.

gg.
hh.

kk.
Il.

mm.

nn.

PP.

qq.

Pencegahan penyakit hewan menular wilayah Kab. Langkat.

Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah Kab. Langkat.
Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan
hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di
wilayah Kab. Langkat.

Bimbingan penerapan dan standar teknis miimal RPH/RPU, keamanan
dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan
peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan. :
Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan

dari/ke wilayah Kab. Langkat.
Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek

dokter hewan mandiri, kliik hewan).

Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan

kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.

Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.

Bimbingan pelayanan keschatan hewan pada ‘lembaga-lembaga

maupun perorangan yang mendapatijin konservasl satwa liar.

Bimbingan dan pengawasai; pelayanan keswan, kesmavet di RPH,

tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan

darurat dan usaha susu. ‘

Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan paca lalu lintas tata

niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil). '

Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan suveilance Hazard Analysis
Critical Control Point (HACCP).

Bimbingan pelaksanaan standarisasl jagal hewan.

Bimbingan pelaksanaan pelaporan can pendataan penyakit
individual/menular yang mewabah : .

Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang
menular yang mewabah.

Bimbingan peiaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal
hewan danpengolahan produk pangan asal hewan. 1
Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak
betina produktif.

Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.

Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan

produk hewani non pangan.

Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan

garas:;, bak\éer!, virus dan penyakit hewan lainnya. i
enutupan dan pembukaan kembali wil - i

vy Langkgt. ayah- penyakit hewan menular

Bimbingan penerapan norma, n

ktesmlavet serta kesejahteraan hewzt: u?lla;yaf'ne':gg Lpailgzggan e

Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.

geg:tﬁ::asl keswan yang keluar masuk wilayah Kab. Langkat.

Lgng I-I:a?SI kesehatan bahan asal hewan yang keluar masuk wilayah Kab.

Pelaksanaan pelayanan medik/para medik veteriner di Kab. Langkat.

Pelaporan pelayanan medik/para medik veteriner dalam pencegahan

ﬁ]adrilv%ir;?n%geulan}g?n penyakit hewan menular/non menular, penyakit

. Penyakit parasiter, virus, bakteri, i i

gangguan reproduksi. ' PEMRNE tepwodiil dan

Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi

parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan Iapinnya. P PRGR oo

E;nv:g:gan penerapan norma standar teknis pelayanan kesehatan

Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah Kab. Langkat.
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d.

b.

el

'S

i
k.
.

n
Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah

Kab. Langkat. .
Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan oleh swasta wilayah

Kab. Langkat.

Pemantauan lalu lintas ternak wilayah Kab. Langkat.

Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran pengembangan
peternakan wilayah Kab. Langkat.

Bimbingan Pemantauan dan kebijakan penyebaran ternak wilayah Kab.
Langkat.

Bimbingan pelaksanaan penetapan ternak wilayah Kab. Langkat.
Bimbingan pelaksanaan, penetapan penyebaran, registrasi dan
redistribusi ternak wilayah Kab. Langkat.

Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah Kab.

Langkat. _
Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah Kab.
Langkat.

Bimbingan pelaksanaan seleksi lokal.

Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh.

Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak.

m. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak.

n.

Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan
pengembangan ternak.

. Perizinan/Rekomendasi

T FempAangw

i
-

= St o

2B O

c.

Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah Kab. Langkat.
Pemberian izin rumah sakit hewan/ pasar hewan.

Pemberian izin praktek dokter hewan.

Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium k 2smavet.
Pendaftaran usaha peternakan.

Pemberian izin usaha RPH/RPU

Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan.
Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan
keswan sesuai standar wilayah Kab. Langkat.

Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar
wilayah Kab. Langkat.

Pemberian izin usaha obat hewan, pou h .

Kot A poutry ? op dan pet shop wilayah
Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal ‘mpor wilayah Kab. Langkat.
Pemberian Surat Keterangan asal hewan dan produk hewan.

- Pemberian Surat Keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil

bahan asal ternak.

- Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah Kab.

Langkat.
Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesa
yangan kab. Langkat.
gfambl?erlan IztI: Lésaha alat angkut/transportasi produk peterngkan
Imbingan standar teknis unit usaha produk pangan a .
Kb, Longkat pang sal hewan wilayah

Bimbi,pgan pelaksanaan penerapan NKV wilayah Kab. Langkat.

Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/k
emit;
g;artl)? peternakan wilayah Kab. Langkat. ? / e
imbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu
E|§;antg,;:ulahan hasil peternakan wilayah Kab. Langkat. e
mbingan Pemantauan dan pengawasan lembaga sistemn m tu
peternakan dan hasil bahan asal wilayah Kab. Langkat. v produk
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- d. Bimbingan peningkatan mutu produk peternakan dan hasil bahan asal

wilayah Kab. Langkat. |

Bimbinganpengelolaan  unit = pengolahan, alat transportasi, unit

penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah' Kab. Langkat.

Promosi komoditas peternakan wilayah Kab. Langkat.

Bimbingan analisis.usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah

Kab. Langkat.

Bimbingan kelembagaan uasaha tani, majemen usaha tani dan

pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Kab. Langkat.

i. Bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha pembinaan
mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.

j. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan
keswan.

k. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan
hasil peternakan wilayah Kab. Langkat.

|. Bimbingan Pemantauan dan pemeriksaan /Aygiene dan sanitasi
lingkungan usaha peternakan wilayah Kab. Langkat.

m. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan
wilayah Kab. Langkat.

n. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Kab. Langkat.

o. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan
wilayah Kab. Langkat. ;

l. Sarana Usaha
a. Bimbingan penerapan pedoman norma. Standar sarana usaha wilayah

Kab. (angkat.

b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan,
pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil
peternakan wilayah Kab. Langkat.

m. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil
peternakan wilayah Kab. Langkat.

b. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah Kab.
Langkat. '

C. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit
penyimpanan dan kemasan hasll peternakan wilayah Kab. Langkat.

d. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen pasca
panen dan pengolahan haslil peternakan wilayah Kab, Langkat.

e. Bimbingan penerapan teknologi panen pasca panen dan pengolahan hasil
peternakan wilayah Kab. Langkat. :

n. Pemasaran |
a. Bimbingan pemasaran hasil pef ernakan wilayah Kab. Langkat.
b. Promosi kooditas hasil wilayah Kab. Langkat.
C. Penyebarluasan ijformasi pasar wilayah Kab. Langkat.

o

> wnn

0. ‘I'll'-_ '1'n sLaliStK dan informa Elernakan da Eswan
a. Penerapan sistem statistik dan informasi petern ilay
Langkat. P akan wilayah Kab.
b. Pengumpulan, pengolahan dan analisis da ternakan wilayz
7 per e o
& E;mbll(r;gt;an penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah Kab.
ngkat. 5

d. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah Kab. Langkat.

p. Pengawagan dan Evaluasi -
. 140 '



4. Ketahanan Pangan
1) ﬁetananali_mgan

al

b.

C
d.

™o

—
-

3T—F™

g

N<Xs<

2)

o

d.

Identifikasi potensisumber daya dan produksi pangan serta keragaman

konsumsi pangan masyarakat.
Pembinaan peningkatan produksi dan produk panga? -berbahan baku

lokal. 3

. Pembinaan pengembangan pei ganekaragaman produk pangan.

Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat

menurunnya ketersediaan pangan. ‘

Identifikas! cadangan pangan masyarakat. :

Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pook tertentu Kab.

Langkat.

Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat. :

Penanganan dan penyaluran pangan untl.fk kelompo rawan ' pangan

tingkat Kab. Langkat. :

Pencegahan dan penanggulangan masala];h pangan gebagai akibat

menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan. '

Identifikasi kelompok rawan pangan.

Identifikasi infra struktur distribusl pangan Kab. Langkat.

Pengembangan infra struktur distribusi pangan Kab. Langkat. :
. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat
~ penurunan akses pangan.

Informasi harga di Kab. Langkat.

Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat

Kab. Langkat.

Identifikasi pangan pokok masyarakat.

Peningkatan mutu konsumsi masyarakat.

Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan

masyarakat.

Analisis mutu, gizi dan keamanan pangan masyarakat.

Analisis mutu, gizi dan konsumsi masyarakat.

Pembinaan dan pengawasan mutu produk pangan segar dan pabrikan

skala kecll/rumah tangga.

Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat Kab. Langkat.

. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat Kab. Langkat.

Pengembaqgan “trust fund”di Kab. Langkat.
Pengalokasian APBD Kab. Langkat untuk ketahanan pangan.
Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan Kab. Langkat.

nP
Penerapan Standar BMR wilayah Kab. Langkat.

Pelatihan Inspektur, f;
Langkat. P asilitator, PPNS keamanan pangan wilayah Kab.

Pembinaan sistem manajemen laboratorium
i uji
pangan wilayah Kab. Langkat, )l mutu dan: keamanan

Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah Kab. Langkat.

5. Penunjang

1) P
a.
b.

CI

d.

Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat Kab. Langkat.

Penerapan persyaratan jabatan pada insti - .
Langkat. P tusi pertanian di wilayah Kab.

Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsi
% ’ onal m
hayat dan non ilmu hayat) di wilayah Kab. Langkat. ] ; (rumpun ilmu

Penyiapan tenaga didik/pesert; pendidikan keahlian dan ketrampilan
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2) Penyuluhan Pertanian

a.
b.

C.

3)
a.

Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. _
Pembinaan  penyelenggaraan penyuluhan pertanian  wilayah

kecamatan/desa. _
Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di Kab. Langkatsesuai

norma standar. -
Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh

pertanian.
Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.

Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan Kab.

Langkat. _
Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat Kab. Langkat.

e i i
Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil
penelitian dan pengkajian.

4) Perlindungan Varietas.

a. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yangi meliputi sebaran

b.

5)

d.

b.

6)

geografisnya pada Kab. Langkat.
Izin penggunaan varietas lckal untuk pembuatan varietas turunan

esensial yang sebaran geografisnya pada Kab. Langkat.

neti :
Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi

SDG dan kesejahteraan masyarakat. _
Pengawasan penyusunan - perjanjian akses terhadap pembagian

keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada!di Kabupaten Langkat.

Rekomendasl usulan kebijakan sektor pertanian di bideng standarisasi
sesual pengalaman di daerah.

Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan
rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah.
Koordinasi standarisasi sektor pertanian di Kab. Langkat.

Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan. ‘
Rekomendasl aspek teknis, sosifal dan bisnis dalam rencana
pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib
SNI.

Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka pr
akreditas di Kab. Langkat. g gka proses

Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi
di Kab. Langkat. ? Jehaak
. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi

sektor pertanian di Kab. Langkat.

Kerjasama standarisasi dalam rangka' penerapan standar peningkatan
daya saing produk pertanian.

Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi se
pertanian di Kab. Langkat. | seir

Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasidi
okl Sy. risasidi Kab.

Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi
sektor pertanian sesuai kebutuhan di Kab. Langkat.
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AA. BIDANG KEHUTANAN

1. Inventarisasi Hutan
- Penyelenggaraan Intarisasi hutan skala DAS dalam wilayah Kab.

Langkat.

2. Pengukuhan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan
Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Tanaman Buru.

3. Penunjukan kawasan Hutan, Hutan Produksi, HutanLindung,
Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru

- Pengusulan Penunjukan kawasan Hutan, Hutan  Produksi,
Hutanlindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan

Taman Buru

4. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus

- Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk
masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan pendidikan dan
pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala Kab.

Langkat dengan pertimbangan gubernur.

5. Penatagunaan kawasan Hutan
Pengusulan perubahan status dan fungsl hutan dan perubahan status
darl lahan milik menjadl kawasan hutan dan penggunaan serta tukar

menukar kawasan hutan.

6. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
- Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan
pembentukan wilayah pengelolaan institusi wilayah pengelolaan hutan.

7. Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produks! (KPHP) ' -

- Pertimbangan teknis pengesahan rencana perigelolaan jangka
menengah unit KPHP.

8. :::cana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit
P i
- Pertimbangan teknis pengesahan rencana ngelolaan  jan
menengah unit KPHP P e

9. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Fahunan) Unit KPHP

- Pertimbangan teknis pengesahan rencana |
g g :pengelolaan jangka pent.iek

10. Rencana Kerja Usaha Dua puluh Tahuna . :
Pemanfaatan Hutan Produksi n Unit Usaha

- Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerla Us
I aha Dua [
Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Pr-:)dul':srij e

11. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usah
il e a Pemanfaatan

- Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja Lima T
ahuna
Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi ? n Unk
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12. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha
Pemanfaatan Hutan Produksi '

- Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan Tahunan
(Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi

13. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Ug;aha Pemanfaatan Hutan
Produksi : :
- Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan’ pengawasan
pelaksanaan Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Pemanfaatan
Hutan Produksi dalam Kab. Langkat.

14. Rencana Pengelolaan Usaha Dua puluh Tahunan (Jangka
Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (UKPHL)
- Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan Dua puluh
Tahunan (Jangka Panjang) Unit KPHL

15. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit
KPHL
- Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan
(jangka menengah) Unit KPHL

16. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL
- Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan
(Jangka pendek) Unit KPHL

17. Rencana Pengelolaan Usaha (Dua puluh Tahunan) Unit Usaha
Pemanfaatan Hutan Lindung (UUPHL)
- Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh
tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung

18. Rencana Pengelolaan Usaha Lima tahunan (Jangka Menengah)
~Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung

- Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha lima tahunan
(Jangka menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung

19. Rencana Pengelolaan Usaha tahunan (Jangka Pendek) Unit
Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung
- Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha tahunan
(Jangka pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung

20. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung
- Pertimbangan teknis pengesahan Penataan Areal Kerja Unit Usaha
Pemanfaatan Hutan Lindung

21. Rencana Pengelolaan Dua puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit
Kesatuan Pengelolaan Hut:in Konservasi (KPHK) |
- Pertimbangan teknis pencesahan rencana pengelolaan dua puluh
tahunan (Jangka Panjang) Unit KPHK

22. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka M¢nengah) Unit
Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
- Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan
(Jangka menengah) Unit KPHK

Ll
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23. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Kesatuan

Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan

(Jangka pendek) Unit KPHK

24. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan)
Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman
Wisata Alam dan Taman Buru _

- Pertimbangan teknis pengesahan rencana per;gelolaan jangka
panjang (dua puluh tahunan) untuk Cagar Alam, St:aka Marga Satwa,

Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru

25. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima thunan) Cagar
Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam
dan Taman Buru ‘

- Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka
menengah (lima tahunan) untuk Cagar Alam, Suaka Marga Satwa,
Taman Nasional, Taman Wisata Alam danJTaman Buru ‘

. i
26. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek! (Tahunan) Cagar Alam,
Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan
Taman Buru
- Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek
(tahunan) untuk Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional,
Taman Wisata Alam dan Taman Buru
27. Pengelolaan Taman Hutan Raya '
- Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencan: pengelolaan dan
penataan blok (zonasi) ser’a pemberian perizinan usaha pariwisata
alam dan jasa lingkungan st rta rehabilitasi di taman hutan raya skala.

28. Rencana Kehutanan '
- Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat Kab. | angkat

29. Sistem Informasi Kehutanan (Numewrik dan Spasial)

- Penyusunan Sistem Informasi Kehutanan (Numewrik dan Spasial)
tingkat Kab. Langkat

30. Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan P ‘oduksi
- Pestnml?angan teknis pada gubernur untuk pemberian dan
Perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta
pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada

hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah
Kerja PERUM Perhutani. = P ®

31. Penatausahaan Hasil Hutan

- Pengawasan dan pengendalian penatause;haan hasil hutan skala
Kabupaten Lankat

32. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung
= Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil
hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam
Lampiran (Appendix) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala

Kabupaten Langkat kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah
kerja PERUM perhutani.
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33. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan
- Pelaksanaan pemungutan penerimaan riegara bukan pajak skala

Kabupaten Langkat

34. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan

- Manggrove
- Penetapan lahan kritis skala Kabupaten Langkat
- Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub

DAS
- Penetapan rencana pengelolaan rencana tahunan dan rancangan
rehahilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala Kabupaten

Langkat
- Penetapan rencana pengelolaan rencana tahunan dan rancangan

rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak
dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan Ilahan diluar
kawasan skala Kabupaten Langkat

35. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
- Pertimbangan  teknis  penyusunan  rencana pengelolaan,
penyelenggaraan pengelolaan DAS skala Kabupaten Langkat

36. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan T2rmasuk Hutan

Manggrove , !

- Pelaksanaan rehabilitasi h'utan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi
hutan pada taman hutan raya skala Kabupaten Langkat

- Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi
hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin
pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar ‘kawasan hutan
skala Kabupaten Langkat

37. Reklamasi Hutan Pada Areal yang dibebani Izin Penggunaan
Kawasan Hutan _ ;
- Pertimbangan teknis” rencana reklamasi; dan pemantauan rencana
reklamasi hutan !

38. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam
- Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada Areal
Bencana Alam skala Kab, Langkat

39. Pemberdayaan Masyarakat Setempat di dalam dan sekitar Hutan
- Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaa: dan usaha serta
kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan

hutan

40. Pengembangan Hutan Hak dah Aneka Usaha Kehutanan
- Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan iak dan aneka
usaha kehutanan.

41. Hutan Kota -
- Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan,
perlindungan dan pengamanan hutan kota

42. Perbenihan Tanaman Hutan :
- Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumber

day_a ginetik pembinaan penggunaan benih / bibit pelaksanaan
sertifikasi sumber benih dan mutu benih bibit tanaman huan ..
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43. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam,
dan Pengusahaan Tman Buru, aeral Buru dan Kebun Buru

- Pertimbangan teknis pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan

Pelestarian Alam dan Pengusahaan Tman Buru, aeral Buru dan Kebun

Buru Skala Kab. Langkat

44. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar _
- Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang

tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam lapiran (Appendix) CITES

45. Lembaga Konservasi ‘ .
- Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain
kebun binatang, taman safari) Skala Kab. Langkat

46. Perlindungan Hutan
- Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produ.:si, hutan lindung
yang tidak dibebani hak dai hutan adat serta taman hutan raya skala
Kabupaten Langkat.
- Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam
kegiatanperlindungan hutan pada hutan yang dibeban hak dan hutan
adat Skala Kab. Langkat

47. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
- Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat
Kab. Langkat dan pemberian perizinan peielitian pada hutan produksi
serta hutan yang tidak ditetapkan sebaijai kawasan.hutan dengan
tujuan khusus skala Kabupaten Langkat.

48. Penyuluh Kehutanan

- Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan
Skala Kab. Langkat

49. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan
- Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang
kehutanan Skala Kab. Langkat o
50. Pengawasan Bidang Kehut inan
- Pengawasan  terhadap  efektifitas  pelaksanaan  pembinaan
penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggaraan di
Kab. Langkat dan penyelenggaraan oleh desa/ma‘yarakat bidang
kehutanan.

BB. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINE&\A_L,

1. Mineral, Batu Bara, Bahan Galian C, Panas Bumi dan Air Tanah

a. Pembuatan peraturan perundang-undingan daerah Kabupaten
Langkat di bidang mineral, batubara, bahan gallan C, panas bumi dan
air tanah.

b. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan
mineral, batubara dan bahan galian C serta panas bumi skala
Kabupaten Langkat

C. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala Kabupaten
Langkat

d. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin pcnggaﬁan

dan izin penurapan mata air pada cekun an af i
Kabupaten Lancor gan air tanah pada w:l?z_?h
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{ 1
Pemberian izin usaha pe dagangan mineral,batubara, dan bahan
galian C dan panas bumi pada Wilayah Kabupaten Langkat dan 1/3
(sepertiga) dari Wilayah kewenangan provinsi. ‘
Pemberian izin usaha perdagangan mineral, batubg;ra, dan bahan
galian C untuk operasi produksi, yang berdampak Iingkungaq
langsung pada Wilayah Kabupaten Langkat, dan 1/3 (sepertiga) dari
Wilayah kewenangan provinsi. }
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaap izin usaha pertan'lbgngan
mineral, batu bara, bahan galian C dan; panas bumi pada Wilayah
Kabupaten Langkat dan 1/3 (sepertiga)iﬁ dari Wilzrya’h kewenangan
provinsi. ‘
Pemberian izin badan usah  pertambangan mineral, batubara, bahan
galian C, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di Wilayah
Kabupaten Langkat. ‘ |
Pembinaan dan Pengawasan keselamatan dan kdsehatan kerja,
lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang,
Konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha
pertambangan mineral, batubara, bahan galian C dan panas bumi
pada Wilayah Kabupaten Langkat
Pembinaan dan Pengawasan pengusaha kP dalam wilayah Kabupaten
Langkat
Pembinaan dan Pengawasan Keselama.an dan Ke:ehatan Kerja,
lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang,
konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam Wilayah
Kabupaten Langkat
Penetapan Wilayah Konservasi air tanah dalam Wilayah Kabupaten
Langkat

- Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan

mineral , batu bara , dan bahan galian C untuk operasi produksi serta
panas bumi yang berdampak lingkungan iangsung dalam wilayah
Kabupaten Langkat

Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam
Wilayah Kabupaten Langkat -

Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, bahan galian C dan
air tanah serta pengusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di
wilayah Kabupaten Langkat

Penetapan potensi panas buml dan air tanah serta neraca sumber
daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah Kabupaten
Langkat,

Pengangkatan dan pembinaan Inspektur tambang serta pembinaan
jabatan fungsional Kabupaten Langkat.

2. Geologi

a.

Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral,
batubara, bahan galian C, panas bumi. Miogas dan air tanah pada
wilayah Kabupaten Langkat, '

Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi
pada wilayah Kabupaten Langkat. = ]
Penetapan zonasi pemanfaiitan kawasan karst dan 'kawasan lindung
geologi pada wilayah Kabup. ten Langkat.

Penetapan pengelolaan lingkungan geologi , geologi teknik, kawasan
rawan bencana dan- kawasan lingkungan geologi di wilayah
Kabupaten Langkat. = ‘-

. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi |, g’-jeologi teknik,

kawasan rawan bencana dan kawasan |
wilayah Kabupaten Langkat ngkungan QEOIOQf Dfia
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Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah

Kabupaten Langkat. : . _
Inventarisasi dan pengelolaan kawasan rawan bencana geologi, pada
wilayah Kabupaten Langkat.

Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah
Kabupaten Langkat.

Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah Kabupaten

Langkat. _ _
Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada

wilayah Kabupaten Langkat ‘
Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah Kabupaten
Langkat

3. Ketenagalistrikan

a.
b.

c'

=~

Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat di bidang energl dan
ketenagallstrikan.

Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)
Kabupaten Langkat b

Pemberian Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum
(IUKU) yang sarana maupun energi listriknya dalam Kabupaten
Langkat.

Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang TUKU
yang izin usahanya dikeluarkan oleh Kabupaten Langkat.

Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk kepada pemegang IUKU
yang izin usahanya dikeluarkan oleh Kabupaten Langkat.

Pemberian Ijin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk Kepentingan
Sendiri ( IUKS) yang sarana instalasinya dalam Kabupaten Langkat.
Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh
pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinya dikeluarkan
oleh Kabupaten Langkat. “
Pemberian izin usaha jase penunjangan tenaga listrik bagi badan
usaha dalam negri /mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal
dalam negeri. __ .

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha kelznaga listrikan
yang izinnya diberikan oleh Kabupaten Langkat.

Penyediaan listrik pedesaan di wilayah Kabupaten Langkat.
Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan fabatan
fungsional Kabupaten Langl at.

4. Minyak dan Gas Bumi

1)

a.

b.

C.

Penghitungan produksi dan realisasi /fing minyak bumi dan gas
bumi bersama pemerintah.

Pemberian rekimendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama
untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah Kabupaten
Langkat. !

Pemberian izin pembukaan kantor perv_ffrakilan perusahaan di sub
sektor migas }

2) Kegiatan ha Hilir Min '

d.

b.

C.

Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan
bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir,
diwilayah Kabupaten Langkat. '
Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas
harga BBM di wilayah Kabupaten Langkat.

Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat
penyimpanan migas.
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d.

3) Kedqi

Pemberian izin lokasi pendiﬁ'ian Stasiun Pengisian B | ahan Bakar

Umum (SPBU).
Penu

a. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam

rangka kegiatan usahan migas di daerah operasi {daratan dan di
daerah operasi pada wilayah Kabupaten Langkat dan' 1/3 (sepertiga)

dari Wilayah Kabupaten Langkat.

b. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan

jabatan fungsional Kabupaten Langkat. |

1

5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) i .
a. Penyertaan dan atau memfasilitasikan penyelenggarzan assessment

bekerjasama dengan lembaga assessment Departemant Energi dan

Sumber Daya Mineral ( DESDM)
Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan
fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam

skala Kabupaten Langkat

CC. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1. Kelautan

1.
2.

3.

10.

11,
12

13.

14.

15,

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan ikan di
wilayah laut Kewenangan Kabupaten Langkat.

Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di
wilayah laut Kewenangan Kabupaten Langkat.

Pelaksanaan kebijakan penjelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
ketil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan
Kabupaten Langkat

Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut
kewenangan Kabupaten Langkat dan pemberian informasi apabila
terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan Kabupat.:n Langkat.
Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumber daya laut di
wilayah kewenangan Kabupaten Langkat.

Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolain dan
pemanfaatan wilayah laut.

Pemberdayaan masyarakat pesisir dl wilay ah kewenangan Kabupaten
Langkat.

Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi
sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya
kelautan di wilayah kewenangan Kabupaten Langkat.

Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan benda berharga dari kapal
tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah
dan Kabupaten Langkat.

Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi,eksploitasi,
konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan
Kabupaten Langkat.

Peningkatan kapasitas kelembagaan SDM di bidang kelautan dan
perikanan. ’

Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di
wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan Kabupatsn Langkat.
Pelaksanaan koordinasi den kerjama dengan daeiah lain terutama
dengan wilayah yang beibatasan dalam rangka pengelolaan laut
terpadu, _

Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah
perairan laut kewenangan Kabupaten Langkat. !

Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisan pengelolaan wilayah
dan sumberdaya laut kewenangan Kabupateh Langkat, 150
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16.

17.

18. Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten dalam pelaksanaan
rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.

19. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk
diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah RI.

20. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi.

21. Pelaksanaan mitigasi kerusa.:an lingkungan pesisir dan laut di wilayah
laut kewenangan Kabupaten Langkat.

22. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di. wilayah laut
kewenangan Kabupaten Langkat.

23. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifikasi lokasi di wilaya
laut kewenangan Kabupaten Langkat. :

24. Pelaksanaan eksplorasi, eksplotasi, konservai dan pengelolaan
kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya
di wilayah Kabupaten Langkat.

25. Pelaksanaan koordinasi penyusunan zona;i_dan tata ruang perairan
dalam wilayah kewenangan Kabupaten Langkat.

26. Pelakasanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi
perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah Kabupaten Langkat.

27. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang
laut wilayah kewenangan Kabupaten Langkat.

28. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan
sumber daya ikan kewenangan Kabupaten Langkat.

29. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami
kerusakan (kawasan manggrove, lamun dan terumbu karang).

2. Umum

1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan Kabupaten Langkat.

2. Koordinasi penyelenggaraan program, teknologi di bidang perikanan
skala Kabupaten Langkat. "

3. Perencanaan dan pelak:anan pembangunan 'perikanan skala
Kabupaten Langkat

4. Pelaksanaan teknis standaritas, akreditasi lembaga sertifikasi sistem
mutu hasil perikanan. ,

5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumbert laya ikan dalam
wilayah Kabupaten Langkat.

6. Pemberian bimbingan teknis pelaksanan penyusunan zonasi lahan dan
perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah Kahupaten
Langkat. [

7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang
perikanan skala Kabupaten Langkat ;

8. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah Kabupateh
Langkat.

9. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas
kelembagaan dan SDM bidang perikanan di wilayah kewenangan:
Kabupaten Langkat.

10. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi

Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut didalam

kewenangan Kabupaten Langkat.
Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya

ikan serta lingkungannya. :

perikanan.

3. Perikanan Tangkap

1.

Perikanan d faal | M
erkanan dan pemanteatan perkanan d wilyah fu kEWé’ﬂr?ﬂQc?ﬂ
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10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19;
20.

21,

22,
23.

Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan
kewenangan Kabupaten Langkat ; '

Pelaksanaarr dan koordinasi perlindungan, pclestarian, dan
pemanfaatan plasma mutfah sumberdaya ikan kewenangan

Kabupaten Langkat '
Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan
penyebaran ikan di perairan wilayah kewgnangan Kabupaten Langkat
Pemberian izin penangkapan dan/ataL_f; pengangkutan ikan yang
menggunakan kapal perikanan sampai ‘dengan 10 .GT serta tidak
menggunakan tenaga kerja asing : '
Penctapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan
kewenangan Kabupaten Langkat

Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah
kewenangan Kabupaten Langkat

Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil

Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan
ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan Kabupaten Langkat
Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi dan investasi
dibidang perikanan tangkap kewenangan Kabupaten Langkat
Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan
serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan Kabupaten
Langkat & '
Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasl pembangunan
serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan Kabupaten
Langkat

Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di tempat pelelangan
ikan (TPI)

Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada
wilayah perbatasan dengan negara lain

Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanén

Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT

Pelaksanaan kebijakan pem juatan alat penangkap ikan

Dukungan dalam penetapar kebijakan produktivitas kapal penangkap
ikan.

Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan’ bantu  dan
penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.

Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran
sampai dengan 10 GT

Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelalkan kapal perikaaan dan
penggunaan alat tangkap ikan yang men adl kewenangan Kabupaten
Langkat

Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan peinanfaatan diin penempatan
rumpon di perairan laut kewenangan Kabupaten Langkat

Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.

. Perikanan Budidaya

v

v
v
v

<

T *

Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.

Pelaksanaan kebijakan procluk pembenihan perikana!:n di air tawar.
Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.

Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih
ikan air tawar. ‘

Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan_peredaran serta
pengawasan obat iakn, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan,
ge}a;r:ssanaan kfbijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.
elaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanf; '

lahan pembudidayaan ikan. ; P aatan air daﬂ tala
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Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana
pembudidayaan ikan. '

Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benin
ikan.

Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.
Pelaksanaan teknis pelepasan dan peranarikan varietas induk/benin
ikan.

Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk pejenis, induk
dasar dan benih alam.

Pelasanaan kebijakan perizinan dan penerbitan Ijin Usaha Perikanan
(IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan Tenaga
kerja asing diwilayah Kabupaten Langkat.

Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan,
pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.

Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya.
Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit
penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan
kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan
kesehatan ikan dan lingkungannya.

Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah
penyakit ikan.

Pelaksanaan system informasi benih ikan di wilayah Kabupaten
Langkat.

Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.

Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan
sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.

Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha
pembudidayaan ikan.

Pelaksanaan kebijakan keramba jarring apung di perairan umum dan
wilayah laut kewenangan Kabupaten Langkat.

Pengawasan dan Pengendalian

<L

Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.
Pengawasan perbenihan, pembudidayaan lkan dan sisten
pengendalian hama penyakit ikan.

Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi
perbenihan ikan.

Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan
bakunya.

Pengawasan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau
Hazard Analysis Critical Contorl Point (HACCP) di unit pengolahan, alat
transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan.

Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.

Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-
pulau kecil di wilayah kewenangan Kabupaten Langkat.
Pengembangan pemanfaatan sumberdaya ikan diwilayah laut
kewenangan Kabupaten Langkat.

Pengelolaan dan Pemasaran

a.
b.

Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.
Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan.
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Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi
dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau
HACCP.

Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotic dan
cemaran mikroba dan bahan berbahaya Ilainnya serta
perairan/lingkungan tempat ikan hidup.

Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil
perikanan.

Pelaksanaan kebijakan perijinan usaha pengolahan dan pemasaran
hasil perikanan di Kabupaten Langkat.

7. Penyuluhan dan Pendidikan

d.

Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelanggarakan diklat
fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang
Perikanan di Kabupaten Langkat.

Pelaksanaan penyuluhan perikanan di Kabupaten Langkat.

tPelaksanaan kebijalkan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang perikanan
Di Kabupaten Langkat.

DD. BIDANG PERDAGANGAN

1. Perdagangan Dalam Nergri

C.

. iz

a. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah Kabupaten Langkat.
b.

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis
dan jasa distribusi di wilayah Kabupaten Langkat.

Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian
Izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala Kabupatan
Langkat (SIUP Minimum Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer,
penjualan Langsung, untuk diminum di tempat, pengecer dan penjualan
Langsung, untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol
mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan
Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Padang Kayu antar Pulau)
Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan pemberian izin dan
Penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar
perusahaan skal Kabupaten Langkat.

Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan
Evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman,
terperinci dan pulau terluar di Kabupaten Langkat.

Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala
Tertentu, monitoring, dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/took
modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa
pameran, konvensasi, dan seminar dagang) skala local.

. Penyelanggaraan, pembinaan dan pengawasa, monitoring dan evaluasi

kegiatan informasi pasar dan stabilisas harga di Kabupaten Langkat.
Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan
peningkatan penggunaan produksi dalam negri skal Kabupaten Langkat.
Pembinaan penyelenggaraan perfindungan konsumen di Kabupaten
Langkat.

Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.
Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen dii
Kabupaten Langkat.
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Pembinaan dan pemberdayaan Monivator dan Mediator perlindungan
konsumen skala Kabupaten Langkat.

. Pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen

(BPSK) di Kabupaten Langkat kepada pemerintah berkoordinasi dengan
provinsi dan fasilitasi operasi BPSK.

Pendaftaran dan pengembangan lembaga pemberdayaan konsumen
Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala Kabupaten
Langkat dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

p. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.

g. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/ petunjuk
teknis pengawasan barang bredar dan jasa.

r. Pengaswasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala
Kabupaten Langkat.

s. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala
Kabupaten Langkat.

t. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala
Kabupaten Langkat.

u. Pembinaan dan pemberdayaan petugas pengawasan Barang Beredar
dan jasa (PBBJ) skala Kabupaten Langkat.

v. Pembinaan dan pemberdayaan penyidik pegawai Negri Sipil -
Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) skala Kabupaten Langkat.

w. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran
petunjuk penggunaan ( manual ) dan kartu jaminan/ ggaransi dalam
bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala
Kabupaten Langkat.

X. Pembinaan dan pemberdayaan penyidik pegawai Negeri Sipil-Wajib
Daftar perusahaan (PPNS-WDP) skala Kabupaten Langkat.

y. Pelaksanaan dan pelaporan system informasi perdagangan dan potensi
usaha di sektor perdagangan skala Kabupaten Langkat.

Metrologi Legal

a. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrology legal setelah memperoleh
penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi propinsi.

b. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala
Kabupaten Langkat.

c. Fasllitasi standar ukuran dan laboratorium metrology legal.

d. Pelayanan tera dan tera ulang uku, takar, timbang dan periengkapannya
(UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium
metrology legar dari pemerintah.

e. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrology legal skala Kabupaten
Langkat.

f. Pelaksanaan penyuluhan dan pengetahuan UTTP, Barang Dalam
Kemasan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI).

g. Pembinaan operasional reparatir UTTP.

h. Pengawasan dan penyidikan tindak pidan Undang-undang Metrologi
Legal (UUML). '

Perdagangan Luar Negeri

a. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan
kebijakan bidang ekspos.

b. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang sector skala Kabupaten

Langkat.
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Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor

Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.

Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan

kebijakan bidang impor

Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala Kabupaten

Langkat.

Pengambilan contoh, pengujian teknis dan spesifikasi mutu barang

meliputi :

g.1. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh petugas pengambil
contoh (PPC) yang teregistrasi.

g.2. Penguiji, inspeksi teknis dan sertifikasi oleh lembaga uji, inspeksi
teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi.

Penilaian dan pelaporan angka kredit penguji mutu barang (PMB)

tingkat Kabupaten Langkat.

Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penertiban

Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelurusan asal barang.

Sosialisasi, penertiban dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal

barang di tingkat Kabupaten Langkat.

Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Importir

(API).

Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.

. Penyediegan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi

pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi
ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.

. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan

dalam bidang siding komoditi internasional.

Sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan kesepakatan
skala Kabupaten Langkat.

Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
perdagangan luar negeri.

Kerjasama Perdagangan Internasional

a.
b.

C.

Monitoring dan soslaliasi hasil-hasll kesepakatan kerjasama
perdagangan internasional.

Monitoring dan sosialisasi hasil—hasil kesepakatan kerjasama
perdagangan bilateral.

Monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi dan safeguard.

Pengembangan Ekspor Nasional

a.

b.

Penyediaan bahan kebijakan pengambangan ekspor skala Kabupaten
Langkat.
Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala Kabupaten Langkat.

Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem
Resi Gudang, Pasar Lelang.

a.
b.

C.

Korodinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-
kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.
Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi
gudang. _

Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap
penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala Kabupaten Langkat.
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EE. BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Perizinan

a. Penerbitan tanda daftar industri dan Izin usaha Industri (IUI) skala
investasi s/d 10 Milyar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha.

b. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI
oleh pemerintah dan propinsi.

C. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di Kabupaten
Langkat.

2. Usaha Industri
a. Penetapan bidang usaha industri prioritas Kabupaten Langkat

3. Fasilitasi Usaha Industri
a. Pemberian fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan industri kecil
menengah (IKM) di Kabupaten Langkat.

4. Perlindungan Usaha Industri
a. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri
di Kabupaten Langkat

5. Perencanaan dan Program
a. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri di
Kabupaten Langkat.
b. Penyusunan RPIJM SKPD Kabupaten Langkat dibidang industri.
C. Penyusunan rencana kerja Kabupaten Langkat dibidang industri.

6. Pemasaran
a. Promosi produk industri Kabupaten Langkat

7. Teknologi
a. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi
dibidang Industri di Kabupaten Langkat.
b. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan
teknologi dibidang industri.
C. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi
dibidang industri.

8. Standarisasi
a. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standart yang akan
dikembangkan di Kabupaten Langkat.
b. Kerjasama bidang standarisasi tingkat Kabupaten Langkat.

9. Sumber Daya Manusia (SDM)
a. Penerapan Standart Kompetensi SDM industri dan aparatur Pembina

industri di Kabupaten Langkat
b. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur Pembina industri di

Kabupaten Langkat.

10. Permodalan
a. Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga
keuangan yang diakibatkan oleh industri tingkat Kabupaten Langkat.
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11.

12.

13.

14.

15,

16.

17.

Lingkungan Hidup
a. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan, pencemaran
lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat Kabupaten Langkat.
b. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan
kegiatan industri di Kabupaten Langkat.

Kerjasama Industri

a. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar
serta sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Langkat.

b. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan
usaha di Kabupaten Langkat.

c. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas
sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di Kabupaten
Langkat.

Kelembagaan
a. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat Kabupaten Langkat.
b. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat Kabupaten
Langkat

Sarana dan Prasarana
a. Penyusunan tata ruang industri di Kabupaten Langkat dalam rangka
pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi
penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit
pengolahan limbah, IKM) untuk industri yang mengacu pada tata

ruang regional (Propinsi).

Informasi Industri
a. Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat
Kabupaten Langkat da pelaporan kepada Propinsi.
Pengawasan Industri
a. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri
tingkat Kabupaten Langkat.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan
bidang perindustrian Kabupaten Langkat.
BUPATI LANGKAT
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